


REPUBLIKINDONESIA

PERATURAN - PERATURAN
JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BAPPENAS
2003



iv

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERINEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: 16/KEP/M.PAN/3/2001
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DAN ANGKA KREDITNYA



Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

MENTERI NEGARA

PENDAYAAN APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : 16/KEP/M.PAN/3/2001

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang

Mengingat

Bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
sumber daya manusia pada aparatur negara yang
bertugas melakukan kegiatan pekerjaan perencanaan
pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang
dirugaskan secara penuh sebagai perencana;

. Bahwa untuk menjamin pembinaan karter,

kepangkatan/jabatan serta profesi di bidang
perencanaan pembangunan, dipandang perlu
ditetapkan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka
Kreditnya.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Neger: Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 wentang

. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negenl
Sipil;

9. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun
2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000.

Memperhatikan  : 1. Usul Kepala Bappenas dengan suratnya Nomor 6675/Ka/

Menetapkan

12/2000 tanggal 11 Desember 2000;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan
suratnya Nomor K.26-30/V.2-14/18 tanggal 26 Jamuari 2001.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYA-
GUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN
ANGEKA KREDITNYA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1

Perencana, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan
perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
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Perencanaan, adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah
pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan
guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas
perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan.

Rencana, adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan,
rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor ataupun daerah.

Kegiatan perencanaan, adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur,
sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang
menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencanan program dan rencana proyek
serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.
Angka kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas
prestasi yang telah dicapai oleh seorang perencana dalam mengerjakan butir
kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan
kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana, adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Bappenas.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris
Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Miliver, Sekretaris Presiden, Sekretaris
Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi
Negara.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/
Walikota.

BAB 11
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana, termasuk dalam
rumpun Manajemen.

0
@

Pasal 3
Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional
perencanaan dilingkungan instansi pemerintah.
Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan karier yang

hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai
Negeri Sipil.
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Pasal 4

Tugas pokok Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan
kegiatan perencanaan.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Perencana terdiri atas :

a.  Pendidikan, meliputi:

1.
2.

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijasah;

Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang perencanaan
dan mendapat sertifikat dan/atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPL).

b.  Kegiatan perencanaan meliputi :

O I

N

SN S

o

N R w N e

Identifikasi Permasalahan;

Permusan Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan;
Pengkajian Alternatif;

Penentuan Alternatif dan Rencana Pelaksanaan;
Pengendalian Pelaksanaan;

Penilaian Hasil Pelaksanaan.

Pengembangan profesi meliputi :

Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perencanaan;
Menterjemahkan/menyadur buku di bidang perencanaan;
Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan;

Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/
modul di bidang perencanaan;

Melakukan studi banding di bidang perencanaan;
Melakukan kegiatan pengembangan di bidang perencanan.

Penunjang kegiatan perencanaan meliputi :

Mengajar/melatih/melakukan bimbingan di bidang perencanaan;
Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan;

Menjadi pengurus organisasi profesi;

Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional;
Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencanig

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;

Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan.
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BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

(1) Jenjang Jabatan Perencana terdiri atas :

a.
b.

C.

d.

Perencana Pertama;
Perencana Muda;
Perencana Madyuy;
Perencana Utama.

(2) Pangkat dan golongan ruang jenjang Jabatan Perencana sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah:

a.

Perencana Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Penara Muda Tingkat 1, golongan ruang IIl/b.
Perencana Muda, terdiri atas

1. Penata, golongan ruang 1Il/¢; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang I1I/d.
Perencana Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/3;

2. Pembina Tingkat ], golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
Perencana Utama, terdiri atas :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BABV
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7
(1) Rincian kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Perencana adalah sebagai
berikut: ¢
a. Perencana Pertama :

1. Mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data
sekunder;

o

Melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial dalam rangka
identifikasi permasalahan;
3. Melakukan kodifikasi data dalam rangka pengolahan data dan

informasi;
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10.

11.

12.

13.

15.

Men‘msukkan data dan informasi dalam rangka pengolahan data
dan informasi;

Melakukan tabulasi data dan informasi dalam rangka pengolahan
data dan informasi;

Mengolah dara dalam rangka pengolahan dara dan informasi;
Membuat diagram dan tabel dalam rangka penyajian data dan
informasi; ’

Menyajikan latar belakang masalah dalam rangka penyajian data
dan informasi;

Menentukan jenis permasalahan dalam rangka perumusan
permasalahan;

Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif dalam rangka
pengkajian alternarif;

Menulis saran dalam rangka penentuan kriteria untuk menilai
alternatif;

Membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara obyektif
dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

Mengffektifkan pelaksanaan dalam rangka pengumpulan,
penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian
hasil pelaksanaan;

Mengefel‘ctifkan tujuan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan
penganalisaan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan;

Melakukan pengumpulan data dan informasi untuk menilai
dampak kemasyarakat-an/lingkungan;

Perencana Muda, yaitu :

1.

Menyusun disain dan instrumentasi dalam rangka pengumpulan
data dan informasi;

Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan data dan
informasi;

Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan data dan
informasi;

Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka penyajian
data dan informasi;

Menganalisis hasil-hasil pembangunan dalam rangka analisis data
dan informasi;

’.Mengeva%uasx data yang sudah ada dalam rangka analisis dara dan
informasi;

Menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam rangka analisis
data dan informasi;
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10C.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

24,

25.

26.

27.

Menentukan tingkat permasalahan dalam rangka perumusan
permasalahan;

Menentukan fakror-faktor penyebab permasalahan dalam rangka
perumusan permasalahan;

Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka
teoritis dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/
fungsional;

Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan model
hubungan kausal/fungsional;

Mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang kompeten dalam
rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
Memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai dalam rangka
pengujian model; '
Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapac dicapai dalam
perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam
perencanaan kebijaksanaan strategis regional;

Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam
perencanaan program strategis regional;

Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapar dicapai dalam
perencanaan proyek sektor tunggal;

Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
pendek;

Mengkaji alternatif-alternanf berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan dalam perencanaan program strategis regional;
Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang
diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
pendek;

Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang
diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang
diperlukan dalam perencanaan program strategis regional;
Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang
diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka penentuan
alternatif dan rencana pelaksanaan;

Merumuskan saran tindakan korekuf yang diperlukan dalam
rangka pengendalian pelaksanaan;
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28.

29.

30

31

32.

33

34,

35.

36.

Menyusun disain awal efektifitas pelaksanaan dalam rangka
penilaian hasil pelaksanaan;

Menyusun disain awal efektifitas tujuan dalam rangka penilaian
hasi! pelaksanaan;

Menyusun disain awal dampak kemasyarakatan/lingkungan dalam
rangka penilaian hasil pelaksanaan;

Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian
hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;

Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian
hasil pelaksanaan efektifitas tujuan;

Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian
hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/lingkungan;

Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam
perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;

Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam
perencanaan kebijaksanaan strategis regional;

Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam
perencanaan program strategis regional;

Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam
perencanaan proyek sektor tunggal;

Perencana Madya :

1.

L

Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam rangka
penyusunan model hubungan kausal/fungsional;

Menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka penyusunan
model hubungan kausal/fungsional;

Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka perumusan
alternatif kebijaksanaan;

Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam
perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam
perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;

Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam
perencanaan program strategls Jangka menengah;

Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam
perencanaan program strategis sektoral;

Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam
perencanaan proyek multi sektoral;

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

9. Mengkaji alternatif-alternatil berdasarkan kriteria vang telah
ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
menengah;

10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sckioral;

11.  Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria vang telah
ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;

12, Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah
direntukan dalam perencanaan program strategis sektoral;

13, Mengkaji alternatif-alternauf berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan dalam perencanaan proyek mult: sector;

14.  Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan dalam
rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;

15.  Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan vang
diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
menengah;

16.  Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang
diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;

17.  Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang
diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;

18. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan vang
diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral;

19.  Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan vang
diperlukan dalam perencanaan proyek multi sector;

20. Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

21.  Memantau/memonitor kegiatan pelaksanaan/perkembangan dalam
rangka pengendalian pelaksanaan;

22.  Menyusun disain akhir efektifitas pelaksaniaan;

23.  Menyusun disain akhir efektifitas tujuan;

24.  Menyusun disain akhir dampak kemasyarakatan/lingkungan;

25.  Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan;

26. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam
perencanaan kebijkasanaan strategis jangka menengah;

27. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam
perencanaan kebijkasanaan strategis sektoral;

28. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam
perencanaan program strategis jangka menengah;

29.  Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam
perencanaan program strategis sektoral;

30. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam
perencanaan proyek multi sektor.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 1
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Perencana Utama :

1.

[

10.

11

Fare

[ReN

L
<«

~i

e

Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan
dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan.

Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan
kebijaksanaan strategis jangka panjang.

Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan
kebijaksanaan strategis makro.

Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan
program jangka panjang.

Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan
program strategis makro.

Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan
proyek kawasan,

Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses pengambilan
keputusan dalam rangka pengkajian alternatif.

Mengkaji alternatif-alcernatif berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategls jangka
panjang.

Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategls makro.
Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria vang telah
ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang.
Mengkaji aiternatif-alternatif berdasarkan kriteria vang telah
ditentukan dalam perencanaan program strategis makro.
Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan.

Memproses pengambilan keputusan dalam rangka penentuan
:Iternand dan rencana kebijaksanaan.

Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yvang
diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
panjang.

Menyusun periiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan vang
diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro.
Menyusun perkiraan dan penenruan anggaran/pembiayaan vang,
diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang.
Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiavaan yang
diperiukan dalam perencanaan program strategis makro.
Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yvang
diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan.

Meruniuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan
dalam rangka pengendalian pelaksanaan.

Menulis saran mengenai tindak lanjut vang diperlukan dalam
kebijaksanaan strategis jangka panjang.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

21. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam
kebijaksanaan strategis makro.

22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam
perencanaan prograni strategis jangka panjang.
23. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperivian dalam

perencanaan program strategis makro.
24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam
perencanaan proyek kawasan.

(3) Perencana Pertama sampai dengan Perencana Utama yang melaksanakan
kegiatan pengembangan profest dan penunjang kegiatan perencanaan dtbe.nl::an
nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal §
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perencana yang sesuai dengan jenjang
jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasa_l 7 ayat
(1), maka Perencana yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah Jenjang
jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis
dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ditetapkan sebagai berikut :

(1) Perencana yang melaksanakan tugas perencanaan di atas jenjang ja!:;atannya3
angka kredit yang diperoleh ditetapkan 80 % (delapar_x puluh persen) dari
angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam
Lampiran I Keputusan ini.

{2) Perencana yang melaksanakan tugas perencanaan di bawah jenjan‘g jab.atanny‘fl,
angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit setiap butir
kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini,

. Pasal 10
{1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari

a.  Unsur Utama;
b.  Unsur Penunjang.
2}  Unsur utama, terdiri dari:
a. Pendidikan;
b. Keglatan perencanaan;
c. Pengembangan profesi.
3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas
Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 13


http:mendukt;.ng
http:perencana.1n

!
\4\)

Y

@

@

@

®)

M

14

Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana
dimeksnd dalaa ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1
“eputusan 1n1

Pasal 11

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap
Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dan kenaikan pangkat/jabatan

Perencana adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan i,
dengan ketentuan:

a.  Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur utama; dan

b.  Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari
unsur penunjang.

Perencana yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit minimal yang
ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan
angka kredit tersebur dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan
berikutnya.

Perencana yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan
pada tahun pertama dalam pangkat/jabatan yang didudukinya, pada tahun
berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur utama
sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk

kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan
perencanaan.

Untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana
Madya pangkat Pembina Golongan IV/a sampai dengan Perencana Utama
pangkat Pembina Urama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur
pengembangan profesi.

Perencana Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun

diwajibkan mengumputkan sekurang-kurangnya 25 {(dua puluh lima) angka
kreddit dari kegiatan unsur utama.

Pasal 12

Perencana yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di
bidang perencanaan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:

a. 60 % (enam puluh persen) bagl penulis utama;
b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsionat Perencana
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Penilaian terhadap prestasi kerja Pere

urut perhitungan sementara peja : men
;I\;flillah aﬁgka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan

setingkat lebih tinggl.

Penetapan angka kre : ‘
kurangﬁxya 4 %empat) kali dalam satu tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum

kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13
ncana oleh Tim Penilai dilakukan setelah
bat yang bersangkutan telah memenuhs

dit Perencana oleh Tim Penilai dilakukan sekurang-

Pasal 14

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Perencana adalah sebagai

berikut: o ~
a. KepalaBappenasatau Dejabat lain yang ditunjuk, bagi Perencana Utama

di lingkungan Bappenas dan instansi lainnya baik Pusat maupun Daerah.

b.  Sekretaris Utama Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi Perencana

Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Bappenas.

¢.  Masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang

ditunjuk bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di
lingkungan instansi masing-masing.

Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), dibantu oleh :

a.  Tim Penilai Jabatan Perencana Pusat bagi Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional yang selanjutnya dalam keputusan i disebut
Tim Penilai Pusat;

b. Tim PenilaiJabatan Perencana Bappenas 'bagi Sek.retaris Utama Bappenas
yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Pen.xlax Bappenas

¢. TimDPenilai Jabatan Perencana Instansi bagl I”ej’abac Peglbma Kepegawaian
Pusat yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Instar‘m;

d.  Tim Penilai Jabatan Perencana Propir}si bagi Pejabat Pembl'n:f
Kepegawaian Daerah Propinsi, yang selanjutnya dalam kepurtusan 1ni
disebut Tim Penilai Propinsi; ‘

e. Tim Penilai Jabatan Perencana Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dalam

keputusan ini disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

e
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Pasal 15

Keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penila: Instansi,
Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, terdiri dari Pegawa:
Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut:

a. Seorang Ketua merangkap anggota;

Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

o o

Seorang Sekretaris merangkap anggota;

Q.

Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggotd.
Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas.,
Tim Penilai Instansi, Tim Peailai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/
Kota, ditetapkan oleh :
a. Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional untuk Tim Penilat
Pusat;
b.  Sekretaris Utama Bappenas untuk Tim Penilai Bappenas;
¢.  Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk Tim Penilai Instansy
d. Gubernur untuk Tim Penilai Propinsi.
e.  Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota
Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi,
Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Perencana dan
pejabat lain yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan, dengan
kriteria atau ketentuan:
a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat
Perencana yang dinilai;
k. Memiliki keahlian atau kemampuan di bidang Perencanaan, dan;
c.  Dapat akuf melakukan penilaian.
Masa 1abatan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilat Instanst,
Tim Penilai Propins, Tim Penilai Kabupaten/ Kota adalsh 3 {tiga} tahun.
Berdasarkan alasan yang sah, pejabat vang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam ayat {2j dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Peniiai
sebelum masa jabarannnya berakhir,
Apabila Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/
Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang

ditentukan, maka penilaian prestasi kerja perencana dilaksanakan oleh Timn Penilat
Pusar.

Pasal 16
Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai Pusat, Tim
Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai
Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Pent
Penilal Instansi, Tim Penilai P

kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaut
em

ktu 1 (satu) masa jabatan. . N ‘
gnfgan:a‘l’v;rdapai Anggota Tim Penilai I"‘usat, Tlm Penilal Bap/pénas, 'I:rrln
i it si. Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten ?tlasy %
?emla% 'rlls"tag t,ua Tim Penilai sebagaimana dimaksud‘ dalam Pasa ;?'a
l(lglt:;;;tm;ne;gangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Tim

Penilai Pengganti.

Pasal 17 y -
lai Pusat, Tim Penilai Bappe'nas, Tim
ropinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota diterapkan

oleh Kepala Bappenas.

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

a.

&

@

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

i i is Utama Bappenas, Pejabat
] Kepegawaian Pusat, Sekretafls : :
Iliz);ii;fz{rr;};lggawai}jzng Daerah Propinsi, Pe;al:l)(atch;ndm%a KfpeBg;;;'ZS;
. . il
tau Pejabat lain yang ditunjuk, kepada bepala
K;i:?z}j):;;rii::nii angk:i kredit Perencana Utama sampal dengan Perencana
se ’

P i Sekretaris
i Bappenas kepada Sekre
] lon TI yang menangani kepegawaian B
II);II::: gj;;;as )éagig Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya
{ ingkungan Bappenas; '
ijihl’lg -mfsing pimpinan yang membawahi unit perencanaan (es;:_olog I}?
3513gp -bat Pembina Kepegawaian Pusat, atau Pejabat lain yang ditunjuk,
kep:njzngeimengenai anglka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana
e - - » .
;&I:dya di lingkungan instansi masing-masing; _
Ketua Bappeda Propinsi atau Ketua Bappeda I.iabuiatf{n/?f?emiiam
1 i j angka kredr
Bupati/ Walikota sepanjang mengenal :
g:::;?; sr;mpfi dengan Perencana Madya di lingkungan Pemer ntah Daerah

masing-masing.

Pasal 19

i i j bagaimana dimaksud dalam
dit vang ditetapkan oleh Pejabat se a3 '
?;fﬁ::;zc 1(1)):diggu.nakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan kenaikan

pangkat/jabatan Perencana sesud dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. . o
jab ang menetapxan angsa
hadap keputusan Pejabat yang berwenang ka
liagiizfana tpersebut dalam pasal 14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan

oleh perencana yang bersangkutan.
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» BAB Vi1
I\fi:ABAT YANG BERWENANG MENGANGEKAT DAN
MBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20
Peggangkatan, pemindahan, dan pemberhe
dari jabatan Perencana, ditetapkan den
dengan peraturan perundang-undang

ntian Pegawai Negeri Sipil dalam dan
gan keputusan Pejabat yang berwena

ng sesuai
an yang berlaky. ”

- BAB VIII
NYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA XREDIT

Pasal 21
(1) Pegawai Negeri Sipil yan

makeanakat g L L g pada saat ditetapkan keputusan ini telah

yang bermenuny e 41 B ang perencanaan berdasarkan keputusan pejabat
» @apat cuangkat dalam jabatan Perencana dengan ketentuan
34 ari:

a.  Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1);

<. Setlap unsuy pendalan pfestas ke a Sekuxa —Ruran }' /
{ ) 1 r} 3 ng k I gn a be[nllal balk

@) Angka kredit kumulatif

jabatan P i i
0oy ebap J 0 Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat

tersebut dalam Lampiran 111,

BAB IX
SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22
(1) Untuk dapat dian

bersangkutan harus
ditentukan,

@ Di samping harus memenukj

ketent i
Pengangkata.n perencana didsark atuan dimaksud dalam ayat (1),

an pad.a f?rmasi jabatan yang ditetapkan
awab di bidang Pendayagunaan Aparatur

Pasal 23

diangkat untuk pertama kal;
syarat sebagai beriku .

(1)  Pegawai Negeri Sipil yang

Perencana, harus memenuhi dalamm jabatan

. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana {$1) dengan kualitikasi pendidikan
yang ditentukan untuk jabatan Perencana;
b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang /g
¢.  Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
perencanaan; dan o
d.  Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya hernilai baik
dalam 1 {satu) tahun terakhir.
(3} Untuk menentukan jabatan Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan, kegiatan
perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Perencana setelah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka krediu.

Pasal 24

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan
Perencana dapar dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud datam Pasal 22 dan Pasal 23 ayar (1),

b.  Memiliki pengalaman dalam kegratan perencanaan sekurang-kurangnya 2 {dua)
tahun;

¢.  Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun
dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan

d.  Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang terakhir dimilikinya, dan
jenjang jabatan Perencana ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.

BAB X
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 25
Perencana dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

a.  Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir
tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi bagi perencana Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Perencana Utama, rpangkat Pembina
Utama Madya, golongan ruang IV/d;

b. Dalam jangka waktu 1 {sata) tabun sejak diangkat dalam pangkat terakhir
tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh
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lima)} yang berasal dari unsur utama bagi Perencana Utama pangkat Pembina
Utama, golongan ruang IV/e;

¢.  Ditugaskan secara penuh diluar jabatan perencana;
Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e.  Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman
disiplin sedang atau beray;

f.  Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau

g.  Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan
seterusnya.

Pasal 26

(1) Perencana yang telah selesai menjalani pembebasan sernentara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 25, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.

{2} Perencana yang telah diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang
dimniliki dan dari prestasi baru di bidang perencanaan yang diperoleh selama
tidak menduduki jabatan perencana setelah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27
Perencana diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a.  Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dibebaskan sementara dari jabatannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a tidak dapat mengumpulkan angka
kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, atau

b.  Dalamjangka waktu 1 {satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, tidak dapat mengumpulkan
angka kredit yang ditentukan, atau

c.  Dijatuhi hukuman disiplin Pegawal Negeri Sipil dengan tingkat hukuman
disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman
disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB XI
PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 28
Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman, dan
pengembangan karier, Perencana dapat dipindahkan ke jabatan struktural arau
- jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

20 Poraturan peraturan Jabalan Fungsional Perencana

BAB X1l
PENUTUP

Pasal 29
Petunjuk Pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappenas dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 30

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga dianggap udak sesuai lagr dengan
ketentuan dalam keputusan ini dapat diadakan peninjauan kembalt.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditet apkan.

Ditetapkan di Jakana,
Pada tanggal: 19 Marer 2371

MENTER] NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
PELAKSANA TUGAS,

MARSILLAM SIMANJUNTAK

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 21
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15, Meramuskan tujuan-tujuan reafistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program Laporan 02 Perencana Muda
strategis ragional P——
30, Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapa dalam perencasan proyek taporan ‘| G2 Perencana Muda
seidor tunggal ]
! ST, Merurmuskan tujuan-tujuan reslistis yang dapat dicapai dalam perencanaan prayek Laporan 03 Perencana Madya
! multi sektoral Py
35 Merumuskan tuuan-tupsan cealistis yang dapat dicapa dalam perencanaan proyek Lapotan 04 Petenuana Utarns

o4

kawasan
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Lanjutan Lampiran I

NO UNSUR - BUYIR KEGIATAN - . 'SATUAN | ANGKA |  PELAKSANA
: . HASIL | KREDIT
(1) 2 {4} {8} 15} (8
C. Pengkajian Alternatif 1 A kritenia urduk menila: alternalif Laporan 0.1 Perencana Pertama
2 Menulis saran untuk menilai allernatil L@orah 0.1 Perencana Pertama
3 kriteria untuk menilai al it melaful proges pengambilan keputusan Laporan 0.2 Perencana Ulama
4 Mengkaji i it b kan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- Laporan 03 Perencana Utama
nagn g aan sirategis jangka panjang
5 Mengkaji alternatif i kriteria yang telah ditentukan datam perenca- Laporan 0.2 Perencana Madya
naan keby gis janghka
6 Mengkaji allernalif. i kideria yarm telah ditentukan dalam perenca- Laporan 0.3 Perencana Muda
riaan kebijsksanaan strategis jangka pendek
7 gkaii Kriteria yang telah dientukan dalam perenca- Laporan 0.4 Petencana Utama
naan kebi: strategis mokro
8 jt if-altetnatil keteria yang telah ditentukan dalam perenca- Laporan 02 Perencana Madya
nhaan kebi strategis sektoral
9 Mengkaj natif kritefia yang lelah ditentukan dalam perenca- Laporan 02 Perencana Muda
naan ) {rategis regional
10, kaji alternatil-afternatif \aiteria yang tefah ditentukan dalam perenca- Laporan 0.2 Perencana Utama
naan program strategis jangka panjang
11 Mengkaji alternatil- i kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- Laporan ot Petencana Madya
ngan program sirategis jangka menengah
12 Mengkap alt f-alt if berdasarkan kriera yang telah ditentukan dalam perenca- Laporan U3 Perencana Wama
anaan program st makin
5 kaih i Witeria yang telah ditentukan dalam perenca- Laporan 0.2 Perencana Madya
naan program strategis sektoral
14, Kl if-alternalif b Ksiteria yang telah drientukan dalam perenca- Laporan [¥] Perencana Muda
naan program gis regionat
15. Mengkaji natil berdasarkan ketera yang telah ditentukan dalam p: Laporarn a1 Perancana Muda
naan proyek sektor tunggal
16. Menghaji i if b krteria yang telah ditentukan dalam perenca- Laporan 02 Perencana Madya
naan provek multi seitor
17, Mengkaji atternatif-alternatif berdasarkan ketera yang telah ditentukan dalam perenca- Laporar: 0.3 Perencana Utama
niaan proyek kawasan
Lanjutan Lampiran [
PELAKSANA
BUTIR KEGIATAN SATUAR ;g&?
NO UNMSUR SUB UNSUR HASIL LK
51 51 8
4
) [l ¢} -
= ) Laporan 02 Perancana Madys |
D. Penentuan Allernalif dan 1. Menyhs saran i dan saran (encana p Laporan 02 Perencana itama |
Rencana 2 Memproses pengambilan ke J vine diperhikan dalam Lapotan 05 Perencana Wama
3. Menyusun perkiraan dan p anggaranp! ¥ —
perencanaan kebijaksanaan jangka panjang pereye T oan | 05 Perencana Madya
4 Menyusun p dan x ggaran/y yang dip o
kebijaksanaan jangka menenﬂ___ e ———— Caporan G4 Perancana Muda
Menyusin perkiraan dan penentuan anggaranip yang qip! ialam M
_perencanaan kebi ' s jangke pendex yang iperlukan dafam T Laporan 04 Perencana Utama |}
Meryusun perkiraan gan p ' angs::- anp ¥ v H o]
i legis makro —— T Parencana Madys
,,,?.E - 3 dan p 3“921 (‘.— " yang dip dalam Laparan a2 o
| rentenasn kebijaksanaan sektora n | 03 Perencana Muda
| E__MeEL._._-—.J—-nwsun e o penenluan angn 1 vang dip dalam Lapora | e |
erencanaan kebij regiona 1 T 62 Petencana Litama
g &enyusun perkiraan darn p angg P yang diperiukan dalam Laporan o
rencanaan prog jangka paojang i Perencana Madys
19 :aee:sjsun Serkiraan dan penenfuan anggaran/pembiayaan yang diperhukan dajam Laporan 0 ]
erancanaan program strategis angka menengah o i 04 Perencana Ulama
F____L____M____JJ.J———H q— daam aporan
1. Menyusun perkiraan dan penentuan angg (s ° o
| ncanan program is makro 7 1 Perencana Madya
el ﬁz:vu&un 'D‘ g dan p tuan anggaranip yang diperiukan daiam Lapatan e I
g program sirale \s‘sektarm “ﬁng iam {Laporan 03 Parencana Muda
13 Menyusun perkiraan danp G P 3 ]
___perencanaan program strategis regionat o P Taperan | 02 Perancana Muda
3 Menyusun perkiraan dan penentuan angg v | I R
perencanaan proyek sextartunggal e o ahoran 03 Petencans Madya
15 Menyusun perkiaan dan penentuan anggarani yaan yang dip dafam Lapor B |
er n proyek mul sekdor 0 04 Perencany Utama
6 :’ Y 2 L- dan per anggaranp yang oip datam Lapasa ]
| p proyek - Tapoian 53 Patencana Muda
17 Merumuskan prosedur pelaksanaan
" Lapgan 03 Perencans Utama
E Pengentalian Pelaksanaan { Merumuskan dan menantukan ukuran kemayuan pelsksanaan aprian o3 Perencana Madya _|
o Mengarahkan pelaksanaan . . [apoean 04 Perencana Matys |
3 e ninring Keg & perkemo 2 \.aporan a1 Perentana Pertams |
! 4 M i poran perkembangan peiaksanaan secary objekt! Laparan 02 Perencana Ulama
B Meruriuskan saran tingakan karektil yang diperiukan
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Lanjutan Lampiran 1

I URSUR T svaumsur
g . . BUTIR KEGIATAN P SATUAN | ANGKA
J L (o) 0 HASH | KREDIT
i5) {8) [0}
F. Penilaian Hasil Pelaksanaan 1. Menyusun desain awal efeklifi ]
2. Menyusun desain awal efektifAas tjuan Laposan 02 Perencana Muda
3 Menyusun desain awal gampak ; Laporan g1 Perencana Muda
4 Menyusun desain akhiv efektiiftas aan Laporan 01 Perencana Muda
S Menyusun desan akhir efektiitas tupan Laporan 92 L Madya
6. Menyusun desain akhir dampak & 7 tapow‘ 02 Perencana Madya
7. Mengefeidifian pel Galam Ton data - - aporan 0.3 Perencana Mauya
¥ f P dan foched Al
penilaian hasil pelaksanaan untuk g Laporan 01 Perencana Pertama
8 M lujuan dafam p dala dan it o epr -
pelaksanaan untuk hasil Laporan Kl Perencana Perlama
8. Mengumpulkan data dan informast antuk meniias p -
— vormast urtuk menita dampak Aingkungan e g
10, Meang o, ik Gaie dam o - onty i grunga apatan [ Perencana Pedama
eloitiftas MB'!,—‘ k perudaian hash pelaksaraan 43 Perzacana Muda
11, Menganaliss dan menyajikan data dan informas: unt i
efeitiftas tujuan uk penifaian hasi pelaksanaan Lagoran 043 Perencana Muga
1z b dan ajikan data dan informasi untuk i i
dampak i gan hasi Laporan 02 Perencana Muda
13 Melap petilaian atas hasil Taporam 55 5
4 Menulis saran mengenar indak lanjin yang diperiukan dai rican erencana Madys |
Kebljaksanaan strategrs jangka ,r»anjar:;a 9 cpert o perencanaan Laparan 0z Perencana Utama
15 Menulis saran mengenal hndak lanjut yang diperiukan data N
kebilaksanaan strategis jangka me iad ™ per raan Laporan 62 Perencana Madgya
16. Menulis saran rmengenai indak [anjut yang diperiukan dala
m
Kebijaksanaan strategis jangka pendek 9 b perencanaan taporan |01 | Perencana Huda
17. Menulis saran mengenai findak fanjut dipetiukan daia
kebijaksarsan slratgg‘s makre yang dipet T perencanaan Laporan 0.2 Perencana tlama
18, Menuiis saran mengenat lindak lanpit yang diperfukan daia)
kebijaksanaan strategis sekforal yang dipef m perencanaan Laporan 02 Ferencana Madya
19. Menulis saran mengenar findak {anjut yang diperiukan
dalam pete;
kebijaksanaan strategis regionat yong pect M pesencanaan Laparan a2 Perencana Muda
26, Menulis satan mengenai tindak Tamut yan; dal:
stralegis jangka panyang g am p prog Laporan 0.3 Perencana Utama
21, Menulis saran mengenai lindak lanjul yang diperiuk.
strategis angha menengah Ul yang diperiukan dalam parencanaan program Laporan o2 Petencana Madya
22, Menulis saran mengenat tndak tanput yang Giperl K
strategis malgo Wit yang diperlukan dalam perencanaan program Laporan 63 Perancana Ulama
23, Menulis saran mengenal tndak fanjul yang d ki
strategis sektoral #ut yang dipertukan dalam perencanaan program Laporan 0.2 Perencana Madya
24. Menulis saran mengenai indak fanjt yang d o
qis regional ! atam p Laporan 02 Perencana Muda
Lanjutan Lampiran I
| 1
|
ij O } UNSUR SUG UNSUR BUTR KEGIATAN . SATUAN  ANGNA PELAKSANA
[ HASH, KREDIT
Ll 6 al i 0] ] O]
25 Menulis saran mengenar indak lanit yang diperiukan dalam perencanaan proyek Laporan o1 Petencana Muda
sektor tunggal
26 Menulis saran mengenar tindak lanjut yang dipertukan dalam perancanaan proyek mull Laporan 02 Perencana Madya
sekior
27 Menuls saran mengenat tindak fanjul yang diperiukan dalam perencanaan proyek Lapuoran 02 Perencana Ulama
kawasan
{H [PENGEMBANGAN A Karya Tuhs/Karya Bmsh o bidang 1 Membuat karya tulis imsah, hasil penelitian, pengkapan, surve dan atau surver dalam
PROFES! PEREN- perencanaan pembangunan bidang p yang dipublikasik
CARAAN a _ Dalam bentuk buku yang diferbtkan dan diedarkan secara nasional Buky 125 Semua Jeniang
6 Dalam majalah dmiah yang diakui oleh Lembaga llmu Pengelahuan Indonesia (LIPY Artikel 3 Semua Jenjang
2 Karyalulisikarya smeah berupa Unjauan atau ulasan dimiah hasil gagasan sendin dalam
bidang pa) yang dipubl -
a _ Dalam bentuk buku yang diterbfixan dan diedarkan secara hasional Buku 8 Semua Jemang
b Dalam magalah ilmiah yang diakui oleh LIP Artikel 4 Sermua Jenjang
3 Karya tulisikarya dmiab berupa binjauan alau ulasan iimiah hasil gagasan sendin
dalam bigang ¢ yang lidak dip 3
[a___Dalam bentuk buku 8uku 7 Semua Jenjang
b Datam bentuk Makalah Makalah 35 Semua Jenjang
ra _Kavya iulisikarya ilmiab populer dibidang pereny Y yang metaiur Artikel 2 Semua Jenang
_media masa
" i&édﬁ‘rﬁ;{a&aﬁ prasaian hefupa tinfavan gagasan atay usulan slmiah dalam perternuan Makalah 25 Semua Jenjang
drmah dibidang perennanaan
B Menterjemahkan/menyadur huky |t Teremahanisaduran ditndang perancanaan yang dipublikastkan
dan bahan-bahan tain de bitang |a_ _Dalam benlstk buky yang diteriikan dan diedarkan secara nastnal Buky ? Semua Jenang
| perencanaan pembangunan t mlvrg@!]jfx_gg f‘)laku\ oleh LIPi Aitikel 35 Semua Jenjang
I
\) & hidang perencanaan pambangunan yang hidak dipy
" A Buku 3 Semua Jenjang
il ] HAakalah 15 Semua Jfenjang
Lo
4
1} ¢ Berpartisipas secara akuf dalam Sebaym
i penerbian buku/majalah ¢ bidang a  Redaktue B B Tabiun 2 Semua Jenjang
i pereficanaan pembangunan Iy Pengurus Tahun 18 Semua Jenjang
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NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN ANGKA PELAKSANA
HASIL KREDIT
] ) G 14 ] 15 &)

U Berparhisipast secara aktif dalam Kegatan di dalam -
pernapatan (ekspase} draf 3. Forumintern Kah 005 Seninia Jengng
pedomanimotiul o ndang pe- b Forum ekstern Kat t5. hebwa Jenjang )
fencanaan bangunan

E Melakukan studh banding o bidang Kegatan studi banding dalam bidang perencanaan pembangunan Kal 0% Leins Jenpang
peencanasn pembangunan

G. Melakukan kegiatan peng g 1 Bersifal pembaharuan Lapoian 25 Setnud Jenang
an di bidang perencanaan pem. 2 Bersifat penyemgputnaan Laporan 15 femug Jenang
bangunan

IV [PENUNJANG A Mengajat/melaht/membimbing d 1 Mengaarmelatih pada pendidrkan dan petathan pegawar neger: sipnl dajan idang T am pe- :
bidang perencansan pembangunan perencanaan pernbangunan laparan Qo SGenud Jergenyg

B. Mengkut: seminarfiokakarya di Mengikut! va bngkat , sebagiy
bidang perencanaan p gurian a  Perwasatar/Pembanas Kah 3 B Jenang '-»-i

b b Wan 2 Semus Jenjang
¢ Peseta Kah H Sunus Jetyang
|

C. Memadl pengurus organisasi Tingkat Internasional/naswnal Tahun 1 Hemuas Jenang
profes

O Menjadi anggola delegas) dalam Sebage:
peremuan internasional 3 Ketua Delegast Kak 3 Semua Jenjang

2 Anggola Delegast Kal 2 Semua Jengang
E. Keanggetaan dalam Tim Pendar Menjadi Anggota AR Tim Penila Jabatan Perencana Tahun a5 Semua Jenjang
Jabatan Perencana
Laniutan Lamplran I
BUTIR KEGIATAN SATUAN | ANGKA PELAKSANA
O UNSUR SUB UNSUR HASH KREDIT
m 8) i5) t8) -
M 2] 3] |
9 tugasnya :
£ Memperoleh gelar kesaqanaan Memperole gelar kesatjanaan lanfya yang tidak sesuas dengan bidang ugasny vazan | 1S Semua Jemang
fanya 1 Doldat (53) fazah | 10
fjazah } 5

G Mernperoieh penghargaan tands
j3sa di bidang petencanaan
pembangunan

Semua Jeaang

2 Pasca Sarjans {82}

Semua Jrisng

3 Sarpna

Tanga jasa dant Pemenniah atas pfeslasn keranys Tanda Jasa s
e Tanda Jasa 25
e Tanda Jasa 2
3 Tingkat kabupatenkota

\ »
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700
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PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Wb

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
NOMOR

TANGGAL
ENCANA MADYA

PER
320

Via

1
H

110
350

KRS

/{((
“JEN

80
400
G il

240

LAMPIRAN 1

Nird

80
300

180

PERENCANA MUDA
fille

40
200

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANGIANG

120

Wb

30
150

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

80

PENGANGAKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
ia

20
100]

PERSENTASE | PERENCANA PERTAMA
80%

20%

100%

UNSUR
UTAMA
a. Pendidikan
b. Perencanaan
¢. Pengembangan Profesi

Kegiatan yang mendukung
pelaksanaan Perencanaan
Jumlah

PENUNJANG

NG

i

2.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

LAMPIRAN 111 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR
TANGGAL

. 1BIKEPIM PAN/3/2001

19 Maret 2001

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK

PENYESUAIAN BAG!I JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
GOu/ STTBAJAZAH < 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun
RUANG SETINGKAT atau lebih
fifia SARJANAID. IV 100 112 124 150
PASCA SARJANA 100 116 132 155
Hifb SARJANAID. IV 150 162 174 . 200
PASCA SARJANA 150 163 177 205
DOKTOR 150 165 180 210
e SARJANAID IV 200 225 250 300
PASCA SARJANA 200 226 282 305
DOKTOR
iird SARJANAID IV 300 328 35C 1375 400
PASCA SARJANA 300 328 32 ! 378 405
DOKTOR 300 327 354 382 410
W/a SARJANA/D.IV 400 437 474 517 550
PASCA SARJANA 400 438 47T EtR 555
DOKTOR 400 447 4 i 820 560
Wib SARJANA/D 1V 550 E87 = . B3Z 700
PASCA SARJANA 550 588 5 T BES 705
DOKTOR 550 550 & 670 710
Vic SARJANA/ID 1V 700 735 B 505 840
PASCA SARJANA 700 736 908 845
DOKTOR 700 737 ™ 812 850
Vid SARJANAID IV 850 300 | 98 1040
PASCA SARJANA 850 201 T ees 1045
DOKTOR 350 902 R 1050
Ivie SARJANAID IV s d 1050 1050 R 1050
DOKTOR :

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsicnal Perencana

3
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Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGRWAIAN NEGARA
NOMOR:KEP.1106/Ka/08/2001
NOMOR:34ATahun 2001
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DAN ANGKA KREDITNYA
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Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : KEP.1106/Ka/08/2001
NOMOR : 34A Tahun 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

DAN ANGKA KREDITNYA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang

Mengingat

o

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

bahwa dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara 16/KEP/M.PAN/3/2001, telah ditetapkan Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan
keputusan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan
Bersama tentang Petunjuk Pelaksanaan jabatan Fungsional
Perencana dan AngkaKreditnya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Jabatan
Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana relah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomior 26 Tshun 2001;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsionat Perencana 35



#

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
““ewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
T sgawai Negeri Sipil;

eraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Fenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

9. Kepurtusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

10. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi

dan Tara Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan

Presiden Nomor 62 Tahun 2001;

11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional
Perencana dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN  BERSAMA KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh
kegiaran tehnis fungsional perencanaan di lingkungan unit perencanaan instansi
pemerintah.

2. Ruang lingkup kegiatan Perencanaan meliputi berbagai kegiatan di bidang
perencanaan atau yang terkait dengan bidang perencanaan yang merupakan
fungsi manajemen pembangunan, yang terdiri atas sub unsur identifikasi
permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian
alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian
pelaksanaan, dan penilaian hasil pelaksanaan;

36 Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

®

Unit Perencanaan Instansi Pemerintah, adalah uniot kerja yang melaksanakan
kegiatan fungsional perencanaan, yaitu: Badan Pere:ncaflaan Pembanguna‘n
Nasional (Bappenas), Unit/Lembaga Perencanaan lain di Departemen, Unit
Perencanaan kantor Menteri Negara, Badan Perencanaan Pembfu‘:gunan Dgeralf
(Bappeda) Propinsi/Kabupaten/Kota, dan unit/Lembaga Pérencana Lain di
Pemerintah Propinsi /Kabupaten/Kota.

Tim Penilai Angka Kredit, yang selanjutnya disebut :Tim Penilai, adalah tim
yang bertugas fenilai prestasi kerja perencana yang dibentuk dan di tetapkan
ooleh pejabyt yang berwenang.

/ BAB II
/  USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
'

3
F

; Pasal 2

7
Pé'jabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Utama, adalah Menter,
Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen, Sekretaris Utama Bappenas,

- Gubernur, Bupati, Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

o

©)

@)

Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Pertama sampai dengan
Perencana Madya di lingkungan Bappenas adalah Pejabat Eselon II yang
menangani kepegawaian di Bappenas

Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Pertama sampai dengan
Perencanaan Madya di lingkungan Instansi Pusat adalah Pejabat Eselon I yang
membawahi unit Perencana dilingkungan depertemen/LPND atau pejabat yang
ditunjuk. :

Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Pertama sampai dengan
Perencana Madya di lingkungan Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupi}ten/
Pemerintah Kota adalah Kepala Bappeda Pemerintah Propinsi/Pemerintah
Kabupaten/ Pemerintah Kora.

Pasal 3

Usul penetapan angka kredit Perencana dissampaikan‘ oleh Perencana yang

bersangkutan kepada pejabat pengusul setelah menurut perhirungan sementara, yang,
bersangkutan memenuhi jumnlah angka kredit yang djdsy_aratkan umuilf; kenatkan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat serta ditandatangani ole?h yang

bersangkutan, menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran 1.

(2) Setiap usul penetapan angka kredit Perencana sebagaiman dimaksudkan pada Pasal

3 ayat (1), dilampiri dengan:

a. Surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan di lingkungau instansi
pemerintah dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir
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sebagaimana tersebut pada Lampiran II, yang ditandatangani oleh atasan
langsung dengan jabatan serendah-rendahnnya eselon IT{;

L. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti
fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaiman tersebut pada
Lampiran I1I, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan
serendah-rendanya eselon III;

¢. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjangan tugas Penunjang
Perencana dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tersebut pada lampiran IV, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan
jabatan serendah-rendahnnya eselon III; dan

d. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dengan buku
fisiknya, dibuat menurut contoh fotrmulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran V, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan
serendah-rendahnya eselon IIL

(3) Pejabat Pengtusul menyampaikan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit yang bersangkutan, untuk dilakukan penilaian angka
kredit dengan Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penetapan angka kredit kenaikan pangkat , dilakukan selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan
mekanisie sebagaai berikut:

a. Unuwuk kenaikan pangkat periode Januari, penetapan angka krerdit
dilakukan selambat-lambatnya pada akhir Oktober tahun yang sebelumnya;

b. Untuk kenaikan pangkat periode April, penetapan angka kredit dilakukan
selambat-lambatnya pada akhir Januari tahun yang bersangkutan;

¢. Uniuk kenaikan pangkar periode Juli, penetapan angka kredit dilakukan
selambat-lambatnya pada akhir April tahun yang bersangkutan;

d. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, penetapan angka kredit
dilakukan selambat-lambatnya pada akhir Januari tahun yang bersangkutan;

Pasal 4

(1) Setiap usul penetapan angka kredit Perencana harus dinilai secara seksama oleh Tim
Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Negara PAN
Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI, dengan ketentuan:
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a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara (BKN) atau kepala Kantor regional BKN yang
bersangkutan;

b. Tembusan disampaikan kepada;
1) Perencana yang bersangkutan;
2) Pimpinan unit kerja Perencana yang bersangkutan;
3) Sekretaris Tim Penilai Perencana yanq bersangkutan;
4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sebagai pertinggal.

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan
sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), maka pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit tersebut dapat mendelegasikan kepada
pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana dimalksud dalam Pasal 14
ayat (1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001.

Untuk tertib administrasi kepegawaian setiap spesimen tanda tangan pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit di sampaikan kepada kepala BKIN
atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, maka spesimen tanda
tangan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/ M.PAN/
3/2001 harus disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional
BEN vang bersangkutan. ‘

Apabila terdapat pendelegasian wewenang atau pergantian pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat
baru dimaksud disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional
BKN yang bersangkutan,

BAB III
TIM PENILAI

Pasal 5

Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:

a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/
pangkat Perencana yang dinilai;

b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja
Perencana; dan;

¢. Dapart aktif melakukan penilaian.

Jumlah anggota Tim Penilai diupayakan lebih banyak berasal dari Perencana
daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri sipil/pejabat lain.
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(3) Masa keanggotaan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang
sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan dan apabila akan diangkat kembali
dalam keanggotaan Tim Penilaj yang sama harus melampaui tenggang waktu 1
(satu) masa jabatan.

(4) Pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai, harus sepengetahuan atasan
langsung yang bersangkutan.

() Anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 {enam) bulan
atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai kepada Pejabat yang berwenang
menetapkan Tim Penilai.

(6) Apabila terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai

wajib mengangkat pengganti Anggota Tim Penili bersangkutan, yang berlaku
untuk satu kali penilaian dimaksud,

Pasal 6

(1) Tugas Pokok Tim Penilai Pusat adalah:

a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam
menetapkan angka kredit Perencana yang berada di lingkungan Bappenas
dan Instansi lain baik di Pusat maupun di Daerah.

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappenas yang
berhubungan dengan penetapan angka kredit Perencana Utama vang berada
di lingkungan Bappenas dan Instansi lain baik di Pusat maupun di Daerah.

ugas pokok Tim Penilai Bappenas adalah:
(@ Tug pokok Tim Penilai Bapp dalah

a. membantu Sekretaris Utama atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam
menetapkan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana
Madya yang bekerja di lingkungan Bappenas;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama
Bapppenas atau pejabat lain yang ditunjuk, yang berhubungan dengan
penetapan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana
Madya yang bekerja di lingkungan Bappenas.

3) Tugas pokok Tim Penilai Instansi adalah:

a. membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dalam menetapkan angka
kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang berkerja
pada instansi yang bersangkutan. '

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat yang bersangkutan yang berhubungan dengan
penetapan angka kredit Perencanaan Pertama sampai dengan Perencana
Madya yang bekerja di lingkungan instansi yang bersangkutan.

4) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi adalah:
gas p P

a. membantu Gubernur yang bersangkutan dalam menetapkan angka krediz
Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di
tingkat Propinsi;
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b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubfemur yang
bersangkutan yang berhubungan dengan penetapan an‘gka} k.redxt Peren«?anfl
Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di tingkat Provinsi.

(5) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:

a. membantu Bupati/Walikota yang bersangkutan dalam menetapkan angl«'ta
kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja
pada tingkat Kabupaten/Kota; ‘

b. melaksanakan rugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/ \Y/?hkota yang
bersangkutan yang berhubungan dengan penetapan angka I?redlt Perz::ncana
Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja pada tmgkat'
Kabupaten/Kota. :

Pasal 7

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasx}ya,'dibent‘nk-
Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretan.s Tim Penilai
yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

(2) Sekretaris Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang
berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri
Negara PAN Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001.

Pasal 8

(1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapl.ia'n an-gka kredx't
dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahh3
baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri
Sipil yang.mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adaiah memberikan saran dan pendapat kepf;da
Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat
khusus atau keahlian tertentu.

{3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua

Tim Penilai.
Pasal 9 '

(1) Dalam hal Penilai Kabupaten/kota belum dayaf dibentuk karena perth"nbangafl
persyaratan anggota Tim Penilal, maka penilaian dan penetapan angka kredit
dapat dilakukan oleh Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan.

{2) Apabila Tim Penilal Propinsi belum dapat dibex}m‘zk dengan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1}, maka penilaian dan penetapan angka
kredit dapat dilakukan oleh Tim Penilai Pusat.
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BAB IV ‘
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 10

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayar (2},
digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan
kenaikan pangkat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat
dipertimbangkan apabila:

a Sekurangkurangnyatelah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. Mernenuhi angka kredit kum,ulatif minimal yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

¢. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
perencanaan untuk masing-masing jenjang jabatan; dan

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai batk dalam 1
{satu) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat

dipertimbangkan apabila:

a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b, memenuhiangka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi; dan

¢ setiapunsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
{dua) tahun terakhir.

{4} Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki Jabatan

Perencana Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk

menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c¢ sampai dengan

Perencanaan Utama Pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e, diusulkan

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan diterapkan dengan Keputrusan

Presiden setelah mendapar pertimbangan teknis Kepala BKN.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki Pejabat
Perencana Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang ITl/a, menjadi Penata
Muda tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Perencana Madya pangkat
Pembina tingkat I golongan Ruang IV/b ditetapkan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian Pusat yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis
Kepala BEN.

(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan
Perencana Pertama pangkat Penata Muda golongan Ruang ITl/a menjadi Penata
Muda tingkat I golongan Ruang ITI/b sampai dengan Perencana Utama pangkat
Pembina Utama golongan Ruang IV/e, ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis
Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

@

~—
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R
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Pasal 11
memiliki angka kredit melebihi fmgka kredit x}qinimgl yzizigl
ditentukan untuk kenaikan jabata{l/pangkat setmgklat le!)x?x tgllggé;;uﬁpat
kelebihan angka kredit tersebut dinyatakan dglaf'ﬁ amplran
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Perencana yang

BABYV

AN SEMENTARA
PENGANGEKATAN, PEMBEBAS
DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 12

f 1] tan
Pengangkatan pembebasan sementara dan pemberhenuan dalam dan dari )aba
y

Perencana, ditetapkan oleh pejabat yang be;wenangd,' yaitu E:;J abaiD I:;;?Si; I;?;g:::::?l
Propinsi/kabupaten/Kota sebagaimana diatur daiam
II)\Tuj?;irr‘)()é) ?:hun 20%0 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan

sebagal berikut:

ali kembali dalam jabatan
k katan pertama kali dan pengangkatan ke :
- I?er;et;caﬁ:nfij;gapkan dlf:ngan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut

da Lampiran VI '
b II)J:}mau1<:ape.>1;1r1bebasan sementara dari jabatan Perencana, ditetapkan dengan

i i but pada lampiran VIIL
eneeunakan contoh formulir sebagaimana terse
rgntfﬁ pemberhentian dari jabatan perenccana, diterapkan dengan menggunakan

- i lampiran IX
contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran IX.

Pasal 13

i ‘abatan Perencana, Pegawai Negeri Sipil yang

. Eeriif;gdljﬁta;:lazgiztxiiir:njuhi angka kredit kumulatif minimal yang
ditentukan. . '

(2) Untuk diangkat pertama kali dalam jabatan Perencana, seorang Pegawai Negeri

Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : o -

a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (ST} dengan kualifikasi pendidikan
yang ditentukan untuk jabatan perencana;

b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda gololngan ruang I/ 5
Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
perencanaan; o -

d. Setiap unsur penilaian prrestasi kerja sekurang-kurangnya bernilal
dalam 1 (satu) tahun terakhir.
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(3) Ketentuan kualiffikasi pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a,

¢

g

)

®

)

@

®)

(1)

ditetapkan oleh Kepala Bappenas selambat-lambatnya tanggal 31 Desember
2002,

Ketetapan tentang pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ¢, ditetapkan oleh Kepala Bappenas
selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

Untuk diangkat dari jabatan lain ke dalam jabatan Perencana, seorang Pegawai

Neger: Sipil harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan ayat (2),

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun;

b. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari
jabetan terakhir yang didudukinya.

Pangkat yang telah ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan (5), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang
jabatan Perencana ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 14

Untuk menjamin Tingkat kinerja Perencana dalam mencapai angka kredit
untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka pengangkatan dalam jabatan Perencana
harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah
Perencana sesuai dengan jenjang jabatan.

Pengangkatan dalam jabatan Perencana sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk
formasi jabatan Perencana di tingkat Pusat di dasarkan pada formasi jabatan
yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Aparatur
Negara setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

Pengangkatan dalam jabatan Perencana untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah,
di dasarkan pada formasi hjabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Propinsi, Pejabat Pembina Kepegawalan Daerah
Kabupaten dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota, setelah mendapat
pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 15

Perencana dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir
tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perencana Pertama pangkat Penata
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Muda golongan ruang III/a sampai dengan Perencana Utama Madya
golongan ruang IV/d; .
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diax}gkat dalam pangkat terakl’;xr
tidak dapat mengumpulkan angka kredit ' sekurang-kurangnya k_S
(duapuluh lima) dari kegiatan unsur utama bagi Perencana Utama pangkat
Pembina Utama golongan ruang IV/e;

dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa
penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980;

diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil be{das?rkan Peratu{an
Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian/pemberhentian
sementara Pegawai Negeri;

ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perencana;

cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
atau

menjalani tugas belajar lebih dar1 6 {enam) bulan.

{2) Perencana yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
¢, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap mel.aks:makan tugas pokoknya,
dengan ketentuan seluruh kegiatan yang dilakukan tidak dapat ditetapkan angka

kredit,

{(3) Perencana yangdibebaskan sementara karena tugas belajar le.bih dari 6 (enamy) }:mlan3
selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kena{kan pangkatnya sesuai
denngan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:

a.

belum mencapai pangkat tertinggi/puncak berdasarkan ijazah terakhir yang
dimiliki;

sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 16

(1) Perencana diberhentikan dari jabatannya apabila:

a.

dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan
pangkat; atau '
dalam jangka waktu 1 (satu} tahun sejak dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, t‘idak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi; atau
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¢. dalam jangka waktu 1 { satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1} huruf d, tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditenrukan.

{2) Perencana yang pada saat menjalani pembebasan sementara karena hukuman
disiplin tingkat sedang dan berat, ditugaskan secara penuh di luar jabatan
Perencana dan menjalani cuti di luar tanggungan Negara mencapat batas usia
pensiun Pegawai Negeri Sipil, dengan mendapar hak-hak kepegawaian sesuat
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vi
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 17

(1) Perencana yangtelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dapat
atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dapat dipertimbangkan untuk diangkat
kembali dalam jabatannya Perencana. '

{2) Perencana yang dibebaskan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 1966, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam
jabatan Perencana, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi
pidana percobaan.

(3) Perencanayang ditugaskan di luar jabatan Perencana dan telah selesai menjalani

tugas di Juar jabatan Perencana dapat dipertimbangkan untuk dianghkat kembali
dalam jabatannya Perencana.

{4) Perencana yang dibebaskan sementara karena cuti di huar tanggungan negara

dan telah diangkat kembali pada instansi sernula, dapat diangkat kembali dalam
jabatan Perencana.

(5) Perencana yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapac
diangkat kembali dalam jabatan Perencana.

Pasal 18

(1) Penetapan jenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali
dalam jabatan Perencana sebagaimana tersebut dalam Pasal 17, ditetapkan
berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang pernah dimiliki dan angka
kredit baru di bidang perencanaan yang diperoleh selama tidak menduduki
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jabatan Perencana setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan

angka kredit.

(2) Angka kredit baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat

diikutsertakan dalam penetapan angka kredit bila Pegawai Negeri S-ipii yang
bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana Pasal 15 ayat ({)butir ¢

dan ayat (2)-

BAB Vil (;
PENYESUAIAN/ INPASSIN
DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 19

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang Perencanaan

berdasarkan keputusan pejabat yang be’rwenang mengangkat, mermr}dla\lhkzrrl;
dan memberhentikan dan pada Sa?}fj dueta[;ig%n{ ﬁ;ﬁ;ﬁ; I;fgir;tgg; ngggal
mor .

Il)‘;n}gg’rzgtuggg? 22:;}?‘;;;:122;11&32 tugas, dapat diangkat dala.mbia?kata.n
Perencana melalui penyesuaian/ inpassing dengan ketentuan sebagai bertkut:
a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (§1)/ Diploma-1V; e

b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang I a;ll :.mb .
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai bal

dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Jenjang jabaran dan jumlah angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang

disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1),.ditetapkan sesuai deng}::\g
tingkat pendidikan, pangkat, dan jumlah masa kerja dalam pa'ngkat ter; N 11\1;
sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Menter Negara
Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001.

(3) Masakerjadalam pangkat terakhir untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud

Lampiran I Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/ KEP/ M.PAN/
3/2001 dihhitung dan ditetapkan dalam pembulatan ke bawah, yaitu:.
ihi 1 (satu) tahun;
a. kurang 1 (satu) tahun dihitung kurang 1 { . |
b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (sam)l
tahun; ’ o .
c. 2 (dua)tahun sampai dengan kurang 3 (tiga) tahun, dxhnung% (dua) tahj\m,
d. 3 (tiga) 1ahun sampai dengan kurang 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga)
tahun; dan ..
e. 4 (empat) tahun lebih dihitung 4 (empat) tahun.
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{4) Penyesuaian dalan jabatan dan angka kredit Perencana, ditetapkan oleh pejabar
vane o orwensss mengangkai, memindah, dan memberhentikan Perencana
dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran X.

Pasal 20

(1) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Perencana di lingkunganInstansi
Pusat, Daerah ditetapkan terhitung mulai tanggal { Januari 2002 dan harus
sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Marer 2002.

(2) Pegawal Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing Perencana telah
memiliki masa kerja untuk kenaikan pangkat, maka sebelum disesuaikan/di-
inpassing terlebih dahulu diberikan kenaikan pangkat sehingga penyesuaian
dalam jabatan dan angka kredit ditetapkan sesuai pangkar terakhir,

{3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat April 2002, kenaikan pangkat
Perencana di lingkungan Instansi Pusat dan daerah, sudah ditetapkan dengan
angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang sudah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

{1) Pegawai Negeri Sipil yang di-inpassing terhitung mulai 1 Januari 2002 dan
pada periode kenaikan pangkat April 2002 telah 4 (empat) tahun dalam pangkat
terakhir,maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan pangkat
periode April 2002 dan kepadanya diberikan angka kredit minimal untuk
pangkat yang ditetapkan pada periode April 2002 tersebut.

{2) Pegawai Negeri Sipil yang ada pada saat disesuaikan dalam jabatan Perencana
telah 4 tahun atau lebih menduduki pangkat tertinggi berdasarkan jabatan/
pendidikan terakhir {(pangkat reguler), kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat April 2002.

Pasal 22

Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditetapkan,
maka untuk kenaikan jabatan dan pengangkatan pertama kali dalam jabatan
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Perencana, belum disyaratkan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional di bidang perencanaan.

BABIX
PENUTUP
Pasal 23

1 1 1 dalam Keputusan Bersama ini
Pelaksanaan yang bersifat teknis yang belum diatur ‘ ’
akan diatur kemudian oleh Kepala Bappenas dan Kepala B.KN baﬂ'; secara bersama-
sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 24

] Bersama ini
1) Untuk memperjelas dan rnempermudah pelaksanaan Keputusan ,
v dila:npirkan Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001,

sebagairnana tersebut pada Lampiran XL

(2) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi dan pola pikir serta pola l_:indakfaln
dalam melaksanaan Pembina Perencana, Bappenas selaku Instansi Pembina wajib
melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan kepada
Perencana baik di Pusat maupun di Daerah. :

Pasal 25

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Jakarta
Pada Tanggal : 3 Agustus 2001

Kepala Badan Kepala Badan .
Kepegawalan Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
Prof. Prijono Tjiptoherijanto Djunaedi Hadisumarto
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Lampiran I

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERENCANA
AN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Homor ¢
Nomor @
Tanggal
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR ? ccosnnenmnmenvosenennan
Masa Peridaian Tanggal . . . . .. ... sampai dengan ... ...
KETERANGAM PERORANGAN
1 Nams
2 NP
3 jNomor Seri KARPEG
4 |Tempat dan Tanggal Lahir
5 {Jenis Kelamin
6 yang telah diperhi angky kreditny
7 |Pangikat/Golongan Ruang/TMT
8 {Jabatan Perencana
g [Masa Kena Golongan Larra
Baru
10 [Unit Kera
UNSUR YANG DINILAL
ANGKA KREDIT MENURUY
NO UNSUR DAN SUB UNSUR INSTANST PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU [ DUMLAH| LAMA BARU | JUMLAKW
3 2

3 4 5 [ r 8

.

I |UNSUR UTAMA
A[PENDIDIKAN

1. Pendidikan Sekoiah dan Mencapa Svar

Doktor (83)

b.

Pascas Sarjana (52)

£

Sarjana/liploma IV (S1)

¥

2. Pendigikan gan Pelatihan Kedmassn # bidang pesg™ "=73a0 pembangunan
sarta memoaroien Surak Tanda Tar-e: Pondiddan gan Peiathan (SYTPPY

Lamanya lebih dar 360 jam

-3

Lamanya antara 441 - 960 3~

Lamanya antars 461 - 643 12

Lamanya antara 161 - 460 Jam

Lamanva antara 82 - 160 ;5T

Lamanya antard 30-80 Jam
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Lanjutan Lampiran I

b3 2
B{PERENCANAAN
1. lgenufikas Permasalanan

ES Panyusunan desdm dan nsiumen

b, Pengumpulan dals prmer

<. Pengumpulan aata sekunder

4. Penginventansasian sumbet daya yang potensial

e Kodsfikas Dote

[ Pemasukan Data

9. Tabulas Data

B, Pengoizhan Data

R taereview Xelengkapan Date

) Pembustan Diagram dan Tabel

k. Fenyapen Latar Belakang Masalaht

N Memlormulast.an sapan uniuk anahss

m Gi hasi-hasd pe

n. Mengevaiuas data vang sudeh ada

o. Menyysun neracs sumber Jaya yang parensal

p.  Menentukan Jenrs permasalahan

g Menertukan vagkat permasalatan

r Menentukan faktor-faklor penyebad permasalahan

2, F Alternatd K

a. Menyusun landasan kerangka teonts gan model

b Melakukan studt DUSiaFa yang memperkuat 1ansasanskerangka g

¢ Penyusunan spesfixas movel

g Menyusun asumsympotess mooet

2. Mplakukan konsullas: dengan o»%ak,'w_»?nbaga yang kompeten

[ kukan peny yang kan bag! pencapaan lujuan

g Memasykan data ke ¢aam mooe! L ang 2kan gpakar

. Meagkap has ohast pengudn reodet

,, Mecumuskar tujuan-tuudn reaiists yang dapat dicapa datam

perencanaan cratenis. annka oarmand,
3 Merumuskan Wjuan-wjuen reaiists yang dapat dcapa datam
CECENCARAAT & X DETRIXANAA0 stralems

%, Mergmuskan tujuan-tuuan realists yang gapat Gicapal 4alam
] GRLeRCADAAN 1anoka aendeX
: I Meromuskat tujuan-tujuan realisus yang gapat caps Caiam .
o NEENCANAAL rrates ek H .
] o Merumuskar i LwjuEn feabsus yarg Capat Grapas daam : I
i perenzanaan e 20 RICELEN SERLOTAL :
i o Marumuskan duiuatelujuan realisis yany (anal dans: datam ) 1
N Rrenr A Aan kEDEERSAC ARG, SUALAOS TAQNNAL H ‘
. Q¢ Ierurmuskan Tu)Jan tuian edrstis yar 08pal dicapa: daigm .
5( renr RASES ra0ran S RENS 12IGhA GARAND. i
b P Merymuskan tuiuan-lyjuar reahsts vang dapat deapa dalam
i pErencanaan orOGAM SUALRSH 1ANNKS p
I Q. Metumuoskan tujudn Luivar realists y@ng dapal Qeapas calamn H
’ appar OOLR A AAS Lak H
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PREPN

Lanjutan Lampiran I

2

Plerumusain TaLAN AN rRBEDE vBrg JADST 20 calam
DLOBLAI. SLLALOE. ARKLALAL,

Meramuskan Juuddiusn o 5 450g 1a5al JKane daram
LEIENCANRSN RINNLANG. AUAIL L e

Merumuskan Luuan-tolud® r260ins vars G3pat D calam
DEENLARAN IHOVRX SakiLL unogal

Merumuskan Luan-tujudn (€Ragl3 yarg apat Sicapa: datem
Srovek mulserie s

Merumuskan luyuandup.an reabsls yang dapat doapa: datam
ZEONER XAnASEn,

3, Pengkapan Aternatd

.  Meramuskan kritena untuk menid aiternatd

b, Menulis Saran untuk menifa aternat!’

<. Menentukan krtend utluk menis aerratd melaly proses

4. Mengkal aiternatd-siternatf berdasarkan knteria yang tefah ditentukan
Aaiamn DELANCANAAD, SiEALPNIS B0aK2 anang.

e Mengiaji aRernabl-alternati! berdasackan krtena yang telah ditentukan
HAAM OLLANCANRAN i Shraleqs 1An0KS

£ Mengkay alternatif-alternant berdasarken kitena yang telan gitentukan
Halam Derencanaan i trateoms yanaks sendek

§.  Mengxap altarnanf-aiternatf ueraasarkan knter-a yang telah ditentukan
dalar nerencanaan is makro

N Mengkap alternatd -alternatd berdasa:ken weiteria yang telah diaentukan
HAIAM Qe rBnranAss Straregis sekioral

i Mengka)u al(emabr-al!emaul berdasarkan kn(ena yang telah ditentukan

dalam IS C2QIN:

J Mengkafi alternatif-akernatif be:dasman keitera yang telah ditentukan
datiaen oprenracaan prooram stratecs \anoka naniang

k. Mengxap aternatif-alternanf berdasarkan knteria yang tefah ditentukan
atam. aroram steaeqs iangka

i Mengkaji alternauf-giternatd berdasarkan kritera yang tetah ditentukan

orooram strateqrs maken

m. Menglnaj: alternatif-alternatf berdasarkan kateria yang tefah ditentukan
dalam ororram strateqis sektoral

n.  Mengkaj alternatif-alternat berdasarkan knteria yang telah ditentukan
AAIAMN DRIABCANZAN BINCAM SIEALeCUS reolnnal

0.  Mengkaji alternatif-siternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan
dalasn peeprcanaan acovek sextor tuaggal

p.  Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditantukan
dalam perenranaan srovek mulli sekior

q.  Mengkaji aikernatif-ailternatif berdasarkan kntena yang telah ditentukar

dalam DErencanaan oravek kawasan

4. Penentuan Alternatif dan Rencana

8. Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan

b, Memgroses peagambifan keputusan

€ dan i yang
dalam perencanaan i RARIANG

d. ¥ dan yaan yang
dalam nereacanaan Strateqrs lanoka

€. i dan 'p yan yang
galam perencanaan Stratenis Janoka sentiek,

f. Meﬂvusun perkirasn dan penenluan anggaranipembiayaan yang
dalam Lrategic maken

g y dan g yang
da:am QRIPNCANAAN Aratedic sektaral

e Menyusun perigrasn dan penertuan anggaran/pembiayasn yang
Jaiam OPTENCANAAY, Siraleg, reqinnal

L ¥ P danp yaan yang
dalam perencanaan steatpais rnka DANBNG,

i perkiraan dan i yang
L21aT GPIBOCANAANR Stralegis lanoka

[N 2 dan G yang
dalam Stratecss maken

L ¥ 3 dan ggat i yang

i dalam steateqis segsoral

m, y i dan 3 yang
H3I3M pRIANCANAAY i Steatems reoaoal

o ¥ B dan et yang

Aaiam cerpncanans grawek cekior funagal
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Lanjutan Lampiran 1

1 2
o. yusun p dan o g p vazn yang
4 AROCCDNEY U SEKID
p. Menyusun perkuraan dan penentuan anggaran’pembisyaan yang
ek kan dalam DRrencaNaan provek kanasan
q. taecymuskan prosedur pelaksanaan
$. Pengesnanan Pefaksanasn
& Merumuskan can kan ukuran #)uan pelaks
0. Mengararkan peizisaraan
£ Memantau‘memanionng kegiatan pelaksaraun/peckembangan
d. Membuat 1aporan perkembangan pelaksanaan secara objekuf
o,  Me-umoskan saran tndakan korektif yang diperlukan
6. Perulan Hasd Pelaksznaan
B Eny! desam awal efex p
B, Menyusun gesain awa! elekbfitas tujuan
¢ Menyusun desain awal dampak kernasyarakatan/ingkungan
a M desain akhr 2
e,  Manyusun desan akhir efekufitas tuan
£ Menyusun desain 2kt dampak xemasyarakalanhngrungan
4. pei datam gumpulan gata dan 3
Atk hasil
h. Mengefe)’(-&an tujuan calam pengumpuian data dan wnformasi untuk
i Neﬂgumpotkan gata gan informas: urtuk meniai sampak
3 ! is gan jkan date dan untuk penilai
slektvias nasi .
k. G dan 5.3n gata dan uRuk pi
jinuac hesil
i gan e catz gan w! rtuk pent hasi
gamoak
m, el P atas hasit
n Menulis sarag menqena; tndak lanjut yang diperiukan dajam
DEFPACANAAR Stralesis Wnoka paniang
o Menuhs saran mengenas tindak lanpat yang dvpenukaﬁ Jaam
perencanaan SHrategus JANOKA,
Menuks 3ar3n mengena Lindak famput yang dipesiuban éa
Q. Menuhs s2ran mengena- tendak lanjut yang dipertukan dutam
DErAACANAS0 LAt OO INEKIG
T Menylis saran mengena: Ungak fanjut yang diperiukan datarm
an siratene okioral
s, Menubs saran mengena: bngak anut yang gipgrivkan datam
DErPOLAGAAN K % 71 SLEALEIS JeQID0AL
£ Menuls saran mengenar hndak anjut yang dipedukan darm
erencAnaan RINOTAT SHALRAS 1ANNKA DARIAN
G, Menghs saran mengena tndak [ojut yang dperiukan datar
OEren:EnAs nIAraT sieates 1anoka o .
V. Menulis sardn mengenal bngak ot yang diperiukan dzam
RerenCANAAL DITCGAM SUAtERS MAkIO
W, Menyls saran meroends Lindak anjut yang dhperdukan takim
oerencanaan pron s statec:s seklork)
% Menghis sarar mengenar bindak fanjut yang diperukan datern
QErEN: anAA rHArAD SUAteals ren ol
y.  Meruhe satan mengenai tnaa. lanfut yang diperiukan oalam
Gerenianaan orovek sektor lungoal
7. Mengl, Saran. mensena: irdaic iatut veng dperivkan dalaem
QO anARn, Gy ek i SEKIL
3.2 Menale s2man mengens Lo il yerg dierkeker dater
O EDLENAAN PrAYAL LLNESAT:
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Lanjutan Lampiran I

CIPENGEMBANGAN PROFEST

PERENCANALN

1. Kasyd Tulisfarys Himiah ¢ bidang,

Derencanaan pembanaunan

. Membuat karyd tulis itmaah, hasit peneltan, pengkalian, survel dan
ALAu Surves datam Sidang SR00.di

{1} Dalam bentuk tiuku yang diterbitkan dan diegarksn Secara nasishal

{2) Dalam majalah yang diakui oleh Lembaga fimy Pengetahuan Indesesia
'

B Karya whs/karya fimiah berups tinjauan atau wlasan dossh hasd
2304530 serdin, datan bidaoq ¥RAG,

{1) Daiam bentuk buku yang oiterbitkan dan Ciedarkan secara nasionat

(2} Datam majatan iimiah yang diakul oleh LIPL

€. Karya tubs/karya drmah berupa tmaduan atau viasan imah hedo, hass
fanasaa sendic dalarn Didang SereNCANAAs vang.

{1} Dafam bentuk buku

{2) Catam bentuk Makalah

4. Karya tullsfkarya fimian poputer dibidang perencanasn yang
i neiatul media 0asa.

€, Menyampakin prasaran Berupd tinjauan gagasan atau ysulan dmiah
dalam iimiah dihidang,

™~

. Menterjemankan/menyadur buku dan bahan-bahan tain O bidang
perencanaan pembangunan
3. Tenemahsr/saduran dibidang perencanaan yang dipublikasiken

(1) Dalam bentuk buku yang diterbtkan dan diedarkan secard nasiona

{2} Dalamn majatah smiah yang diskul ¢leh LIPY

b, Teqemahan/sadurae datam Didang perencanaan permnbangunan yang
tictak i

{1) Datam bentuk buky

{2) Datam bentuk makatah

w

Berparksipast se¢ara akbf datam penertitan buku/majalah of bidang
perentanaan pembanounan
Sebaga

2. Redaktur

b Pengurus

-

Berpartisipass secara aktf dalam g (ekspase) drat/p
di bidanu perencanaan banounan
Keghatan oi datam:

a.  Forum intern

p. Forum ekstern

o

Melakukan stugt banding ¢ bidang perancanaan pembangunan

Kegiatan stuth banding dalam ligang perencanaan pembangunan

&, Menemukan teknologh tepat gund Ot bidang perencandan gembangunan
Menemukan teknologl tepat guna daidm bidang perencanadn pembangunan
JOLUK Xeoiatas 00as.
54 Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

Lanjutan Lampiran I

7. keglatan p gan di bidang perencanaan pembasgunan

3. Bersifat pembaharuan

2. Bersidat penyempurnaan

JRIMLAH UNSUR UTAMA

11 [UNSUR PENUNIANG
1. Mengajar/melath/membimbing ¢ bidang perencenaan pembangunan

b pada I dan pegawai negern sipl
dalam bigane Perearanaan,

2. Mengikub seminar/lokakarya ol bidang perencanaan pembangunan

Tingxat nasional/internasional, sebagal:

4., Pemrasacan/Pembahas

. Moderator

< Peserta

(%3

. Memadi pengurus orgamisast profest

Tingkat Intemasional/Nasonat

4, Menjadth anggots oelegas datam pertermusn internasional

sebagar -

3. Ketus delegas

b, Anggota gelegasi

o

. Keanggotaan datem Tim Penilal Jabatan Perencana

Mergads anggoia aktl Tim Pemila
Jabatap Berencana

6. Memperolen Gelar kesananaan fainnya

Memperoteh gelar kesarjanaan BBinnys yang tidak sesudi dengan bidang
tuoasnva

3. Doktor (53)

b, Pasca Sanana (52)

. Sanana {81)

~i

. Mempergieh pengharqadn tandi 1353 ¢ Bidang pereRcansan
pembanaunan
Tands 1353 ger Pemerntah dlas prestas: kerfanya

a.  Tmgkat Internageonal/Nasanal

B Tegeat Propinst

[ T aghal Kanupaten ks

o

JUMLAH UNSUR PENUMIANG
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Lanjutan Lampiran I

3
3 - 5 6 7
JUMLAH UNSUR UTAMA + PENURNJANG
Lamguran Usul/Banan yang dinal
‘
! P
: erencana ybs,
NIP,
pepbat engussl
HIP,
Catatan Tim Penila

Ketoa Tm Penital

NP,

Catatan Pejadat Penila

NP,
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LAMPIRAN 11 @ KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BAPPENAS

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PERENCANAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR KEP.1 106/X2/08/2001
NCOMOR : 34A Tahun 2001
TANGGAL 3 Agustus 2001

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANAAN

Yang bertanda tangan di bawat ini :

Narna

KIiP

pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

Menyatakan bahwa !

Nama

NIP

pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

Telah melakukan Kegiatan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut ¢

- Uraian Kegiatan

k No. Perencanaan Bukt Fisik

T Keterangan/

pDemikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atasan Langsung

Narna Pejabat
NIP.

s
Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana
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CONTOH

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PENGEMBANGAN

PROFEST PERENCANAAN

LAMPIRAN [If: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BAPPENAS

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN PENGEMBANGAN PROFEST PERENCANAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

Menvyatakan bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

Telah melakukan Pengembangan Profesi Perencanaan Pembangunan sebagai berikut ©

DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR
NOMOR,

: KEP, 1106/Ka/08/2001
+ 394 Tahun 2001
TANGGAL : 3 Agustus 2001

No. Uraian Pengembangan Tanggal | Satuan Jumlah Jumlah | Keterangan/
Perencanaan Hasit Volume AK Bukti Fisik
. Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
4.
Ost.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

Nama Pejabat

NIF,

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN

PENUNJIANG PROFES] PERENCANAAN

‘Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan .
Unit Kerja

Menyatakan bahwa :

.

LAMPIRAN Tv: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BAPPENAS
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

NEGARA
NOMCOR
NCGMOR
TANGGAL

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PROFESI PERENCANAAN

+ KEP. 1106/X3/08/2001
¢ 34A Tahun 2003
: 3 Agustus 2001

Nama :
NIP .
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan ‘
Unit Kerja H
Telah melakukan Kegiatan Penunjang Profesi Perencanaan sebagai berikut :
Uraian Kegiaatn | Satuan | Jumiah | Jumlah | Keterangan/
No. Penunjang Profesi | Tanggal | Hasil Volume AK Bukti Fisik
Perencanaan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
1,
2.
3.
4.
Dst.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

Atasan Langsung

Nama Pejabat :

NIP.
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CONTOH LAMPIRAN V :  KEPUTUSAN
: BERSAMA KEPALA BAPPENAS
SURAT PERNYATAAN MENJALANI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NEGARA
NOMOR 1 KEP.1106/Ka/08/2001
NOMOR  : 34A Tahun 2001
TANGGAL  : 3 Agustus 2001

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENJALANI PENDIDIKAN/DIKLAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabstan

Unit Kerja

Menyatakan bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

Telah menjaiani pendidikan, pelatihan dan atau kursus sebagai berikut

Uraian Satuan Jumiah ml '
Na. Pendidikan/Pelatihan/ Tanggat Hasii Volume JUAKah gﬁiiiri?gzn[
Kursus Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
1
2.
3
4,
Dst.

Pemikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

Nama Pejabat
NIP.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

CONTOH: LAMPIRAN Vi

KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BAPPENAS DAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT
KEPALA BKN
NOMOR . KEP/1108/Ka/08/2001
NOMOR . 34A Tahun 2001
TANGGAL : 3 Agustus 2001
PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR:
INSTANSI. MASA PENILAIAN TGL....... .....8 ©.TGL. ... .. .. .. ...
I KETERANGAN PERCRANGAN
[ TNAMA
NIE
NOMOR SERI KARPEG
JENIS KELAMIN

PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN
ANGKA KREDITNYA

PANGKAT/GOL RUANGTMT

JABATAN PERENCANA

MASA KERJA GOL - LAMA
- BARY
UNIT KERJA
t PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU | JUMLAH

1] UNSUR UTAMA
a. Pendigikan
1} Pendidikan sekolah dan memperoleh gefarfijazah
2) Pendigikan dan pelatihan fungsional di bidang
perencanaan dan mendapatkan Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL}

b. perencanaan

c.  Pengembangan Profesi

JUMLAH UNSUR UTAMA

b
2| UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang menunjang pelaksanaan lugas perencanaan

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

Pangkat............. e TMT

filll  Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam Jabatan..._...............

IV Kelebihan angka kredit
- Unsur Utama
- Unsur Penunjang

Surat asli disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKNdi...........

Tembusan disampaikan kepada.

Pejabat Perencana ybs.

Pemimpin Unit Kerja ybs.

Sekretaris Tim Penilai ybs.

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi ybs.

O & WA

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

Ditetapkan di,
Pads Tanggal..
Nama Jabatan:...................

Nama Pejabat:

NIP
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CONTOH

KEPUTUSAN TENTANG PENGANGKATAN

LAMPIRAN VII: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BAPPENAS
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAR

PERTAMA/PENGANGKATAN KEMBALL NEGARA
DALAM JABATAN PERENCANA NOMOR  ; KEP.1106/Ka/08/ 2001

NOMOR @ 34A Tahun 2003
TANGGAL : 3 Agustus 2001

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI DALAM

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

bl

JABATAN PERENCANA

bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ... dan Pasal 26 Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001
tanggal 19 Maret 2001 dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat
kembali*) Saudara dalam jabatan Perencana
Pertama/Muda/Madya/Utama*);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1399 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuanga Pusat
dan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001; ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001;

Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP,1106/Ka/08/200) dan 34A
Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana
dan Angka Kreditriya;

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal ... mengangkat/mengangkat kembali*)
Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama:

b. NIP:

¢. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :

dalam jabatan .......... dengan angka kredit sebesar ........... {.eviiinen s

*) Coret yang tidak perlu.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

KEEMPAT . Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan Qalam keput_usan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan asli disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahut dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Nama Jabatan

Nama Pejabat

NIP.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
Kepala Biro/Bagian Kepegawalan/Instansi yang bersangkutan*);

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, ) )

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan *).

B e

*} Coret yang tidak perhu.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana
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CONTOH LAMPIRAN VIII: KEPUTUSAN BERSAMA
KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA BAPPENAS DAN KEPALAKE:ADLIG\{

DART JABATAN PERENCANA KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMDR * KEP.1106/Ka/08/2001
NOMOR 342 Tahun 2001
TANGGAL 3 Agustus 2001

KEPUTUSAN

....-....u...-..,..u-..-....-....-.‘........-.........--...............-...-....-...n--.-..-........u.-.

NOMOR ¢ ..cnnccirinncnncenininne
TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PERENCANA
PERTAMA/MUDA/ MADYA/UTAMA*)

Menimbang ; a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 25 Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tanggal 19
Maret 2001 dipandang perlu untuk membebaskan sementara Saudara

............ dalam jabatan Perencana Pertama/Muda/Madya/Utama*);

Mengingat 1. Undang-undang Nomor B Tahun 1974 sebagaimana telsh diubah dengan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor

26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;

3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka

Kreditnya;

6. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP,1106/Ka/08/2001 dan 34A
Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana

dan Angka Kreclitnya,
MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ...
Sipit

3. Nama

b. NIP

¢ Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit Keria

dari  jabatan .
.................. [ G

*) Coret yang tidak periu.

. membebaskan sementara Pegawai Negeri

dengan angka kredit sebesar

64 Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

KEDUA . Saudara .. dapat diangkat kembali dalam jabatan ... apabils
telah ...

KETIGA

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kepiutusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana rnestinya.

Keputusan asli disampaikan kepada Pegawai Nggeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi ¢ ...
Pada Tanggal
Nama Jabatan

Nama Pejabat :

NIP.

TEMBUSAN : Keputusan int disampaikan dengan hormat kepada :

1

2.
3.
4.

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional B:(N yang bersangkutan*};
Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Instansi yar:(g bdgrsangkuzan %

jabat yang berwenang menetapkan angka kredit; ) )
;Zj;;: lz:nt%r Perbendgharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak perlu.

Peraturan-peratutan Jabatan Fungsional Perencana



CONTOH

LAMPIRAN IX: XEPUTUSAN BERSAMA KEPALA

KEPUTUSAN TENTANG PEMBERHENTIAN BAPPENAS DAN KEFALA BADAN
DART JABATAN PERENCANA KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : KEP.1106/Ka/08/2001
NCMOR 344 Tahun 2001
TANGGAL : 3 Agustus 2001

KEPUTUSAN

B T T T Ty T R T T T T T T YT YL O S P ORI S Kernrass

Menimbang

Mengingat

—a e

Menetapkan .

PERTAMA

ET

NOMOR : corennvevinmreesmremnsamserces
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PERENCANA
PERTAMA /MUDA/MADYA/UTAMA*)

: 8. bahwa sebagal pelaksanaan dari Pasal 27 Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tanggat 19
Maret 2001 dipandang perlu untuk memberhentikan Saudara ............. dari
jabatan Perencana Pertama/Muda/Madya/Utama*);

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor

26 Tahury 2001;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara WNomor

16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka

Kreditnya;

6. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan 34A
Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana
dan Angka Kreditnya.

Wi

v o

MEMUTUSKAN

. Terhitung mulal tanggal ... s membebaskan memberhentikan Pegawat

Negeri Sipil :

Pangkat/gelorgan ruang/TMT

a
b. NIP
c
d. Unit Kerja

dari  jabatan dengan angka kredit sebesar

*) Coret yang tidak periu.

66

KEDUA : Saudara ......on

KETIGA
KEEMPAT . Apabila di kem

TEMBUSAN : Keputusan int disampaikan dengan hormat kepada :
1.

2.
3.
4.

. dapat diangkat kembali dalam jabatan ... apabila
tefah .........

i § i lam keputusan ini, akan
udian hari ternyata terdapat l'(ekehruap dal D
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan asli disampaikan kepada Pegawai Ne_geri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Nama Jabatan

Nama Pejabat :

NIP.

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);

Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Instansi z:x':(?etggtrsangkutan*);
i berwenang menetapkan ang it; ‘ ‘
i:];;zt!z::?or perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak pertu.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

Peraturan-peraturan Jabatan F ungsional Perencana
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CONTOH . LAMPIRAN X:  KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN DALAM DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

JABATAN DAN ANGKA KREDTT PERENCANA NEGARA
NOMOR  : KEP.1106/Ka/08/2001
NOMOR 344 Tahun 2001
TANGGAL : 3 Agustus 2001

KEPUTUSAN
NOMOR ¢ .verrinnmneninmeninissennons
TENTANG
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PERENCANA
PERTAMA/MUDA/MADYA/UTAMA*)

Menimba~g 0 3. bahwa Saudara ... . NIP. ............ dengan Keputusan ............ Nomor
.................. tanggal ........ terhitung mulai tanggal telah
ditugaskan melakukan kegiatan pada .............;

b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur  Negara Nomor  16/KEP/M.PAN/3/2001, dipandang periu
menetapkan  keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit
Ferencana Pertama/Muda/Madya/Utama,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana tefah diubah dengan
Undang-undarig Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001 temtang lJabatan Fungsional Perencana dan Angka
Kreditnya;

6. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan 34A
Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana
dan Angka Kreditriya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ................. Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama

b, NIP

¢ Pangkat/golongan ruang/TMT

d. Unit Kerja

*) Coret yang tidak perlu

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

i j kredit
isesualkan dalam jabatan ..o BSOS dengan angka kre
gebesar ! { v} S€SUAL dengan Lampiran V dan Lampiran

VI Keputusan MenterxNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT . Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliryan dalam keputusan ini, akan
diadakan peraikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan asli disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diingahkan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Nama Jabatan

Nama Pejabat :

NIP.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan®);
Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Instansi yang bgrsangkutan‘);

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; _ ]
Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan *).

BN

*} Coret yang tidak perlu

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana
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Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

REPUBLIKINDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALR BADAN PERENCANARN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP.019/M.PPN/12/2001
TENTANG
PETUNJUKTEKNIS
PELAKSANARAN PENYESUAIAN/ INPASSING
KEDALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PERENCANA



KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. 019/M.PPN/12/2001
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN / INPASSING
KE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PERENCANA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 21 Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/
M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana
dan AngkaKreditnya, telah diatur ketentuan penyesuaian/
inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana;

b. bahwa dalam Pasal 19 Keputusan Bersama Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala
Kepegawaian Nasional Nomor : KEP. 1106/Ka/08/2001 dan
Nomor : 34A Tahun 2001, tentang Petunjuk Pelaksanaan

~ Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, telah
diatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaan penyesuaian/
inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana.

¢. bahwauntuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi
pelaksanaan penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan dan
angka kredit Perencana, dipandang perlu menetapkan
Petunjuk Teknis pelaksanaan Penyesuaian/inpassing ke
dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana dengan
Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan
Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 73



Memperhatikan

Menetapkan

74

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemernntahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

4, Peraturan Pemerintab Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen;

i. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang
Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

2. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor : KEP. 1106/Ka/08/2001 dan Nomor :
34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEREN-
CANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING KE

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
PERENCANA.
Pasal 1

Petujuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/ Inpassing ke dalam
Jabatan dan Angka Kredit Perencana, dimaksud sebagai
pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan
penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit
perencana bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan untuk diangkat jabatan Perencana melalui

mekanisme penyesuaian/inpassing.

Pasal 2
Sistematika Petujuk teknis pelaksanaan penyesuaian/mpassing
ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana disusun sebagat
berikut:

1. Tujuan

II.  Ketentwan Umum

II.  Jangka Waktu Penyesuaian/Inpassing
IV. Tata Cara Penyesuaian/Inpasssing

V. Ketentuan Teknis

VI. Penutup

Pasal 3
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/inpassingke dalam
jabatan dan angka kredit Perencana, adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

111,

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 07 Desember 2001

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

————
Peraturen-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

L.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

TUJUAN

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/ inpassing ke dalam jabatan dan angka
kredit Perencana, dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang
dalam melaksanakan penyesuaian penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan dan
angka kredit Perencana bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan
untuk diangkat dalam jabatan perencana melalui mekanisme penyesuaian/

npassing.

II. KETENTUAN UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Menpan No: 16/KEP/M.PAN/3/2001 dan
Pasal 19 SKB Kepala Bappenas dan Kepala BKN No. 1106/Ka/08/2001 dan
No. 34A Tahun 2001, Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat ke dalam
Jabatan Fungsional Perencana harus memenuhi ketentuan:

a. Pada tanggal 19 Maret 2001 masih melaksanakan tugas di bidang
perencanaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

b. Berijazah serendah-rendahnya SI;
¢. Pangkat Serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang I1l/2; dan

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

IILJANGEKA WAKTU INPASSING

Proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional
Perencana dan angka Kreditnya melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan
dalam jangka waktul 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002 dan
harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2002,

IV.TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING

1. PNS yang telah memenuhi ketentuan (persyaratan) untuk penyesuaian /
inpassing, secara hirarkhi dapat diajukan/mengajukan usul kepada Pimpinan
Unit Kerja yang bersangkutan dengan ketentuan serendah-rendahnya
pejabat eselon III dilengkapi dengan Lampiran:

a. Surat pernyataan dari atas langsung serendah-rendahnya pejabar eselon
III yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Maret 2001, PNS yang
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bersangkutan masih melaksanakan tugas/kegiatan di bidang
perr anaan;

b. Foto coppy sah ijjazah sarjana (SD)

¢.  Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;

d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) satu tahun terakhir
e. Salinan tugas pokok dan fungsi Unit Perencanaan yang berangkutan
f.  Surat Keputusan penempatan/penugasan terakhir

Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, wajib
melakukan pemeriksaaan terhadap kelengkapan berkas dan lampiran usul
penyesualan/inpassing dan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada
pejabat yang berwenang mengangkat melalui pejabat yang secara fungsional
membidangai urusan kepegawaiaan dan serendah-rendahnya eselon II.

Pejabat Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas melakukan

verifikasi atas kebenaran dan keabsahan berkas dan lampiran usulan, sebagai
berikut:

a. membandingkan usulan yang diterima dengan kelengkapan lampiran
yang dipersyaratkan sebagaimana butir 1 di atas;

b. memeriksa dan menentukan tingkat kesesuaian Pegawai Negeri Sipil
yang diusulkan dan tugas pokok dan fungsi unitnya;

¢. melakukan penilaian tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang,
masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan
dan jumlah angka kredit dalam jabatan perencana.

Pejabat Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas,
meneruskan usulan dan kelengkapan berkas usulan yang telah memenuhi
persyaratan dan ketentuan kepada pejabat yang berwenang mengangkat
atau pejabat Pembina Kepegawaian, untuk mendapatkan penetapan
penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit perencana.

Asli Surat Keputusan Penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan dan angka

kredit perencana yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

(Pejabat Pembina Kepegawaian), di sampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil

yang bersangkuytan dengan tembusan kepada:

a. KepalaBadan Kepegawian Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi
Pusat atau kepda Kepala Kantorr Regional BKN yang bersangkutan

bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikan di daerah dan PNS
Daerah.

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional u.p Pusat

Pembinaan Perencana.
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e.

Direktur Jeenderal Anggaran Departemen Keuangan {bagi PNS Pusat)
Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat/Kepala Biro Kcuangan
Daerah bagi PNS Daerah.

Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan.

: ional sebagai Instansi Pembina
6. Badan Perencanaan pembangunan Nasional sebagai I

Fungsional Perencana, melak

wkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

penyesuaian/ inpassing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

v. KETENTUAN TEKNI5 ' . o
Unit kerja perencanaan adalah unit pada instans: pemerintah, baik di gusat
maupun di daerah, yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya

1.

melakukan:

a.

C.

Kegiatan perencanaan yang bersifat menyelufuh, dari mulai identifikasi
permasalahan, perumusan alternatif ke.buaksanaan perencanaan,
pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaks'zmzan,
dan penilaian hasil pelaksanaan secara teratuf, sitematis dan
berkesinambungas.

menghasilkan: rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana
proyek baik lingkup makro, sektor atau pun daerah, yang mempunyai
dampak terhadap pembangunan nasional dan daerah, dan ‘
melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan hasil

pelaksanaan.

Yang termasuk instansi dan atau unit Prencanaan adalah instans: :

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS}

Unit Perencanaan Departemen/Kantor Menteri Negara/Lembaga
Pemerintah Non Departemen;

Lembaga/Badan Perencanaan atau Perencanaan Per'nbangunan
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;

vUnit Perencanaan pada Dinas Teknis di tingkat Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota;

contoh: .
Unit-unit Perencanaan instansi yang hasilnya hanya untuk kepentingan
instansi itu sendiri tidak termasuk instansi Perencanaan yang da?at
dikatagorikan kedalam jabatan Fungsional Perencana, selperti‘ Biro
Perencanaan dan organisasi Tata Laksana Bappenas sesual toplkn?fa
hanya menghasilkan produk Perencanaan untuk lingkup Bappenas saja.
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Sebaliknya pada Biro Perencana Depertemen Negeri dan Sumber daya
Mine 2} sesuai dengan topiknya harus membuat perencanaan bidang
energi dan sumber daya Mineral untuk lingkup nasional, sehingga biro
ini masuk dalam katagori unit perencanaan dalam jabatan fungsional
perencana.

3. Pegangkaran dalam Jabatan Perencana dalam muasa penyesuaian/inpassing

ditetapkan oleh pejabat yang berwenag (Pejabat Pembina Kepegawaian)
yaitu Menteri, Pimpinan lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris
Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden,
Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara/Tinggi Negara, Gubernur,
Bupari/Wali Kota atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk.
Usul penyesuaian dalam Jabatan Perencana hanya berlaku bagi Pegawai
Negeri Sipil yang-pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001,
tanggal 19 Maret 2001 masih bertugas atau melaksanakan kegiatan di bidang
perencanaan dengan Pangkat Penata Muda golongan ruang I1l/a, berijazah
sekurang-kurangnya Sarjana/81 arau yang setingkat, dan setiap unsur
Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai batk dalam 1 (satu)
atau terakhir.

Contoh :

a. Sdr. Priyono, SE di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pangkat Penata Muda
golongan ruang 1Il/a, dengan masa kerja kepangkatan terakhir kurang
dari 1 tahun dalam hal demikian maka terhitung mulai tanggal 1 Januari
2001, kepada yang bersangkutan dapat diangkat melalui penyesuaian/
inpassing sebagai Perencana dalam jenjang jabatan Perencana Pertama
dengan angka kredit sebesar 100.

b. Sdri. Tri Astuti, SE adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata-
Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja kepangkatan
terakhir 4 tahun 3 bulan. sebelumnya bekerja di Kantor Wilayah
Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur, Sri Asturi, SE
terhitung ranggal 16 Maret 2001 ditempatkan di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara, dalam hal demikian
maka yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Perencana dalam jenjang
jabatan Perencana Pertama dengan angka kredit sebesar 200.

c. Drs. Marwoto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappenas
diangkat sebagai staf pada Direktorat Penataan Ruang, Pertanahan,
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dan Lingkungan Hidup, Bappenas terhitung @ulai tanggal 1 April
1995 sampai dengan tanggal 19 Maret 2001 masth melaksanakafl tugas
di bidang perencanaan. Pangkat/Golongan Ruang terakhir Drs.
Marwoto, golongan ruang I1I/c dengan masa kerja kepaggkatan
terakhir 2 tahun 3 bulan saudara Drs. Marwoto dapat diangkat
Perencana dalam jenjang jabatan Perencana Muda dengan angka
kredit sebesar 25C.

d. Sdr. Cahyono, MSc adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bixlro Perencana:an
Departemen Pendidikan Nasional dan menjabat sebagai Kepala Baglan‘
Pengembangan Rencana Program. Berdasarkan ?urat- pemyatla?n dari
Kepala Biro Perencanaan, yang bersangkutan masih mendudukx.;a}oatan
tersebut sampai dengan tanggal 21 Maret 2001. Pada .saat ini Sdr.
Cahyono telah 3 tahun 6 bulan menduduki pangkat Pembina go_longan
ruang [V/a. Dalam hal demnikian maka Sdr. Cahyono dal?at diangkat
oleh Menteri Pendidikan Nasional dalam jabatan sebagai Perencana
Madya dengan angka kredit sebesar 516.

5. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani/dijatuhi hukuman d:lsiplin
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dengan ringkat
hukuman disiplin sedang dan atau berat tidak dapat diusulkan untuk
penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit perencana.

Contoh : Sdr. Drs. Indroyono, MA adalah Pegawai Negeri Sipil yang
sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dalam halid.emikiwan
saudara Indroyono tidak dapat diusulkan untuk disesuaikan/di inpassing
dalam jabatan Perencana.

6. Pegawai Negeri Sipil yang setelah ranggal 19 Maret 2001 tidak melaksanalfan
tugas di bidang perencanaan, tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian
atau inpassing dalam jabatan perencana.

Contoh : Sdr. Dr. Timbul adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan
ditugaskan pada unit perencanaan Departemen Pendidikan Nasional dan
telah melaksanakan tugasnya selama 8 tahun 6 bulan, pada tanggal 17 Maret
2001 yang bersangkutan diangkat menj adi Direktur Pen didikarf Dasa.r dan
Menengah. Dalam hal yang demikian Sdr. Timbul tidak dapat disesuaikan/
diinpasing ke dalam jabatan dan angka kredit perencana.

7. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6
bulan tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan
dan angka kredit Perencana.
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Contoh : Sdr. Drs. Satrio Purwito adalah Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja pada Unit Perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Kebumen.
Pada saat ini Sdr. Satrio sedang menjalani tugas belajar §2 di Universitas
Gajah Mada. dalam hal demikian maka yang bersangkutan tidak dapat
disesuaikan/diinpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana.

8. Pegawai Negeri Sipil yang sedang dikenakan pemberhentian sementara

udak dapat diusulkan untuk disesuaikan/disnpassing dalam jabatan dan
angka kredit perencana.

Contoh : Sdr. Drs. Asep Sunarya, MBA adalah seorang Pegawai Neger
Sipil yang bekerja pada unit Perencanaan Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, Departemen Pertanian. pada saat sekarang sdr. Asep Sunarya
sedang dalam status diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil.
Dalam hal demikian yang bersangkutan tidak dapat disesuaikan/diinpassing
ke dalam jabatan dan angka kredit Perencanaan.

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara
{(kecuali untuk cuti melahirkan anak) tidak dapat diusulkan untuk
penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan atau kredit perencana.

Contoh :

a.  Sdr. Dra. Tita Maryati, MA adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja di bidang Sosial Budaya Bappeda Magelang. Sdr. Tita pada
saat ini sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara mengikuti
suami tugas ke luar negeri selama 2 tahun. Dalam hal demikian maka
yang bersangkurtan tidak dapar disesuaikan/diinpassing ke dalam jabatan
dan angka kredit Perencana.

b. Sdr. Ir. Wulan Ambaratih, MSc, adalah Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja di unit perencanaan Dinas Pertanian Propinsi DIY. Pada saat
ini Sdr. Wulan sedang cuti melahirkan anak keempat. dalam hal
demikian maka kepada yang bersangkutan dapat diusulkan untuk
disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan angka kredit perencana.

10. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberi tugas dan tanggung jawab

di bidang perencanaan setelah tanggal 19 Maret 2001 tidak dapat

disesuaikan/diinpassing ke dalam Jabatan Perencana.

Contoh : Sdr. Makmur, MSc., diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan

ditempatkan pada unit kerja Perencanaan terhitung mulai tugas tanggal 1

Aprit 2001, Dalam kasus ini Sdr. Makmur maka saudara Makmur ridak

dapat disesuaikan/dunpassing ke dalam Jabatan dan angka kredit Perencana.

Untuk menjadi Perencana, Sdr. Makmur dapat diangkat melalui

pengangkatan pertama kali.
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11. Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh gelar kesarjanaan(Sl tetap:

belum dilaporkan dan belum digunakan untuk mutasi kepegawaian, makAa
yang bersangkutan tetap dapat diangkat ke dalam jabatan cflan angka kre'dlt
perencana setelah ijazah dimaksud dilaporkan ke Un%t Kepegawalan
sebelum ditetapkan Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing.
Contoh : Sdr. Suprianto, SH pangkat Penata Muda tingkat I golongan
rung ITI/b bekerja Unit Perencana dan diberi tugas di bidang Perencanaan
terhitung mulai tanggal 2 Januari 1999. sambil bekerja yang bersang‘kutan
memperoleh jjazah S1 (Sarjana Hukum) pada tanggal 6 Februari 2001
dalam hal demikian maka yang bersangkutan tetap dapat diusulkan untuk
disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan angka kredit perencana dengan
ketentuan ijazah dimaksud segera dilaporkan kepada Pe] abat Kepegawaian
sebelum Surat Keputusan penyesuaian/inpassing ditetapkan.

12. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di luar unit perencanaan dan tidak sedang
menjabat jabatan struktural atau fungsional lainnya yang tidak dapat
diusulkan untuk penyesuaian/inpassing. kepada PNS yang bersangkutan
dapat diangkat dalam jabatan fungsional perencana melalui mekanisme
pengangkatan pertama kali.

13 Pegawai Negeri Sipil yang yang menduduki jabatan tertentu di luar
Institusi/Unit Perencanaan tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian/

inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencanaan. Kepada PINS
yang demikian ini dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional perencana

melalui mekanisme pindah jabatan.

. PENUTUP

Pelaksanaan pengangkatan Kepegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional
Perencana dan Angka kreditnya melalui penyesuaian/inpassing diharapkan telah
memperhatikan perubahan struktur, tugas pokok dan fungsi unit perencanaan.
Sehingga perencana yang telah di angkat melalui penyesuaian/inpassing dapat
terwadahi dalam struktur, tugas dan fungsi organisasi yang sesuai dengan
perencana yang bersangkutan. .
Selanjutnya, setelah masa penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan dan angka
kredit perencara berakhir, seluruh tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
ke dalam jabatan perencana menggunakan tata cara pengangkatan pertama kali
dan tata cara pengangkatan pindah jabatan.
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TENTANG
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KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP.020/M.PPN/12/2001

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN PERENCANA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang

Mengingat

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Keputusan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001, antara lain telah ditentukan
bahwa untuk pengangkatan dalam jabatan Perencana harus
didasarkan kepada formasi jabatan yang telah ditetapkan
oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaiman

tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk
menetapkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional tentang Pedoman Penyusunan
Formasi Jabatan Perencana;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
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SRS

Pasal 2
Sisternatika Pedoman Penyusunan Formasi jabat'afl
Perencana sebagai dimaksud dalam lampiran Keputusan ini,
disusun sebagai berikut:

1. TUJUAN y
TATA SARA PERHITUNGAN FORMA

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan IL.
ANA
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; JABATAN PERERNC PENETAPAN  DAN
6. Peraturan pemerintah Nomor 97 Tahun 200Ctentang oL TATA CARA

PENGUSULAN FORMASI JABATAN

ANA
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang PERENC
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Iv. PENUTUP

9. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen;

formasi Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 3
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Perencana-, ?dalah
sebagaiman tersebut dalam Lamlf)iran Kep‘utusan ini }}:}ing
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisabkan

10.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dari keputusan ini.

Negara Nomor 1 6/KEP/M.PAN/3/2001 tentang

Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; Pasal 4

11.Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Keputusan ini mulai berlaku pada ranggal ditetaplfan dengan
Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian ketentuan apaila ternyata di kemudian hari terdapat
Negara Nomor: KEP.1106/Ka/ 08/2001 dan Nomor: 34A kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan

Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksapaan Jabaran

dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN: Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 07 Desember 2001
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER] NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMAS] KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

JABATAN PERENCANA.

Pasal 1
Pedoman Penyusunan formasi Jabatan Perencana inj
dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina
Kepegawaian dalam menyusun formasi jabatan Perencana
di lingkungan masing-masing,

@ &\
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PEDOMAN PENYUSUNAN
FORMASI JABATAN PERENCANA

I. TUJUAN

Pedoman ini digunakan sebagai petunjuk teknis bagi Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat dan Daerah dalam melakukan perhitungan dan penyusunan
formasi jabatan Perencana disamping untuk menjamin kelancaran dan
pemahaman yang sama pada unit-unit perencana pusat dan’ daerah.

11. TATA CARA PERHITUNGAN FORMASI JABATAN PERENCANA

I. UMUM
a. Formasi jabatan Perencana masing-masing satuan organisasi perencana
disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan Pegawai Negeri

Sipil sessuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi

jabatan yang ada.

b. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai tersebut berdasarkan analisis
terhadap:

1. Jumlah PNS yang melaksanakan tugas perencanaan di masing-masing
unit perencana.

2. Struktur Organisasi unit perencana, untuk dilihat jumlah PNS yang
menempati jabatan struktural, jabatan fungsional , berikut staf yang
tersedia di bawahnya.

3. Jenis pekerjaan, yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan
oleh suatu satuan organissasi dalam melaksanakan tugas pokoknya,
terutama pekerjaan perena yang bersifat rutin setiap tabunnyadan jenis

‘ pekerjaan yang dapat diciptakan dalam setahun. '

3 4. Beban kerja dan perkiraan kapsitas seorang tenaga Perencana dalam
jangka waktu tertentu adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis
pekerjaan dalam waktu tertentu.

5. Faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan yaitu kemampuan
keuangan negara.

¢. Formasi Jabatan Perencana di setiap unit perencana hanya akan ada, apabila:
1. Tersedianya suatu unit perencanaan yang mewadahi pejabat Perencana
dalam melaksanakan tugas perencana, melalui penyesuaian struktur,
tugas pokok dan fungst instansi yang bersangkutan;
2. Terdapat PNS di unit perencanaan yang belum pernah memiliki jabatan
{staf) yang memilih jabatan Perencana sebagai jalur karirnya;

R
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1I.

a.

3. Terdapat pejabat fungsional lain selain Perencana di unit perencana
yang pindah jabatan ke dalam jabatan perencana;

4 Terdapat pejabar struktural di unir perencanaan yang pindah jabatan
ke dalam jabatan Perencana. Apabila tidak ada tambahan beban kerja
di unit perencana tersebut, maka perpindahan ini harus disertai dengan
penghapusan jabatan struktur di unit perencana tersebut (restruktural).

5. Adatambaan beban kerja yang mengakibatkan bertambahnya formasi
PNS yang bekerja dibidang perencanaan di unit perencanaan, sertd ada
PNS yang memilih jabatan perencana sebagai jalur karirnya. Formasi
jabatan Perencana ini bisa berasal dari PNS diluar unit Perencana
tersebut yang ingin pindah jabatan ke dalam perencana, atau pegawai
baru sama sekali.

PERHITUNGAN FORMASI JABATAN PERENCANA

Tahap I (Tahun 2002)

1) Formasi jabatan Perencana di setiap unit perencanaan untuk tahun 2002
tidak berakibat bertambahnya jumlah PNS yang melaksanakan tugas
perencanaan di unit perencanaan tersebut.

2) Apabila jumlah PNS yang melaksanakan tugas perencanaan di suatu uni
perencanaan adalah T, dan di dalamnya terdiri dari sejumlah pejabart

strukeural (JS), pejabat fungsional lain selain Perencana (JB), dan staf (S),
maka:

T=JS+]JF+S

3) Dengan adanya formasi jabatan Perencana sejumlah JFP, maka jumlah PNS
yang melaksanakan tugas perencanaan harus tetap sama dengan T, namun
dengan konfigurasi yang berubah menjadi:

T =JFP + ]S + JF + (S -JFP), apabila seluruh JFP berasal dari Staf;
T = JEP + ]S + (JEJFP) + S, apabila seluruhJFP berasal dari fungsional lain;
T =JFP + (JS-JFP) + JF + S, apabila seluruh JEF berasal dari struktural;
T =JFP + (S + JF + S -JFP), apabila JFP berasal dari ketiga unsur.

b. Tahap II (Setelah Tahun 2002)
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1) Formasi jabatan Perencana di setiap unit perencanaan setelah tahgxn 2002,
dimungkinkan menambah jumlah PNS yang melaksanakan tugas

perencanaan di unit perencanaan tersebut, sepanjang adanya tambahan beban
kerja.

Peraluran-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

2) Formasi jabatan Perencana dikarenakan adanya tambahan beban kerja
tersebut, dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Formasi JEP = ( £ Plan * p Volume * p Time ) / X Person Load

Formasi JFP = Jumlah formasi yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan
perencanaan pada suatu unit perencanaan

¥ Plan = Jumlah kegiatan perencanaan per jenjang
i Volume = Ratarata jumlah output hasil pekerjaan perencanaan
setiap jenis kegiatan perencanaan
it Time = Rata-rata waktu untuk menyelesaikan 1 (satu) output
Y. Person Load = Jumlah jam kerja efektif perencana dalam setahun {1.250
jam)
Contoh:

Kegiatan fungsional perencanaan pada suatu unit perencanaan di Departemen

Pekerjaan Umum dalam setahun adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan untuk Perencana Pertama berjumlah 15 kegiatan,
masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan output sebanyak 10 output,
rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 45 jam.
Maka formasi jabatan Perencana (JFP) untuk jenjang Perencana Pertama
tersebut adalah:

Formasi JEP = (15 % 10 * 45) / 1.250
= 5,4 — dibulatkan menjadi 5
Jadi jumlah formasi JFP untuk jenjang Perencana Pertama adalah 5 orang,.

2) Kegiatan perencanaan untuk Perencana Muda berjumlah 37 kegiatan,
masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan output sebanyak 32 output,
rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 30
jam. Maka formasi jabatan Perencana (JFP) untuk jenjang Perencana Muda
tersebut adalah:

Formasi JFP = (37 ¥ 32 *30) / 1.250

= 28,4 — dibulatkan menjadi 28
Jadi jumlah formasi jabatan Perencana untuk jenjang Perencana Muda,
adalah 28 orang.

3) Kegiatan perencanaan untuk Perencana Madya berjumlah 30 kegiatan,
masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan output sebanyak 30 output,
rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 30
jam. Maka formasi jabatan Ferencana (JFP) untuk jenjang Perencana Madya
tersebut adalah:

Formasi JFP = (30 * 30 * 30) / 1.250
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= 21,6 —» dibulatkan menjadi 22
Jaus jumlah formasi jabatan Perencana (JFP) untuk jenjang Perencana
Madya adalah 22 orang.
Kegiatan perencanaan untuk Perencana Utama berjumlah 24 kegiatan,
masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan output sebanyak 24 outpur,
rata-rata setiap output membutubkan penyelesaian waktu sebanyak 35 jam.
Maka formasi jabatan Perencana (JFP) untuk jenjang Perencana Utama
tersebut adalah:
Formasi JFP = (24 * 24 * 35) / 1.250

= 16,1 —» dibulatkan menjadi 16 :
Jadi jumlah formasi jabatan Perencana (JFP) untuk jenjang Perencana
Utama adalah 16 orang.

IILTATA _CARA PENETAPAN DAN PENGUSULAN
FORMASIJABATAN PERENCANA
1. PENETAPAN FORMASI JABATAN PERENCANA

a.

Formasi Jabatan Perencana (JFP) untuk masing-masing satuan organisasi

pemerintah Pusat setiap rahunnya ditetapkan oleh Menteri yang

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan
usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan setelah mendapat
pertimbangan teknis Kepala BKN.

Formasi JEP Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah

Daerah:

1) Propinsi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usul dari Kepala
Bappeda Propinst atau  Kepala Instansi/Dinas Teknis yang
membawahi  Unit Perencanaan Fropinsi setelah mendapat
pertimbangan leknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

2) Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul dari Kepala
Bappeda Kabupaten atau Kepala Instansi/Dinas Teknis yang
menibawahi Unit Perencanaan Kabupaten setelah mendapat
pertinibangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

3) Kota ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul dari Kepala Bappeda
Kora atau Kepala Instansi/Dinas Teknis yang membawahi Unit
Ferencanaan Kota setelah inendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor
Regional BKN yang bersangkutan.

2. PROSEDUR PENGUSULAN FORMASI JABATAN PERENCANA

a.

94

Formasi Jabatan Perencana di Pusat
1) Sebelum mengajukan usulan formasi jabatan Perencana kepada Menteri
Negara PAN, masing-masing Fejabat Pembina Kepegawaian Fusat

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instani Pembina Jabatan
Fungsional Perencana (Bappenas).

2) Usulan formasi jabatan Perencana disusun berdasarkan, antara lain
bezetting/peta jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional pada
unit perencanaan yang bersangkutan.

3) Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultast tersebut, maka usulan
formasi baru diajukan kepada Menteri Negara PAN dan Kepala BKN
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Formasi Jabatan Perencana di Daerah

1) Pimpinan unit perencana menyusun usulan rencana formasi jabatan
Perencana di lingkungan masing-masing setelah dikoordinasikan atau
dikonsultasikan dengan Bappeda yang bersangkutan.

2) Usulan formasi jabatan Perencana disusun berdasarkan, antara lain
bezetting/peta jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional pada
unit perencanaan yang bersangkutan.

3) Rencana usul formasi jabatan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mendapat
penetapan.

4) Sebelum formasi jabatan Perencana ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah, maka rencana formasi jabatan Perencana
sebagaimana dimaksud terlebih dahulu dimintakan pertimbangan teknis
kepada Kepala Kantor Regional BKN masing-masing,

5) Tembusan surat keputusan penetapan formasi jabatan Perencana
disampaikan kepada Kepala BKN Regional yang bersangkutan dan
Kepala Pappenas. ‘

IV.PENUTUP
Penyusunan formasi jabatan Perencana setelah periode inpassing/penyesuaian
dilakukan dengan mengacu pada pedoman penyusunan formasi jabatan

Perencana.
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REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERINEGARA PERENCANARN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. 234/M.PPN/04/2002
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENRIKAN
PANGKAT/ JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
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Peraturan-peraturan J abatan Fungsional Perencana

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 234/M.PPN/04/2002

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN,
KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM
DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk mendapatkan kesatuan pengertian dalam

pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan
pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan dari
jabatann funngsional perencana, perlu disusun petunjuk
teknis yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pejabat
yang berkepentingan;

. bahwa Petunjuk Teknis sebagaiman tersebut dalam huruf a

di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nastonal/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perunjuk
Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/
Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan
Pemberhentian dalarm dan dari Jabatan Fungsional Perencana;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana a9
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2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 rentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah

diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2002;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

9. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 rentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun
2002;

10.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen,
sebaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 3 Tahun 2002;

11.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang
Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

12.Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor : KEP. 1106/Ka/08/2001 dan Nomor:
34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAI\}
PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT
JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL PERENCANA.

Pasal 1

Petujuk teknis ini dimaksudkan untuk menjadi' pedoman
yang lebih rinci bagi pejabat yang berkepemmganbagar
terdapat kesatuan pengertian dalam ?ela}'isanaan Jabatan
Fungsional Perencanaan (] FP) yang meliputi: Pengangkatan,
Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sefnentaraf
Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian bagi Pegawi
Negeri Sipil calon Perencana atau Perencana di bawa

tanggung jawabnya.

Pasal 2

Sistematika Petunjuk teknis pelaksanaan Pengangkatan,
Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara,
Pengangkatan Kembali, dan Pemberhenuzfn dalam ]ab:itan
Fungsional Perencana sebagaimanahdxm.aksud dalam
Lampiran Keputusan ini disusun sebagai berikut :

L TUJUAN

IL PENGANGKATAN

1L KENAIKAN PANGKAT/JABATAN
v. PEMBEBASAN SEMENTARA

v. - PENGANGKATAN KEMBALI

VI PEMBERHENTIAN

VI PENUTUP

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana
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Pasal 3 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN,
KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM
DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Petunjuk  Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan
Pangkatf"]abatan, Pembebasan Sementara, Pengangkaran
Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari

Pungsional‘ Perencana sebagaimana diatur dalam Lg;l:;i:
iii:t;s;n m:i m'e;{upakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
an dari Keputusan ini.
I. TUJUAN
Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinei
Pasal 4 bagi pejabat yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian dalam
f' 1Putusa_n ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencanaan (FF) dalam hal : Pengangkatan,
k: cmudxe‘m_ hari ternya'ta terdapat kekeliruan dalam Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali,
Epunfsan 1n1, maka akan diadakan Peninjauan dan perbaikan : dan Pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil calon perencana atau perencana
sebagaimana mestinya. : di bawah tanggung jawabnya.
Ditetapkan di Jakarta II. PENGANGKATAN
Pada tanggal 5 April 2002 : 1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam JFP dapat dilakukan:

1) Apabila Unit Perencanaan yang bersangkutan memiliki formasi JFP
yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang
Pendayagunaan Aparatur Negara/Gubernur/Bupati/Walikota
sebagaimana diatur dalam SK Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas
No. KEP.020/M.PPN/12/2001 tentang Pedoman Penyusunan
Formasi Jabatan Perencana;

2) Bagi PNS yang sebelumnya tidak memangku jabatan strukiural/
fungsional lain, melalui mekanisme pengangkatan pertama kal
dengan prasyaratan : {aj ijjazah serendah-rendahnya S1; (b) Pangkar
serendah-rencahnya Penata Muda golongan ruang IIla; (c) telah

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
perencanaan , d) unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya
baik dalam 1 (satu) tahun rerakhir, dan €) memiliki angka kredit
komulatif minimal; atau

3) Bagi PNS yang sebelumnya sedang memangku jabatan struktural4
fungsional lain, dapat diangkat melalui mekanisme pengangkatan dari

jabatan lain dengan persyaratan : (a) semua persyaratan butir 1..2) di
atas; (b) pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya
2 {dua) rabun; {c) usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum
mencapal usia pensiun dari jabatan terakhir yang dipangkunya; (d)
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Unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya baik dalam 1 (satu}
tahun terakhir,

b. Penetapan angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada
butir I.1.a.2) dan IL.1.2.3) dilakukan melalui ujian kompetensi jenjang
jabatan perencana, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Calon Perencana yang lulus akan mendapatkan Surat Keputusan
Penetapan angka Kredit (SK-PAK), dengan angka sebesar jumlah
angka kredit kumulatif minimal sebesar angka kredit untuk masing-
masing pangkat/ golongan ruang sesuai Lampiran II Kep MenPAN
No. 16/KEP/M.PAN/3/2001.

Contoh :

Dra. Diah Anggraeni, MA, adalah PNS dengan pangkat/ golongan
ruang pembina, IV/a. Dra. Diah Anggraeni, MA berkeinginan
menjadi Pejabat Perencana. untuk menjadi perencana, Dra. Diah
Anggraeni harus ikut ujian kompetensi perencana. dalam wjian ini,
Dra. Diah Anggraeni dinyatakan lulus untuk jenjang jabatan
Perencana Madya. kepada dra. Diah Anggraeni diberikan angaka
kredit sebesar 400;

2) Calon Perencana yang tidak lulus uji kompetensi jenjang jabatan
perencana, penetapan angka kreditnya akan ditangguhkan, dan apabila
Calon Perencana tersebut tetap ingin masuk dalam JEB, yang
bersangkutan masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian
kompetensi dimaksud dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung dari saat
pertama kali mengikuti ujian kompetensi, sampai yang bersangkutan
dinyatakan lulus dan mendapatkan SK PAK, untuk disesuaikan angka
kreditnya pada masing-masing pangkat/ jabatan sesuai Lampiran 11
Kep MenPAN No. 16/KEP/M.PAN/3/2001.

Contch:

Drs. Subandrio berpangkat Pembina dengan Golongan Ruang IV/a.
sebagai pejabat Eselon III/a kan diangkat dalam Jabatan Fungsional
Perencanaan. untuk dapar diangkat ke dalam Jabatan Fungsional
Perencana, Drs. Subandrio terlebih dahuly harus mengikuti vjian
kompetensi perencanaan. apabila dalam ujian tersebut Drs. Subandriao
tidak lulus ujian kompentensi, kepada yang bersangkutan diberikan
kesemparan untuk mengikuti kembali ujian kompetensi dalam kurun
waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal vjian yang pertama sampai
dinyatakan lulus Ujian Kompetensi Perencana. Dengan demikian,
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Drs. Subandrio bisa direkomendasikan untuk éapal diaflgk'tn kedalan?
Jabatan Fungsional Perencana, dan angka kredit yang tixbenkar; 5(?}5;;:/1
dengan Lampiran II Keputusan Mentert Negara PAN No. 16 I&' '
M.PAN/3/2001. Apabila selama 2 (dua) tahun tersebut rernyata tida
lulus ujian kompetensi, maka yang bersangkuran t}d;;{kbdait
memperoleh angka kredit sehingga yang bersangkutan udak berha
masuk dalam JFP;

Materi dan Pelaksana ujian kompetensi jenjang jabatan perencana,
akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara PPIN/Kepala Bappenas.
Calor Perencana yang diangkat dalam JFP, pangkat dan golongafl n;alixg
diterapkan sama dengan pangkar dan golongan ruang yang duz: 1d_1,
sedangkan jenjang jabatan perencana dite?a.pl.(an berdasarkan angka kredit
vang tertuang dalam SK-PAK yang dimiliki. | o
Memenuhi ketentuan Pasal 23 dan 24 Keputusan Menter: PAN No.. 16/
KEP/M.PAN/3/2001 dan sebelum diangkat kedalam j'abatan Flnmg.smnal
Perencana diisyaratkan untuk mengikuti dan lulus diklat penjenjangan

Fungsional Perencana sesuai ketentuan vang berlaku.

sl
fadd

2. PROSEDUR PENGANGKATAN :

4.

o

PNS Calon Perencana yang telah memenuhi ketentuan dafz persyaratan
di bawah ini, secara hirarki dapat mengajukan usu? kepada Pimpinan Unu
kerja yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon III, dengan
fampiran masing-masing rangkap 2 (dua):

1} Fotocopy ijazah S1 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Z) Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;

3} Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);‘ ‘
4} Untuk yang akan diangkat melalui mekanisme pengangkatan dari
jabatan lain, ditambah dengan Surat Keterangan da.rx atasan 1ang.,sung
]bahwa yang bersangkutan telah melaku].z{an pekerjaan dalam bidang
perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pembina Kepegawalan cq. Pejabat Kepegawaian d.iba\’fral'mya me.nugaskan
calon perencana yang akan diangkar, untuk mengikuti diklat perjenjangan
fungsional perencana. .
Calon perencana yang telah mengikuti d.an lulus diklat dan meyampaikan
STTPL kepada Pejabat Unit Kepegawaian. ‘
Pejabat Unit Kepegawaian menyampaikan kepada Pembina Kel.)egawe'uan
dan kepada pejabat yang berwenang menentukan angka kredit masing-
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masing 1 {satu) set usulan dan dokumen yang dipersyaratkan, sebagaimana
vang dimaksud pada pasal 14 ayat 1 Kep Menpan No. 16/KEP/M.PAN/
3/2001, untuk diproses penerapan angka kredit.

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, menyampaikan SK
PAKcalon perencana yang bersangkutan kepada Pejabat Unit
Kepegawaiaan Instansi (Pejabat yajg secara fungsional membidangi urusan
kepegawaian serendah-rendahnya eselon III) untuk diproses pengangkatan
calon perencana yang bersangkutan menjadi pejabat fungsional perencana.

Pejabat Unit Kepegawaian kemudian melakukan verifikasi atas kebenarran
dan keabsahan berkas dan lampiran usulan, sebagai berikut:

1) Membandingkan usulan yang diterima dengan kelenglapan lampiran
dokumen administrasi yang dipersyaratkan;

2) Melakukan penilaian pangkat/golongan ruang dan jumlah angka
kredit dalam SK PAK yang bersangkutan;

3) Menyiapakn rancangan Surat Keputusan Pengangkatan menjadi
Pejabat Fungsional Perencana, sesuai dengamn lampiran VII SKB
Kepala Bappenas dan Kepala BKN No. KEP. 1106/Ka/08/2001-No.
34A Tahun 2001.

Pejabat Unit Kepegawaian menyampaikan rancangan Surat Keputusan
Pengangkatan Pejabat Fungsional Perencana kepada pejabat yang

berwenang untuk ditandatangani, sebagaimana telah diatur PP 96 Tahun
2000.

Asli Surat Keputusan Pengangkatan yang telah ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang, disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan

tembusan kepada:

1) Kepala Kepegawaian Negara bagt PNS yang bekerja pada instansi
pusat atau kepada Keeoala Kantor Regional BKN yang bersangkutan
bagi PNS Daerah;

2) Keepala Badan Perencana Pembangunan Nasional ¢.q. Kepala Pusat
Pembina Perencana;

3} Direkrur jendral Anggaran, Depertemen Keuangan (bagi PNS Pusat)

4) Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat/Kepala Biro Keuangan
Daerah bagi PNS Daerah;

5) Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan;

Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana,

melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengangkatan

dimaksud sesuat dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

[11. KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN
. KETENTUAN DAN PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT/
JABATAN

a.

Perencana dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila
memenuhi ketentuan : (1) Memiliki angka kredit kurnulatif minimal yang
ditentukan untuk kenaikan pangkat; (2) Memiliki masa kepangkaran
minimal 2 (dua) tahun; (3) Setiap unsur DP'3 sekurang-kurangnya bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Perencana dapat dinaikkan jenjang jabatannya apabila memenuhi
ketentuan: (1) Memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan
untuk kenaikan jenjang jabatan; (2) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu)
tahun dalam jabatan terakhir; (3) Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; (4) Telah mengikuii dan lulus
diklat fungsional di bidang perencanaan;

Angka kredit sebagaiman disebut dalam butir a dan b di atas, berasal
sekurang-kurangnya 80 persen dariunsur utama dan sebanyak-banyaknya
20 persen berasal dari unsur pernunjang.

Angka kredit yang berasal dari unsur utama sebesar 80 persen, harus
mengandung angka kredit yang berasal dari unsur kegiatan perencanaan
dan pengembangan profesi dengan komposisi, sebagai berikut:

1) Bagi Perencana yang naik jabatan menjadi Perencana Utama atau naik
pangkat menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d
sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e:

a) Kegiatan Perencanaan sekurang-kurangnya 25 persen;

b) Kegiatan Pengembangan Profesi sebanyak-banyaknya 75 persen;

2) Bagi Perencana yang naik jabatan menjadfi Perencana Muda sampat
dengan Perencana Madya atau naik pangkat menjadi Penata Utama
Muda, golongan ruang HI/b sampai dengan Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c:

a. Kegiatan Perencanaan sekurang-kurangnya 30 persen; ,

b. Kegiatan pengembangan Profesi sekurang-kurangnya 70 persen.
PNS yang diangkat dalam Jabatan Perencana, dan telah memperoleh angka
kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan panglat/jabatan satu tingkat
lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan yang
didudukinya, maka pada tahun berikutnya, setiap tahun yang
bersangkutan tetap diharuskan mengumpulkan angka kredit sekurang-
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Lurangnya 20 persen dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk
kenatkan pangkat/jabatan berikutnya. angka kredit ini berasal dari kegiatan

perencanaan.

Contoh 1: .

Sdr. X dengan pangkat Penata Muda golongan ruang II/a masa kerja
golongan 2 tahun diangkat dalam Jabatan fungsional Perencana pada masa
inpassing per 1 April 2002 sebagai Perencana Pertama dengan angka kredit
124. dalam tahun pertama (1 April 2002 s.d 31 Maret 2003) dalam jabatanya,
Sdr. X telah berhasil mengumpulkan angka kredit 50. Persyaratan untuk
kenatkan pangkat dari Penata Muda, III/amenjadi Penata Muda Tingkat
I, II/b berikutnya (1 Aprii 2004) dipersyaratkan dapat mengumpulkan
angka kredit sekurang-kurangnya 50 angka kredit. Karena angka kredit
yang diperlukan Sdr. X sudah terkumpuk pada tahun I, maka pada tahun
berikutnya (1 April 2003s.d 31 Maret 2004), Sdr. X tetap harus
mengumpulkan angka kredit sebanyak 20 % dari jurnlah angka kredit
yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebihg
tinggi yang berasal dari kegiatan perencanaan atau 10 Angka Kredit.

Contoh 2:

Sdr. X dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, masa kerja
golongan 2 tahun, diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana pada
masa inpassing per 1 April 2002 sebagai Peerencana Pertama dengan angka
kredit 124. dalam tahun pertama (1 April 2002 s.d 31 Maret 2003) dalam
jabatannya, Sdr. x telah berhasil mengumpulkan angka kredit 100.
Persyaratan untuk kenaikan jabatan menjadi Perencana Muda, Sdr. X
dipersyartakan untuk mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya
100 angka kredit. karena angka ktedit yang diperlukan Sdr. X sudah
terkumpul pada tahun pertama, maka per 1 April 2003 yang bersangkutan
dapat dinaikkan jabatannya menjadi Perencana Muda dengan angka krediz
kumulatif sebesar 224. karena angka kredit tersebut juga dapat
dipergunakan untuk kenaikan pangkat/golongan, maka yang
bersangkutan tetap dipersyaratkan untuk mengumpulkan angka kredit
sebanyak 20 % dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan
Perencanaan atau 10 Angka Kredit. Selanjutnya kenaikan pangkatnya Sdr.
X dapat diberikan per 1 April 2004 menjadi pangkat/golongan ruang
Penata Muda Tingkat I/IIIb.
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2.

DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN UNTUK KENAIKAN

PANGKAT/JABATAN

a. Kenaikan Pangkat :
1) Salinan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK-PAK);

)
3)
D)

Salinan Surat Keputusan Kepangkatan terakhir; .
Salinan Suraty Keputusan Jabatan Fungsional perencana Terakhir.

Salinan DP3 2 (dua) tahun terakhir;

b. Kenaikan Jenjang Jabatan :

)

2
3)

4)
5)

Salinan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK-PAK);
Salinan Surat Keputusan Kepangkatan terakhir;

Salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) Diklat
Penjenjangan Fungsional Perencana; '
Salinan Surat keputusan Jabatan Fungsional Perencana Terakhir.
Salinan DP3 1 (satu) tahun terakhir.

3. PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT/JABATAN
a. Kenaikan Pangkat

1

2)

Pimpinan Unit Kepegawaian Instansi Pemerintah Pusat/Daerah

serendah-rendahnya eselon III, setelah menerima salinan SK PAK,

meneliti seluruh berkas kelengkapan kenaikan pangkat, dan apabila
telah memenuhi persyaratan yang diperlukan, selanjutnya
menyampaikan kepada:

a) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Menteri, Kepala LPND,
Sekretaris Negara, Kepala POLRI, Jaksa Agung) untuk usulan
kenaikan Pangkat untuk PNS Pusat menjadi Pembina Utama
Muda Golongan IV/c sampai dengan Pembina Utama Golongan
Ruang IV/e ;

b) Sekretaris Utama LPND/Sekretaris Jenderal Depertemen, untuk
usulan kenaikan pangkat PNS Pusat menjadi Penata Muda
Golongan Ruang III/a sampai dengan Pembina Tingkat I
Golongan Ruang IV/b; .

) Sekretaris Daerah, untuk usulan Kenaikan pangkat menjadi Penata
Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Pembina Utama
Golongan Ruang IV/e.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/ Sekretaris Jenderal/ Sekretaris

Utama/Sekretaris Daerah memeriksa kelengkapan persyaratan dan

lampiran yang diperlukan. dan setelah pertimbangan teknis dar1
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Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS Pusat, atau Kepala
Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi PNS Daerah,
selanjutnya meneruskan usulan tersebut untuk ditetapkan dan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
PP Nomor 96 tahun 2000 Pasal 5,6, dan 7.

Asli Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang telah ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang, oleh Pimpinan Unit Kepegawaian

disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan
kepada:

2) Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS Pusat, atau kepada
Keepala Kantor Regional BEN yang bersangkutan bagi PNS
Daerah;

b} Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Kepala
Pusat Pembina Perencana;

¢) Direktur Jenderal Anggaran, Depertemen Keuangan (bagi PNS
Pusat);

d) Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat/ Kepala Biro
Keuangan Daerah bagi PNS Daerah;

¢) Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan.

Kenaikan Jabatan

1) Perencana yang telah menerima SK PAK, melengkapi berkas
persyaratan untuk kenaikan jabatan, yang selanjutnya secara
hirarki diusulkan kepada Pejabat Unit Kepegawaian.

2} Untuk naik ke dalam Jabatan Perencanaan Utama, Pimpinan Unir
kepegawaian setelah meneliti berkas persyaratan, selanjutnya
memproses SK Kenaikan Jabatan fungsional Perencanz dengan
meminta pertimbangan tehnis dari Kepala Badan Kepegawaian
Negara bagt PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah
dan PNS Daerah, unruk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesual ketentuan PP Nomor 96 Tahun 2000.

3)  Untuk naik ke dalam Jabatan Perencana Muda dan Perencana
Madya tidak perlu meminta pertimbangan tehnis atau persetujuan
dari Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS Pusat, atau
kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi
PNS Daerah.

4)  Asli Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang telah ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang, oleh Pimpinan Unit Kepegawaian

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan

kepada:

a) Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja
pada instansi pusat atau kepada Kepala Kantor Regional
BKN yang bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instanst
vertikal di daerah dan PNS Daerah.

b) Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional ¢.q. Kepala
Pusat Pernbuna Perencana;

¢) Direktur Jenderal Anggaran, Depertemen Keuangan (bagi
PNS Pusat);

d) Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat /Kepala Biro
Keuangan Daerah bagi PNS Daerah

¢) Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan.

11I. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBEBASAN
SEMENTARA

a

Pejabat Perncana akan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional

Perencana apabila:

1

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat Perencana Pertama (Golongan Ruang
111/a) sampai Perencana Utama (Golongan Ruang IV/d).
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-
kurangnya 25 {(dua puluh lima) bagi Perencana Urama (Golongan
ruang IV/e).

Perencana juga dapat dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional

Perencana oleh sebab lainnya yaitu apabila:

(1) Dijaruhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat

berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah®

Nomor 30 Tahun 1980.

(2) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawal Negeri;

(3} Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perencana;
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{4) Cutidi luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat
dan seterusnya;

(5) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

Perencana yang dibebaskan karena alasan tidak dapat mengumpulkan
angka kredit minimal, maka: 1) ketentuan kenaikan pangkatnya tidak
dapar dilakukan berdasarkan peraturan di luar ketentvan JFP; 2) ridak
berhak atas tunjangan fungsional perencana.

SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Perencana berlaku terhitung
mulai: {1} Tanggal berlakunya hukuman disiplin, bagi yang dijatuhi
Hukuman Disiplin; (2) Tanggal berlakunya SK Pembebasan
Sementara sebagail Pegawai Negeri Sipil, untuk yang diberhentikan
sementara dari Pegawai Negeri Sipil; (3) Tanggal pelantikan dalam
jabatan lain; (4) Tanggal berlakunya cuti di uar tanggungan negara;
(5} Tanggal masuk pendidikan bagi yang tugas belajar.

Pejabat yang berwenang, memberikan peringatan tertulis kepada
Perencana Pertama, Perencana Muda, Perencana Madya, dan
Perencana Utama (Golongan ruang IV/d) yang diperkirakan tidak
akan memperoleh jumlah angka kredit yang dipersyaratkan, selambar-
lambatnya:

1} 1 (satu) tahun sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir bagi
Perencana Pertama (Golongan Ruang I11/a) sampai dengan
Perencana Utama (Golongan Ruang IV/d).

2) 3 ( uga) bualn sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir
bagi Perencana Utama (golongan Ruang IV/e).

Contoh 1:

Drs.. Bambang, MA, Perencana Muda dengan pangkat Penata Tingkat
I Golongan Ruang III/d, diangkat pada pangkat dan jabatan di atas

-pada 1 April 1999, 1 April 2003, yang bersangkutan belum juga

memasukkan DUPAK, maka kepada yang bersangkutan akan
diberikan peringatan tertulis.

Contoh 2:

Dr. Ujang, Perencana Utama dengan pangkat Pembina Utama,
Golongan Ruang IV/e. Sejak tanggal 1 April 2001 yang bersangkutan
baru mengumpulkan 10 angka angka kredit. Berdasarkan pengamatan,
sampai dengan 31 Maret 2002, yang bersangkutan tidak dapat
mengumpulkan 25 angka kredit. Maka Pembina Pegawai Pusat/
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Daerah akan memberikan peringatan tertulis kepada Dr. Ujang
selambat-lambatnya 2 januari 2002.

Pembebasan sementara diberikan karena tidak dapat mengumpulkan
angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.

Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan tentang
Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Perencana adalah
pejabat yang berwenang mengangkat sesuai ketentuan dalam PP No.
96 Tahun 2000. Contoh formulir yang dipergunakan sebagaimana
Lampiran VIII Keputusan Bersama Ke[ala Bappenas dan Kepala BKN
Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A Tahun 2001.

Perencana yang dibebaskan sementara sebagaimana tersebut dalam
butir IV.1.a dan VI.1.b kecuali yang dijatuhi hukuman disiplin,
diberhentikan sementara dari PNS, dan Cuti di luar tanggungan negara
wajib untuk tetap melaksanakan tugas pokoknya, dan kegiatan
tersebut tetap dinilai untuk diberikan angka kredit, sedangkan
tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan,

Perencana yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman
disiplin, selama menjalani hukuman disiplin dapat menjalankan
sebagian tugas pokoknya, tetapi tidak diberikan nilai angka kredit,
dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.

Perencana yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari
6 {(enam) bulan, selama pembebasan sementara tetap dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Perencana yang dibebaskan karena tugas belajar lebih dari 6 (enam)
bulan dan mendapatkan kenaikan pangkat pilihan sebagaimana
dimaksud dalam butir j di atas, angka kreditnya sebagaimana
dimaksud dalam butir h. tidak dapar digunakan untuk kenaiakn
pangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana.

2. PROSEDUR PEMBEBASAN SEMENTARA

a.

Pembebasan Sementara karena tidak mencapai angka kredit

sebagaimana yang dipersyaratkan:

1. Berdasarkan Laporan Tim penilai, Pimpinan Unit Kepegawaian
mengeluarkan Surat peringatan kepada perencana yang
bersangkutan apabila setelah 4 (empat) tahun Terhitung Mulai
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3)

Pengangkatan: (a) belum pernah mengajukan penetapan angka
kredit; (b} angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat belum dipenuhi.

Dalam jangka waktu 1 (satu) rahun setelah mendapatkan
peringatan bagi Perencana Pertama Golongan Ruang I11/a sampai
dengan Perencana Utama (Golongan Ruang), IV/d) dan 6 {enam)
bulan bagi Perencana Utama (golongan Ruang IV/e), yang
bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kumulatif yang
dipersyaratkan, maka Pejabat Pembinna Kepegawalan akan
menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara.

Contoh 1:

Dr. Sumantri Perencana Muda dengan pangkat Penata Tingkat
I, Golongan Ruang I1I/d. Dalam 4 (empat) tahun yang
bersangkutan baru mengumpulkan 50 angka kredit. berdasarkan
rencana, sampai dengan akhir periode penilaian (31 Maret 2007),
Perencana yang bersangkutan tidak akan dapat mengumpulkan
100 angka kredit. Untuk itu Ketua Tim Penilai melaporkan hal
tersebut kepada Pimpinan Unit Kepegawaian, yang kemudian
akan memberikan nota peringatan selambat-lambatnya pada
tanggal 1 Apnl 2006.

Contoh 2:

Dr. Sumarianto, Perencana Utama dengan pangkat Pembina
Tingkat I, Golongan Ruang 1V/e. dalam 6 (enam) bulan yang
bersangkutan baru mengumpulkan 15 angka kredit. Berdasarkan
rencana, sampal dengan akhir periode penitaian (31 Marer) 2005},
perencana yang bersangkutan tidak akan dapat mengumpulkan
25 Angka Kredit. untuk itu Ketua Tim Penilai melaporkan hal
tersebut kepada Pimpinar Unit Kepegawaian, yang kemudian
memberikan Nota Peringatan selambat-lambatnya pada ranggal
1 Okrober 2004.

Jika ternyata sampai dengan tanggal batas waktu yang dietapkan,
perencana yang bersangkutan: a) tidak juga mengajukan usulan
penetapan yang bersangkuran; b} angka kredit kumulatif yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat tidak terpenuhi, maka
Pimpinan Unit Kepegawaian menyiapkan usulan Pembebasan
Sementara Perencana yang bersangkutan dan disampaikan kepada
Pejabat yang Berwenang Mengangkat, memindah dan
memberhentikan PNS sebagaimana yang diatur dalam ketentuan
PP Nomor 96 Tahun 2000.
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4)  Asli Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang telah ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang disebut dalam buur
2.a.3) di atas, oleh Pimpinan Unit kepegawaian disampaikan PNS
yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

a) Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada
instansi pusat atau kepada Kepala kantor regional BKN yang
bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal di
daerah dan PNS Daerah;

b) Kepala Badan Perencana Pembangunan nasional ¢.q. Kepala Pusat
Pembinaan Perencana.

¢} Direktur Jendral Anggaran, Depertemen Keuangan (bagi PNS
Pusat)

d) Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat/ Kepala Biro
Keuangan Daerah bagi PNS Daerah;

¢) Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan.
b. Pembebasan Sementara karena sebab lainnva:

1} Berdasarkan dokumen yang menyatakan bahwa pejabat
Fungsional Perencana yang dijatuhi hukuman disiplin 1ingkat
sedang atau berat, atau diberhentikan sementara sebagai PNS,
atau tidak dapat melaksanakan tugasnya secara penuh sebagai
perencana, maka Pimpinan Unit Kepegawaian menyiapkan
usulan Pembebasan Sementara Perencana yang bersangkutan dan
disampaikan kepada Pejabat yang berwenang Mengangkat,
memindahkan. dan memberhentikan PNS sebagaimana diatur
dalam ketentuan PP Nomor 96 Tahun 2000.

2) Asli Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang telah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, oleh Pimpinan Unnt
Kepegawaian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan
dengan tembusan kepada:

a) Kepala Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada
instansi pusat atau kepada Kepala Kantor Regionai BKN
yang bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada tnstansi
vertikal; di daerah dan PNS Daerah;

b) Kepalabadan Perencana Pembangunan Nasional c.a. Kepala
Pusat Pembinaan Perencanaan;

¢) Direktur jendral Anggaran, Depertemen Keuangan (bagi
PN Pusat);
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d) Kepala KPKPN setempat Bagi PNS Pusat/ Kepala Biro
Keuangan Daerah bagi pns Daerah;,

¢} Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan.

IV. PENGANGKATAN KEMBALI
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KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN
KEMBALI

a.  Pengangkatan kembali ke dalam JFP setelah menjalani Pembebasan
Sementara dapat dipertimbangkan apabila : 1) telah memperoleh angka
kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
dibebaskan sementara; 2) telah selesai menjalanan hukuman disiplin
tingkat sedang atau berat; 3) dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi
pidana percobaan oleh Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum
tetap; 4) telah selesai menjalani tugas di luar jabatan perencana; 5)
telah diangkat kembali pada instansi semula setelah cuti dj luar
tanggungan negara; atau 6) telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan.
Jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat kembali ditetapkan
berdasarkan jumlah angka kredit yang pernah dimiliki dan angka
kredit baru yang diperoleh selama Perencana yang bersangkutan
dibebaskan sementara.

o

¢.  Bagi Perencana yang dijatuhi hukuman disiplin, angka kredit baru
yang diperoleh selama yang bersangkutan dibebaskan sementara, tidak
dapat diikutsertakan dalam perhitungan penerapan angka kredit.

PROSEDUR PENGANGKATAN KEMBALI

. Pejabat Fungsional Perencana yang telah memenuhi ketentuan dan
persyaratan pengangkatan kembali, maka Pimpinan Unit Kepegawaian
mengusulkan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan
PP 96 Tahun 2000 untuk menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan
Kembali ke dalam JFP, dengan pangkat dan jenjang jabatan yang sesuai
dengan jumlah angka kredit yang diperoleh, sebagaimana Lampiran I
dan IT Keputusan MenPAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/ 2001;

b.  Asli Surat Keputuisan Pengangkatan Kembali yang telah ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang, oleh Pimpinan Unit Kepegawaian
disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
1} KepalaKepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi

pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang
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bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal di
daerah dan PNS Daerah;

2) Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional ¢.q. Kepala
Pusat Pembinaan Perencanaan;

3) Direktur Jendral Anggaran, Depertemen Keuangan (bagi PNS
Pusat); ‘

4) Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat/ Kepala Biro
Keuangan Daerah bagi PNS Daerah;

5) Pimpinan Unit Perencanaan yang bersangkutan.

V1. PEMBERHENTIAN
1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBERHENTIAN

.

Perencana akan diberhentikan dari JFP apabila : 1} tidak dapat
mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan
pangkat yang setingkat lebih tinggi, dalam jangka waktu 1 (satu}‘tahun
sejak di bebaskan sementara; 2) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa
pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan PP No. 30
tahun 1980; 3) dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
Perencana yang diberhentikan dari JFP : 1} Tidak wajib melaksanakan
tugas perencanaan pada [abatan Fungsional Perencana; 2) Tidak
berhak atas tunjangan jabatan fungsional; 3) Kenaikan pangkatnya
dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di luar Jabatan
Fungsional Perencana; dan 4) tidak dapart diangkat kembali ke dalam
Jabatan fungsional Perencana,

Perencana yang telah diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana
dapat dinaitkkan pangkatnya secara reguler jika :

1) Pangkatnya masih dalam batas ketentuan pangkat tertinggi

berdasarkan pendidikannya;
2) Telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam dalam pangkat tersebut;

3) Memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat secara reguler
lainnya.

2. PROSEDUR PEMBERHENTIAN

Pimpinan Unit Kepegawaian memperhatikan persyaratan untuk

a
diperhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana Atas, dan
selanjutnya menyampaikan berkas dimaksud dengan dilampiri
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ANAK LAMPIRAN L
dokumen yang diperlukan untuk penetapan pemberhentian dari CONTOH: ‘
sgsonal } o yar SURAT PERMOHONAN REROMENDASI

Jabatan Fungsional Perencana kepada pejabat yang berwenang sesuai MEN]ADI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA

ketentuan PP Nomor 96 Tahun 2000. MELALUI PENGANGKATAN PERTAMA KALL
L. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkankan Surat Keputusan ATAUPERPINDAHAN JABATAN
Pemberhentian dan mengembalikannya kepada Pimpinan Unnt ; SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI

Kepegawaian. Bentuk Surat Keputusan Pemberheniian sebagai Pejabat
Fungsional Perencana sebagaimana tersebut pada Lampiran 1X Kepada Yeh.
Keputusan Bersama Kepala Bappenas dan Kepala BKN Nomor Pimpinan Unit Kerja
KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A Tahun 2001; i PNS yang bersanghkuran

di tempat

MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA

¢ AsliSurat Keputusan Pemberhentian yang telah ditetapkan oleh pejabat

vang berwenang, oleh Pimpinan unit Kepegawaian disampaikan kepada - "y
s ° P Peg paikan kep Bersama ini dengan hormat, saya yang beranda tangan di bawah ini:

PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

1) Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS vang bekerja pada j Nama
instansi pusat atau kepada Kepala K‘antor R'egionaly BKN yang I;ifgkac /Golongan ruang/TMT
bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi verukal di N
: Jabatan
daerah dan PNS Daerah; : Unit Kerja

2) Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional ¢.q. Kepala
Pusat Pembina Perencana;
3) Direktur Jenderal Anggaran, Depertemen Keuangan {bagi PNS
Pusat}; : «  TYjazah Sarjana (81} .
4) Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat/ Kepala Biro ‘ +  Surat Keputusan Per}gangkamn menjadi PNS;
K Daersh bagi PNS Daeral »  DP3 1 tahun terakhir;
euangan Daerah bagi aeran. . Surat Keputusan Kepangkatan;
5 Pimpinan Unit yang bersangkutan. . Surac Dernyataan telah menjalani diklag
«  Surat Pernyataan melakukan kegiatan perene::maﬂﬂ}'vE
. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang;

VII. KEBERATAN : «  Daftar Usul Penctapan Angka Kredit;

~paviia terjadi hal-hal yang dapat merugikan PNS dalam penetapan angka : Coos o dh

Menyatakan permohonan untuk menjadi Pejabat Fungsional Perencana. Sebagai bahan pertimbangen,

bersama ini terlampir:

kredit sebagai akibat tindakan yang disengaja dan atau karena kelalaian darni

Atas perhatian dan perkanannya diucapkan terima kasih.
Tim Penilai, PNS yang bersanngkutan dapat mengajukan keberatan secara

tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan buku-buktivang ;

Pemohon,
dapat dryakini kebenarannya.
VIII. PENUTUP Nama
1. Kepurusan Meneg PPN/Kepala Bappenas ini mular berlaku pada tanggal ' NIP-
ditetapkan.
2. Hai-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan Meneg PPN/ Tembusan:

ini 4 i i aris Utama/Pembina
Kepala Bappenas ini akan statur kemudian, Y1h. Sekretaris Jenderal/Sekretaris

Kepegawaian Pusat atau Daerah”
#) coret /hilanghan yang tidak perlu
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CONTOH: ANAK LAMPIRAN L

CONTOH: ANAK LAMPIRANII ]
SURAT REKOMENDASI SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS
USULAN PENGANGKATAN MENJADI KE BKN/ BKN REGIONAL

PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA
SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS

SURAT REKOMENDASI USULAN PENGANGKATAN

PERTAMA KALI/DARI JABATAN LAIN* . Kepada Yth.
MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA Kepala BKN/ BKN Regional *
di tempat
Kepada Yth.
Pembina Kepegawaian Pusat/Daerab Sehubungan dengan permobonan PNS di Instansi Pemerintah Pusat atau Daerah, atas nama :
Di tempat
Nama

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NIP
Nama Pangkat/Golongan ruang/TMT
302 S
NIP Jabatan * L U URUOOIY

Pangkat/golongan ruang/ TMT Unit Kerja

Jabatan * L e rereree e s e
Unit Kerja S Dengan hormat bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk merekomendasikan
pertimbangan teknis terhadap PNS tersebut di atas menjadi pejabat fungsional Perencana.

Menyatakan setuju, bahwa PNS di bawah ini:
Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Nama D e v e e e
Pangkat/golongan ruang/TMT PEMBINA KEPEGAWAIAN
Jabatan * PUSAT/DAERAH*
Unit Kerja
diusulkan dalam Pengangkatan Pertama kali/ Dari Jabatan Lain menjadi Pejabat Fungsional : Nama:
Perencana. NIP
Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.
Tembusan:
") coret /hilangkan yang tidak perlu
Arasan Langsun
Nama Pejabat :
NIP.
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REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERINEGARA PERENGANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMANGUNAN NASIONAL
NOMOR:235/M.PPN/04/2002
TENTANG
PETUNJUKTEMNIS
PENILRIAN ANGKA KREDIT PERENCANA



KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP, 235/M.PPIN/04/2002
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT PERENCANA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang : a.  bahwa untuk mendapatkan kesamaan pengertian
tentang unsur kegiatan perencanaan dan penilaian
angka kredit bagi perencana perlu disusun Petunjuk
Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana;

b.  bahwaPetunjuk Teknis sebagaimana dimaksud butir
a dipandang perlu untuk ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999;

2.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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ic.
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2001;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri
Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan QOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non
Departemen, sebaiman telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomeor 3 Tahun 2002;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/
2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan
Angka Kreditnya;

Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor : KEP. 1106/K2a/08/2001 dan
Nomor: 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan
Angka Kreditnya;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAJAN ANGKA
KREDIT PERENCANA.

Pasal 1

Petujuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana ini
dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinci
bagi Perencana, Anggota Tim Penilai, dan Pejabat lain
yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian
dan pemahaman dalam pelaksanaan penilaian kegiatan

Perencana pada instansi pemerintah di pusat dan di daerah.

Pasal 2

Petujuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

L
II.
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PENDAHULUAN

KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN
DIBERIKAN ANGKA KREDIT

KOMPQOSISI PRESENTASI ANGKA REDIT

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana secara

rinci diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran *

Keputusan, yang merupaan satu kesatuan dan bagian yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini.
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Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 April 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
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PETUNJUK TEKNIS
PENILAIAN ANGKA KREDIT PERENCANA

PENDAHULUAN

A. TUJUAN

1. Petunjuk teknis penilaian angka kredit perencana ini dimaksudkan untuk
menjadi pedoman yang lebih rinci bagi Perencana, Anggota Tim Penilai,
dan Pejabat lain yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian
dan pemahaman dalam pelaksanaan penilaian kegiatan perencanaan dan
angka kreditnya dari PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
Perencana pada instansi pemerintah di pusat dan di daerah.

2. Dalam keputusan ini diatur tentang kegiatan perencanaan yang dapat
dinilai dalam rangka pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan
Angka Kreditnya pada unit perencanaan instansi pererintah di pusar

dan di daerah.

=

. RUANG LINGKUP
1. Unsur kegiatan yang dinilai dan diberikan angka kredit adalah: (a) unsur
kegiatan utama, dan (b) unsur kegiatan penunjang.

(3]

Petunjuk Teknis ini diberlakukan untuk Pejabat Fungsional Perencana
yang melaksanakan tugas pada unit perencanaan instansi pemerintah di
pusat dan di daerah, yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya: (a)
melakukan perencanaan menyeluruh (comprebensive planning), (b)
menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program arau rencana
proyek baik lingkup makro, sektor atau daerah, yang mempunyai
dampak nasional, propinsi, kabupaten atau kota, dan {c) melakukan
pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.

. KEGIATAN YANG DAPAT DINILAT DAN DIBERIKAN ANGEAKREDIT

A, UNSUR KEGIATAN UTAMA
1. UNSUR PENDIDIKAN (SEMUA JENJANG JABATAN)
a. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah
dengan bidang studi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pendidikan formal dimaksud adalah pendidikan baik di dalam

maupun di luar negeri pada perguruan tinggi yang terakreditasi oleh

Departemen Pendidikan Nasional.

Bukti Fisik:

1. Fotocopy surat ijin tugas belajar dari instansi yang bersangkutan;

2. Fotocopi ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
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Dasar Pemberian Angka Kredit : . sarjana Perencanaan ‘Xf’ilayah. dan Kota (82) da_ri Uuiviersitas
*  Gelar/jjazah diberikan angka kredit sebesar 75 untuk S1, 100 Diponegoro. Karena gelai;;arjanlaf 2 t‘er(;:bm. sefxgi{;;a iz%a:l
untuk S2, dan 150 untuk $3, kepada PNS yang diangkat unruk kesar}a'n;_;an yang Pernah iperole n}{: n ylix‘q3 s s‘?;[ _ gri
pertama kali sebagai perencana; atau kepada PNS yang telah memiliki bukti fisik yang dlpersy;ratkan, ma ka llljmd' 2 é, .
! : : ; ; P 1 sebesar
menjadi perencana tetapi gelar/ijazahnya belum mendapatkan Adriyani dari Undip tersebut diberikan angka kredi
angka kredit. 10.
* Perencana yang memperoleh gelar jenjang pendidikan lebih
tinggi setelah ia diangkat sebagai perencana, angka kredit yang

b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/

diberikan adalah selisih antara angka kredit gelar/ijazah yang penjenjangan di bl{‘iandg Prerex;;:al;l :; ;i d!i)l‘::;b?l;‘r% u;;;;ltiﬁzg
lebih tinggi tersebut dengan angka kredit yang pernah diberikan memperoleh Surat Tanda Tam
(ijazah sebelumnya), (STTPL).

*  Perencana yang memperoleh gelar/ijazah yang lebih tinggi tetapi
tidak sesuai dengan tugas pokoknya, angka kredit yang diperoleh
adalah angka kredit dari unsur kegiatan penunjang, yaitu: S1
sebesar 5; $2 sebesar 10; dan $3 sebesar 15,

*  Perencana yang memperoleh tambahan gelar/ijazah kesarjanaan
setingkat dengan kesarjanaan yang pernah diperolehnya, dapat
memperoleh angka kredit sebesar 5 untuk S1, 10 untuk S2 dan
15 untuk $3, dengan syarat yang bersangkutan memiliki : (a)
jjin tugas belajar dari instansinya; dan (b) ijazah yang telah
dilegalisir/disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan
peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Perencana terdiri dari
Diklat Penjenjangan yang bersifat wajib dengan tujuan.untuk
memenuhi kompetensi jenjang jabatan, dan Diklat Teknis yang
bertujuan untuk melengkapi dan memperkaya kompetensi
perencana dalam bidang perencanaan tertentu.

Ketentuan Teknis mengenai Mekanisme Penyelenggaraan dan Disain
Kurikulum semua jenis Diklat tersebut di atas, baik dikla[.
penjenjangan maupun diklat fungsional, akan diatur melalui
Keputusan Menneg PPN/Kepala Bappenas.

C h: f Bukti Fisik: . o
e : STTPL yang dikeluarkan oleh penyelenggara diklat terakreditasi

¢ Ir. Timbul, Sarjana Pertanian, adalah PNS yang ditempatkan di dan surat penugasan mengikuti diklat.

Direktorat Pangan, Pertanian, dan Pengairan Bappenas. Apabila
Ir. Timbul diangkat pertama kali sebagai Pejabat Fungsional
Perencana dan bidang studinya sesuai dengan bidang tugasnya
di lingkungan Direktorat Pangan, Pertanian, dan Pengairan
Bappenas, kepada Ir. Timbul diberikan angka kredit untuk ijazah
51 sebesar 75. )

*  Apabila Ir. Timbul melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2
dan berhasil memperoleh gelar $2 dalam bidang Ekonomi

Dasar Pemberian Angka Kredit:

Kepada perencana yang telah menyelesaikan diklat dalam bidang
perencanaan pembangunan, sebagaimana Lampiran I Kepmenpan
No. 16/KEP/M.PAN/3/2001, diberikan angka kredit yang
besarnya tergantung kepada jurlah jam pelajaran (1 jam pelajaran
+ 45 menit), yaitu:

Pertanian, maka angka kredit yang diperoleh Ir. Timbul adalah a. ‘Lebih 960—;am pek{]aran memperoleh 15 angka kr ?d“
sebesar 25, dihitung dari angka 100 dikurangi 75. (catatan: angka b. 641 -960 jam pelagaran memperoleh 9 angllza kred%t
75 sudah diberikan sebelumnya untuk gelar Si-nya). ¢c. 461 -640 jam pela!aran memperoieﬁ 6 angka llzrej%t

* Namun apabila bidang studi S2 Ir. Timbul adalah Manajemen d. 161 - 460 jam pelajaran memper ?}ex 23 anl% ak rz. 1
Kelautan; padahal instansi perencanaan di tempatnya bekerja e. B81- 169 jam pelfx;ar an memper ;’ﬁ ) anlgc ‘L r S dit
tidak memerlukan bidang studi tersebut, maka walaupun Ir. f. 30~ 80 jam pelajaran memperoleh 1 angka kredit
Timbul memperoleh gelar S2, angka kredit yang diberikan hanya Contoh:

sebesar 10, Drs. Hikmat, Perencana Pertama pada Bappeda Kota Depok, telah

* Ir. Sri Adriyani, MURP (S2), bekerja di Departemen mengikuti diklat teknis fungsional dalam bidang “Perencanaan dan
Permukiman dan Prasarana Wilayah, memperoleh lagi gelar

- l 131
130 Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana



© waden

N A

Pengembangan Agribisnis” yang diselenggarakan oleh Pusdiklat
Bappenas bekerjasama dengan IPB Bogor, dengan jumlah jam
pelajaran 170 jam pelajaran. Dengan bukti fisik STTPL atau Surat
Keterangan telah mengikuti diklat tersebut, yang bersangkutan dapat
memperoleh angka kredit sebesar 3.

2. UNSUR KEGIATAN PERENCANAAN (DILAKSANAKAN
OLEH PERENCANA JENJANG TERTENTU)

Dasar Pemberian Angka Kredit:

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapar perencana yang sesuai dengan
jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada Lampiran I Kepmenpan No. 16/M.PAN/03/2001, maka perencana
yang satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat
melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari
pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan ketentuan sebagal
berikut:

132

Perencana yang melaksanakan tugas perencana di atas jenjang
jabatannya, akan memperoleh angka kredit sebesar 80% dari angka
kredit apabila kegiatan dimaksud dilakukan oleh perencana pada
jenjang yang seharusnya.

Perencana yang melaksanakan tugas perencana di bawah jenjang
jabatannya, akan memperoleh angka kredit yang sama (100%) dengan
angka kredit apabila kegiatan dimaksud dilakukan oleh perencana
pada jenjang yang seharusnya.

Terhadap penugasan yang diberikan secara kelompok, jumlah
anggota yang diperkenankan maksimal 4 orang. Jumlah angka kredit
yang sama sebagaimana Lampiran I Kepmenpan No. 16/M.PAN/
03/2001, diberikan kepada masing-masing individu perencana.

Sub Unsur Identifikasi Permasalahan

1) Penyusunan Desain dan Instrumen (Angka Kredit 0,3.
Perencana Muda)
Desain dan instrumen dimaksud adalah rancang kebijakan yang
perluditempuh untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.
Bukui Fisik:
Laporan berisi desain dan instrumen.
Contoh:

Baruna, SE dan Ir. Vina, Perencana Muda pada Bappeda
Kabupaten Sigli, ditugaskan menyusun desain dan instrumen
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2)

3)

4)

program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sligi. Dengan
laporan desain dan instrumen 1ni, Baruna, SE dan Ir. Vina masing-
masing mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.

Pengumpulan Data Primer (Angka Kredit 0,4. Perencana
Muda)

Data primer dimaksud adalah data yang secara langsung
dikumpulkan melalui survei kepada responden, baik melalui
wawancara maupun kuesioner. Pengumpulan dara yang dapat
diberikan angka kredit sekurang-kurangnya adalah 30 responden.

Bukti Fistk:
Laporan berisi data primer yang telah dikumpulkan.

Contoh:

Dra. Nurul, Perencana Muda pada Bappeda Kabupaten Sigli,
ditugaskan mengumpulkan data primer penduduk miskin
langsung dari desa-desa di kabupaten bersangkutan. Dengan data
primer yang terkumpul tersebut, Dra. Nurul mendapat angka
kredit sebesar 0,4.

Pengumpulan Data Sekunder (Angka Kredit 0.1. Perencana
Pertama)

Data sekunder dimaksud adalah data yang dikumpulkan baik
melalui media cetak maupun elektronik.

Buku Fisik:
Laporan berisi data sekunder yang telah dikumpulkan, dilampiri
fotocopy sumbernya.

Contoh:

Aini, SE, Perencana Pertama pada Bappeda Kabupaten Sigls,
ditugaskan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai
pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan hasil-hasilnya,
baik di tingkat nasional maupun propinsi, melalui publikasi BPS
dan media cetak lainnya. Dengan laporan ini, Aini, SE
mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

Penginventarisasian Sumber Daya yang Potensial (Angka
Kredit 0,2. Perencana Pertama)

Sumber daya dimaksud adalah sumber daya pembangunan
mencakup sumber daya keuangan, SDM, teknologi, dan
sebagainya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah
pembangunan.
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Bulkti Fisik:

Laporan berist potensi sumberdaya pembangunan.

Contoh:

Drs. Rohmin dan Ir. Sodjak, Perencana Muda pada Bappeda
Kabupaten Tasikmalaya, ditugaskan untuk melakukan
inventarisasi sumber daya yang potensial di daerahnya dalam
rangka pengentasan kemiskinan. Mereka menginventarisas:
sumber daya tersebut dari Dana Bagi Hasil, DAU, DAK, PAD,

dan masyarakat setempat. Dengan laporan yang dibuat, masing-
masing memperoleh angka kredit sebesar 0,2

5) Kodifikasi Data (Angka Kredit 0,1. Perencana Pertama)

Kodifikasi data dimaksud adalah melakukan pemberian kode
sebagai dasar untuk pengelompokan data sesuai kebutuhan.
Jumlah data yang dapat diberikan angka kredit sekurang-
kurangnya adalah 100 record.

Bukti Fisik:

Laporan berisi data yang telah dikodifikasikan.

Contoh:

Dra. Nurul selanjutnya ditugaskan untuk melakukan kodifikasi
terhadap data primer yang masuk berdasarkan desa dan jenis

pekerjaan (mata pencaharian). Dalam hal ini, Dra. Nurul
mendapatkan angka kredit 0,1.

6) Pemasukan Data (Angka Kredit 0,1. Perencana Pertama)

Pemasukan data merupakan kelanjutan dari kodifikasi data yang
umumnya dilakukan dengan pengetikan (key in) ke dalam suatu
sistem. Untuk mendapatkan angka kredit sebesar 0,1, data yang
dimasukkan minimal sebesar 100 record.

Bukti Fisik:

Laporan pemasukan data disertai hasil cetak (print-ouz) data yang
telah dimasukkan ke dalam media (dalam bentulk disket atau
media lainnya).

Contoh:

Berdasarkan kodifikasi yang telah dilakukan, Ir. Syukur,
Perencana Pertama pada Bappeda Kabupaten Kebumen,
ditugaskan memasukkan dara keluarga miskin sebesar 543 unit

ke dalam disket. Dengan laporan yang dibuatnya, Ir. Syukur
mendapatkan angka kredit sebesar ,1.
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7) Tabulasi Data (Angka Kredit 0,1. Perencana Pertama)

Tabulasi data dimalksud adalah menyusun semud data primer
dalam bentuk tabel sesuai keperluan.
Bukti Fisik: '
Laporan berisi tabulasi darta.
h: v _

iog;\)akur selanjutnya ditugaskan untulk ?jfnbuaz& tabgia:i;te al

: ifikast tukan :

i berdasarkan kodifikasi yang telah diten !
I))r;l:;e;iperlukan. Dengan laporan yang dibuat, Ir. Syuku
mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

8) Pengolahan Data (Angka Kredit 0,2. Perencana Pertama)

Pengolahan data dimaksud adalah mengolah data primer men)afii
infogrmasi yang berguna, bervariasi dari tinghkat yang sangat
mudah sampai dengan yang sangat sulit.

) F. .k‘: . . . . p
Igi:;::»lraflhasil pengolahan data, dilampiri dengan buku data

primer.

Conen j i k tuk mengolah data

Ir. Syukur selanjutnya ditugaskan untu ngolah dutd

berdasarkan penggolongan desa 'dan mata penczcx1 Zr .  Dart

pengolahan data tersebut dapat dilihat sebaran pendu ‘u Dmn in
ada masing-masing desa dan mata pencahariannya. {z gd'

faporan yang dibuat, Ir. Syukur mendapatkan angka kredit

sebesar 0,2

9) Mereview Kelengkapan Data (Angka Kredit 0,2. Perencana
Muda) ‘ L
Review kelengkapan data dimaksud adalah memeriksa kembali
data yang diperoleh dengan keburuhan data yang diinginkan,
baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Bukui Fisik:
Laporan kegiatan review kelengkapan data.

‘I:i(f)rgjl}xlib, Perencana Muda pada Bappeda Kabup:}nin leg{hr;
ditugaskan untuk mereview kelengkap_an data. pendg( u 1}1}1-15 :,‘
yang telah terkumpul sejak data masih be'rsﬂat primer Smlg?g
selesai diolah. Dengan laporan yang dibuatnya, Ir. Sohi

mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.
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10) Pembuatan Diagram dan Tabel (Angka Kredit 0,1.
Perencana Pertama)

Diagram dan tabel dimaksud diperfukan untuk memudahkan
analisis masalah. Angka kredit dapat diberikan, apabila kegiatan
pembuatan diagram dan tabel tersebut sesuai dimaksud dalam
surat penugasan (work-order).

Bentuk Fisik:
Laporan berisi diagram dan tabel.

Contoh:

Ir. Syukur selanjutnya ditugaskan untuk membuat diagram dan
tabel untuk keperluan analisis dan presentasi dengan DPRD
setempat. Dalam hal ini, Ir. Syukur mendapatkan angka kredit
sebesar 0,1.

11} Penvajian Latar Belakang Masalah (Angka Kredit 0,1.
Perencana Pertama)

%m apan ‘atar belakang masalah disusun berdasarkan informast
zdta primer yang telah diolah.

Zertuk Fisik:
Laporan tentang latar belakang masalah.

Contoh:

Ir. Syukur, Perencana Pertama pada Bappeda Kabupaten
Banyumas, ditugaskan menulis latar belakang masalah
kemiskinan. Dari data yang diolah, ia menemukan bahwa
kemiskinan di Kabupaten Banyumas lebih banyak berupa
kemiskinan temporer karena banyaknya pengangguran yang
terjadi selama krisis. Dengan laporan yang dibuatnya, Ir. Syukur
mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

12) Memformulasikan Sajian Untuk Analisis (Angka Kredit 0,2.
. Perencana Muda)

Formulasi sajian dimaksud disusun dengan memadukan latar
belakang masalah, fakta yang ada, serta potensi yang tersedia.

Bentuk Fisik:
Laporan tertulis yang berisi formula penyajian menyeluruh
untuk keperluan analisis.

Contoh:

Ir. Vera, Perencana Muda pada Bappeda Kabupaten Simalungun,
ditugaskan untuk menyusun formulasi sajian untuk keperluan
analisis berdasarkan latar belakang masalah, fakta yang ada, dan
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potensi dacrah dalam program pengentasan kemiskinan. Dengan
laporan yang dibuatnya, Ir. Vera mendapatkan angka kredit
sebesar 0,2.

13) Menganalisis Hasil-hasil Pembangunan (Angka Kredit 0,3.

Perencana Muda)

Analisis hasil pembangunan dilakukan hanya terhadap kegiatan
pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bentuk Fisik:
Laporan berisi analisis hasil-hasil pembangunan.

Contoh:

Drs. Felix dan Dra. Anna, Perencana Muda pada Dinas Pertanian
Kabupaten Lombok, ditugaskan menganalisis hasil-hasil
pembangunan di sektor pertanian selama 3 tahun terakhir ini.
Dengan laporan yang dibuatnya, masing-masing perencana
tersebut mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.

14) Mengevaluasi data yang sudah ada (Angka Kredit 0,2.

Perencana Muda)

Evaluasi data-data dimaksud dilakukan terhadap data yang sudah
ada dikaitkan dengan kebutuhan analisa pembangunan.

Bentuk Fisik:
Laporan berisi hasil evaluasi terhadap data yang ada.

Contoh:

Ir. Mangunsong, Perencana Muda pada Bappeda Kota Medan,
ditugaskan untuk melakukan evaluasi data yang sudah ada dengan
kebutuhan analisa pembangunan yang akan dilakukan. Dengan
laporan tertulis berisi evaluasi data tersebut, Ir. Mangunsong
memperoleh angka kredit sebesar 0.2

15) Menyusun Neraca Sumber Daya yang Potensial {Angka

Kredit 0,2. Perencana Muda)

Sumber daya dimaksud adalah sumber daya pembangunan
mencakup sumber daya keuangan, SDM, teknologi, dan
sebagainya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah
pernbangunan.

Bentuk Fisik:
Laporan berisi neraca sumber daya potensial.

Contoh:
Vina, MBA, Perencana Muda pada Bappeda Propinsi Sulawesi
Tenggara, ditugaskan menyusun neraca sumber daya potensial
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bagi Kevangan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara. Dengan
laporan tertulis yang berisi potensi keseimbangan keuangan
daerah Propinsi Sulaewesi Tenggara, Vina, MBA memperoleh
angka kredit sebesar 0,2

16) Menentukan Jenis Permasalahan (Angka Kredit 0,1,
Perencana Pertama)

Kegiatan dimaksud hanya menentukan jenis permasalahan yang
dithadapi. Adapun ungkat permasalahan dinilai dalam kegiatan
(.17,

Bentuk Fisik:

Laporan berisi jenis permasalahan yang dihadapi.

Contoh:

Ir. Sobur, Perencana Pertama pada Dinas Tata Kota Bogor,
ditugaskan untuk menemukan permasalahan pokok yang dihadapi
oleh Kota Bogor dalam mengembangkan pariwisata. Setelah
melakukan pengamatan dengan seksama, Ir. Sobur menemukan
salah satu masalah pokoknya adalah kepadatan lalu lintas
terutama di seputar Kebun Raya Bogor. Sesuai dengan laporan
yang dibuat, Ir. Sobur mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

17) Menentukan Tingkat Permasalahan (Angka Kredit 0,1.

Perencana Muda)

Tingkat permasalahan ditentukan setelah jenis permasalah
ditemukan.

Bentuk Fisik:

Laporan berisi tingkat permasalahan yang dihadapi.

Contoh:

Setelah membaca laporan Ir. Sobur, Ir. Simanjuntak, Perencana
Muda pada Dinas Tata Kota Bogor, ditugaskan untuk
menentukan tingkat permasalahan dari kepadatan lalu lintas yang
dihadapi Kota Bogor. Berdasarkan pengamatan yang seksama,
Ir. Simanjuntak memastikan pada kepadatan lalu lintas di Kota
Bogor sudah pada tingkat yang rawan. Dengan laporan tersebut,
Ir. Simanjuntak mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

18) Menentukan Faktor-faktor Penyebab Permasalahan (Angka

Kredit 0,1. Perencana Muda)

Setelah diketahui jenis dan tingkat permasalahan yang dihadapi,

kemudian diidentifikasi penyebab timbulnya permasalahan
tersebut.
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k Fisik: |
Inizr:;ran yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat

diidentifikasikan sebagai penyebab dan bagaimana faktor tersebut
dapat menjadi penyebab timbulnya masalah.

Contoh:

i ~untak selanjutnya ditugaskan untuk r:nenerr}ukan
gktscix{nfz?tl;? yang mer:gakibatkan kepadatan lalu lintas di K{;ta
Bogor. Setelah melalui pengamatan yang seks;;)ma, r'.
Simanjuntak menemukan bahwa faktor penyeba Autlaéna
kepadatan lalu lintas di Kota Bogor adalah letak terrmlna us
yang berdekatan dengan Kebun Raya Bogor. Dengan laporan
tersebut, Ir. Simanjuntak mendapatkan angka kredit 0,1.

b. Sub Unsur Perumusan Alternatif Kebijakan

1)

2)

Menyusun Landasan Kerangka Teoritis dan Model (Aqgka
Kredit 0,3. Perencana Madya)

Kerangka teori dimaksud adalah pemilihan landasan teori yang
digunakan untuk mendekati permasalahan pembangunan yang
dihadapi. Adapun model dimaksud adalah lferanglfa yang chgunaka.ln
untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi yang'dapat pula
digunakan sebagai alat simulasi tingkah laku dari suatu sistem.

Bukti Fisik: .
Laporan yang menjelaskan landasan teori dan model yang
digunakan untuk mendekati permasalahan pembangunan.

h: o
g::?:,) MSc, Perencana Madya pada Bappeda Propinsi Riau,
ditugaskan merumuskan kebijakan pengemb:mg:mv ekons{rgu
Propinsi Riau. Dengan menggunakan data yang ada, 1ren§, c
menyusun landasan teoritis dan kerangka/model pengem angaén
ekonomi Propinsi Riau. Dengan laporan tersebut, Irene, MSe
mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.

Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/
kerangka logis. (Angka Kredit 0,2. Perencana Muda)

Studi pustaka dimaksud adalah mencari informasi yang lengkaps
untuk memahami permasalahan yang adg guna memperkuat
landasan teoritis dan model yang sudah ditentukan, ‘termasuk
informasi mengenai kebijakan yang pernah dilakukan
sebelumnya.
Bukti Fisik:

Laporan yang menguraikan hasil studi pustaka yang dilakukan.
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3)

4)

5)

Contoh:

Ir. Hasbi, Perencana Muda Bappeda Propinsi Riau, ditugaskan
membantu Irene, MSc melakukan studi pustaka untuk
memperkuat landasan teori/kerangka logis yang telah dibuat.
Dengan laporan yang dibuat, Ir. Hasbi memperoleh angka kredit
sebesar 0,2.

Penyusunan Spesifikasi Model (Angka Kredit 0,1. Perencana
Muda)

Spesifikasi mode] dimaksud adalah menentukan variabel yang
berpengaruh dalam model; kemudian menyusun hubungan
antara variabel yang ada.

Bukui Fisik:
Laporan yang memuat spesifikasi model yang akan digunakan.

Contoh:

Ir, Hashi selanjutnya ditugaskan menyusun spesifikasi dari model
pengembangan industri nonmigas di Riau dengan menentukan
hubungan masing-masing variabel yang ada. Dengan laporan ini,
Ir. Hasbi mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

Menyusun asumsi/hipotesa Model (Angka Kredit 0,2.
Perencana Madya)

Asumsi/hipotesa dimaksud disusun berdasarkan spesifikasi
model serta pemahaman terhadap permasalahan yang ada.

Bukti Fisik :
Laporan yang memuart asumsi/hipotesa model yang digunakan.

Contoh:

Irene, MSc selanjutnya ditugaskan menyusun asumsi/hipotesa
model pengembangan sektor nonmigas di Riau. Ia
mengasumsikan bahwa salah satu penyebab kurang
berkembangnya sektor nonmigas adalah karena lemahnya
dukungan infrastrukrur fisik antara lain prasarana jalan dan
telekomunikasi kecuali untuk kawasan industri migas. Asumst/
hipotesa ini didasarkan aliran input-output yang disajikan dalam
Tabel 1/0 tahun 1995. Dengan laporan tersebut, Ir. Irene, MSc
mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

Melakukan konsultasi dengan pihak/lembaga yang
kompoten {(Angka Kredit 0,2. Perencana Muda)

Pihak/lembaga kompeten dimaksud antara lain perguruan tinggi,
lernbaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masvarakat.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional! Perencana

Bukui Fisik: o
Laporan yang berisi kesimpu :
terl:ulis dari pihak/lembaga yang berkompoten tersebut.

lan hasil konsultasi atau masukan

Contoh: ) '
K:)rena Ir. Hasbi berhalangan sakit, Irene, MSc selanjutnya

1 an untuk melakukan konsultasi tentang konsep
l(itsﬁjg:lz:\{n dan model yang dikembangkan. Dari sisi kebx)akan,
ia melakukan konsultasi dengan DPR['),‘l?admd.a Riau, da.n
beberapa asosiasi usaha; sedangkan dari sist tekn}k m’odelz ia
melakukan konsultasi dengan Fakultas Ekonomi .Umversntaz?
Riau dan Andalas. Dengan laporan yang berxsx. hasil konsultast
tersebut, Irene, MSc mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

6) Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian
tujuan (Angka Kredit 0,3. Perencana Utama)

Penyesuaian dimaksud dapat bc?%'upa baik perubahan mauiun
pendalaman dari konsep kebijakan dan model yang akan
dikembangkan.

i Fisik:
:I'i:s:ransyang berisi penyesuaian terhadap konsep dan model
yang dikembangkan.

h: ‘
Ic)zzlitﬁporm hasil konsultasi didapatkan masukan, bahwa selain
karena rendahnya dukungan infrastruktur fisik, kurang
berkembangnya sektor nonmigas juga disebabkan oleh lemahnya
iklim investasi di Riau. Ir. Arni, MSc, Perencana Utama pada
Bappeda Propinsi Riau, ditug:.askafx untuk n?elaku'ka}n.
penyesuaian dengan masukan dan hasd. k?nsultasx. Dari sisi
kebijaksanaan, iklim penanaman modal di Riau perlu dievaluast
lebih lanjut. Sedangkan dari sisi teknis n_lodel.; pex:lu
dikembangkan model parsiil investasi untuk melihat d_mamnka
investasi dan korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan laporan yang dibuatnya, Arni, MSc mendapatkan
angka kredit sebesar 0,3.

7) Memasukkan datake dalam model yang akan dipakai (Angka
Kredit 0,2. Perencana Muda)

Pemasukan data dimaksud sesuai dengan jenis data/informasi
yang sudah dispesifikasikan dalam model yang untuk dapat
diolah lebih lanjut.

Bukti Fisik: .
Laporan berisi data yang sudah berada di dalam model.
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8)

%)

Contoh:

Ir. Hasbi ditugaskan lagi untuk memasukkan data ke dalam
model input-output, ekonometrik time serles, dan statistik
korelatif. Dengan laporan data yang sudah berada dalam model
tersebut, Ir. Hasbi mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

Mengkaji hasil-hasil pengujian model (Angka Kredit 0,2.
Perencana Madya)

Berdasarkan model yang dikembangkan, dihasilkan beberapa
gambaran dan perkiraan/ rencana pelaksanaan suaru kegiatan
pembangunan, atau penerapan simulasinya dalam suatu
kerangka/model yang digunakan.

Bukti Fisik:
Laporan berisi kajian terhadap hasil pengujian model yang
dilakukan,

Contoh:

Ir. Sahala, MSc ditugaskan mengkaji hasil pengujian model yang
dilakukannya. Peningkatan infrastrukrur jalan misalnya hanya
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5%. Sedangkan
apabila dilakukan bersamaan dengan peningkatan iklim investasi
akan memberi tambahan pertumbuhan sebesar 1% Dengan
laporan yang berisi kesimpulan dari hasil pengujian model
tersebut, Ir. Sahala, MSc mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang
(Angka Kredit 0,4. Perencana Utama) ‘

Kebijaksanaan strategis jangka panjang dimaksud berjangka
waktu 10 - 25 tahun. Tujuan realitis dimaksud adalah tujuan
yang dapat dicapai dalam kurun wakuu tersebut. Terhadap tujuan
yang ditetapkan lebih dari satu, perlu diperhatikan bahwa tujuan-
tujuan tersebut tidak saling bertentangan.

Bukti Fisik:

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan
dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
panjang.

Contoh:

Ir. Sulaiman, MSc, Perencana Utama pada Bappenas, ditugaskan
untuk merumuskan tujuan realistis pembangunan jangka panjang
sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjuran dalam kurun waktu
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20 tahun ke depan. Dengan laporan yang dibuatnya, Sulaiman,
MSc memperoleh angka kredit sebesar 0,4.

10) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
menengah (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya).

Kebijaksanaan strategis jangka menengah dimaksud I.)erjangka
waktu 3 - 5 tahun. Tujuan realitis dimaksud adalah tujuan yang
dapat dicapai dalam kurun waktu tersebut.

Bukti Fisik: “ o L
Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan
dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
menengah.

Contoh: o
Ir. Rakyan, MSc, Perencana Madya pada ?appeda Px.fol:fmsx Jawa
Timur, ditugaskan merumuskan tujuan realulsus d:'dam
perencanaan kebijaksanaan pembangunan ekonomi Jawa Txfnur
5 tahun ke depan antara lain: (a) meningkatkan kua‘htas hidup
masyarakat Jatim dan Iingkungfmnya; (b) memngkfttkan
pendapatan daerah; serta {c) menciptakan lapangan kerja dan
menurunkan angka kemiskinan. Dengan besaran-besaran
kuantitatif yang dinilai realistis, Rakyan, MSc mendapatkan

angka kredit sebesar 0,2,

'11) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek
{Angka Kredit 0,2. Perencana Muda)

Kebijaksanaan strategis jangka pendek dimaksud T?erjangka
waktu 1 - 2 tahur. Tujuan realitis dimaksud adalah tujuan yang
dapat dicapai dalam kurun wakrtu tersebur.

Bukti: ‘ o .
Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan
dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek.

Countoh: o
Drs. Amirudin, MBA, Perencana Muda pada Bapgeda Prop_mg
Sulawesi Tenggara, ditugaskan merumuskan tujuan realistis
dalam rencana kebijaksanaan strategis peningkatan pendapatan
daerah satu tahun ke depan. Apabila Amirudin, MBA .dapat.
mengungkapkan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapal
dengan jelas, maka yang bersangkutan dapat memperoleh angka
kredit sebesar 0,2.
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12) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalan.: perencanaan kebijaksanaan strategis makro (Angka
Kredit 0,3. Perencana Utama)

Kebi!'aksanaan makro dimaksud adalah kebijaksanaan yang sifat
,dan hngkupnya nafional. Tujuan realitis dimaksud adalah tujuan
yang dapat dicapai dalam kurun waktu tersebut.

Bukti:

ﬁ,'apor'fm berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan
icapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro.

Contoh:

Djamin, MA, Perencana Utama pada Bappenas, ditugaskan
memn}uskan tujuan realistis dalam rencana kebijaksanaan
strategis percepatan pemulihan ekonomt nasional tahun 2000 -
2004. Dengan laporan yang berisi tujuan-tujuan yang realistis
antara }am berisi sasaran indikatif pertumbuhan ekonomi yan
dlpe‘rkl‘rakan mampu mengurangi pengangguran dan tinvka%
kemiskinan, Djamin, MA mendapatkan angka kredit sebesarbo,l

13) ?erumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
alan} perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral (Angka
Kredit 0,2. Perencana Madya).

Kebijaksanaan sektoral dimaksud adalah kebijaksanaan melalui
:sektor sepef’ti yang tercantum dalam rencana pembangunan baik
jangka panjang, menengah, maupun pendek.

- Bukti:
L'apor:‘m berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan
dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral.
Contoh:
Silalahi, MA, Perencana Madya pada Bappeda Propinsi Sumatera
Batzft‘, ditugaskan merumuskan tujuan realistis dalam rencana
kebijaksanaan strategis pembangunan sektor pertanian di
Sumatera Barat. Dengan laporan yang memuat tujuan yang

realistis dapat dicapai, Silalahi :
sebesar O,fat apai, Silalahi, MSc mendapatkan angka kredit

14) ?idtl:rumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
alam perencanaan kebijaksanaan strategis regional (Angka
Kredit 0,2. Perencana Muda)

Regional yang dimaksud da
: . pat merupakan kawasan ya
dibentuk untuk kepentingan kesatuan pembangunan ekor?oxr;gi
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suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan,
kesatuan dari beberapa wilayah administrasi lainnya, atau
kawasan lain yang memerlukan perhatian khusus. Kebijaksanaan
strategis regional dapat merupakan kebijaksanaan strategis
pembangunan nastonal yang didesentralisasikan ke dalam lingkup

spatial yang lebih kecil.

Bukti:
Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan

dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional.

Contoh: ' ‘
Syahrir, MPA, Perencana Muda pada Bappeda Propins Sulawesi

Tengah, ditugaskan merumuskan tujuan realistis dalam rencana
kebijaksanaan pembangunan kawasan berikat. Dengan laporan
yang memuat tujuan yang dipandang realistis tersebut, Syahrir,
MPA mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

15) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan program strategis jangka panjang
(Angka Kredit 0,3. Perencana Utama)

Program strategis jangka panjang dimaksud berjangka waktu
10 - 25 tahun. Tujuan realitis dimaksud adalah tujuan yang dapat
dicapai dalam kurun waktu tersebut. Program dimaksud adalah
program strategis yang dapat menjadi acuan bagi penyusunan
program strategis jangka menengah.

Bukti Fisik:
Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan
dicapai dalam perencanaan program strategis jangka panjang.

Contoh:

Basuni, MSc, Perencana Utama pada Bappenas, ditugaskan untuk
merumuskan tujuan realistis dalam rencana jangka panjang
program penanggulangan kemiskinan termasuk diantaranya
menyusun terbentuknya jaminan sosial bagi masyarakat kurang
mampu atau yang mengalami musibah misalnya pemutusan
hubungan kerja. Dengan laporan tersebut, Basuni, MA
memperolch angka kredit sebesar 0,3

16) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan program strategis jangka menengah
{Angka Kredit 0,4. Perencana Madya)

Program strategis jangka menengah dimaksud berjangka waktn
3 5 tahun. Tujuan realitis dimaksud adalah tujuan yang dapai
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d;capal dalam kurun waktu dimaksud. Program dimaksud adalah
program strategis yang dapat menjadi acuan bagi penyusunan
program strategis jangka pendek.
Bukui Fisik:
Laporan berisi rumusan t j

aporan entang tujuan realistis yang akan
dicapai dalam perencanaan program strategis jangka meragengah.
Contoh:

Ilzlaes:;;uliﬁ;] Iier'encana l\ﬁadyadpada Bappenas, ditugaskan
vjuan realistis dalam perencanaan jangk
:ét;iegxgah program penanggulangan kemiskinan antalra lgah:
dagai dxp;x'léenuhi( kei:;lutuhan bahan pokok pangan, pelayanan
i bidang kesehatan, pendidikan dan  bagi
, perumahan b
keluarga dan kelompok masyarakat miskin secara merata dz;gr:

terjangkav. Dengan laporan i
yang disusun terseb i
mendapatkan angka kredit sebesar 0,4. rrebut, Baswir, MA

1 . .
7) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan
program strategis m .
0,3. Perencana Utarna) . akro (Angka Kredit

groligram stratt{gis makro dimaksud adalah program yan
:;’n glgkup nasu_)nfd seperti yang tercantum dalam rencani
pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun pendek
Bukti: .

Lapor 11 j
dicI; ?r:i ?ensx rumusan tentang tujuan realistis yang akan
pai dalam perencanaan program strategis makro.

Contoh:

Radjawane, MA, Perencana Utama pada Bappenas, ditugaskan
;nerumuskan program nasional Pengendalian Pencemaran Udara
) :;:1%11;1 s;sa;an pe'nggu(xilaan baban bakar bensin tanpa timbal di
ndonesia pada akhir tahun 2003. Dengan 1
‘ . apo
tersebut, Radjawane, MA memperoleh angka kredi% sebesgr (r)a;

18 . .
) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan
T program strategis
Kredit 0,3. Perencana Madya) gls seloral (Angha

Program strategis sektoral dimaksud adalah program seperti
yang tercantum dalam rencana pembangunan baik jangk
panjang, menengah, maupun pendek. e
Bukti:
Laporan berisi rumusa j

apors n tentang tujuan realistis yan
dicapai dalam perencanaan program strategis sektor:; g akan
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Contoh:
Ir. Wulandari, MSc, Perencana Madya pada Depkimpraswil,

ditugaskan merumuskan tujuan realistis perencanaan program
nasional pembangunan prasarand dan sarana permukiman yang
wramanya adalah : (1) meningkatkan kualitas hidup masyarakat
melalui peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana
permukiman baik di kawasan perkotaan maupun kawasan
perdesaan; 2 meningkatkan peranan dunia usaha/swasta dalam
penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukimar.
Dengan laporan yang disusun, Ir. Wulandari, MSe memperoleh

angka Lredit sebesar 0,3

19) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan program strategis regional (Angka
Kredit 0,2. Perencana Muda)

Regional yang dimaksud dapat merupakan kawasan yang
dibentuk untuk kepentingan kesatuan pembangunan ekonomi
suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan,
kesatuan dari beberapa wilayah administrasi lainnya, atau
kawasan lain yang memerlukan perhatian khusus. Program
strategis regional dimaksud adalah program seperti yang
rercantum dalam rencana pembangunan baik jangka panjang,
menengah, maupun pendek.

Bukti:

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan
dicapai dalam perencanaan program strategis regional.

Contoh:
Ir. Masduki, Perencana Muda pada Depdagri, ditugaskan

merumuskan tujuan realistis dalam perencanaan program
Pembangunan Wilayah Tertinggal yang utamanya adalah
meningkatkan aksesibilitas wilayah tertinggal terhadap faktor
produksi dan prasarana fisik yang mendukung percepatan
pembangunan wilayah rertinggal, serta mengembangkan
kemampuan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan
masyarakat termasuk kelembagaan adat beserta kearifan
tradisionalnya. Dengan laporan tersebut, Ir. Masduki
mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

20) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan proyek sektor tunggal (Angka Kredit
0,2. Perencana Muda)

Proyek sektor tunggal dimaksud adalah proyek pembangunan
yang keterkaitan dengan sektor lain relatif kecil.
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Bukti Fistk:
Laporan berist rumusan tentang tujuan realistis yang akan
dicapai dalam perencanaan proyek sektor tunggal.

Contoh:

Dra. Regina, Perencana Muda pada Bappeda Kabuparten
Bengkulu, ditugaskan merumuskan rujuan realitis proyek
peningkatan kapasitas air bersih yang antara lain: (a)
meningkatkan kapasitas suplai menjadi 1000 1/detik pada akhir
tahun 2002, serta (b) meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap
80% penduduk. Dengan laporan int, Dra Regina mendapatkan
angka kredit sebesar 0,2.

21) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan proyek multi sektoral (Angka Kredit
0,3. Perencana Madya)

Proyek multi sektor adalah proyek pembangunan yang
melibatkan beberapa sekior terkait.

Buku Fistk:

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan
dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral.

Contoh:

Dra. Made, Perencana Madya pada Kabupaten Buleleng,
ditugaskan merumuskan tujuan realistis proyek peningkatan
efektivitas dan efisiensi jaringan irigasi terpadu bagi
pengembangan pertanian, agribisnis, dan pembangunan

perdesaan. Dengan laporan ini, Dra. Made memperoleh angka
kredit sebesar 0,3.

22) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan proyek kawasan (Angka Kredit 0,4.
Perencana Utama)

Kawasan dimaksud dapat dibentuk untuk kepentingan kesatuan
pernbangunan ekonomi suatu wilayah, pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan, kawasan kesatuan dan beberapa wilayah
administrasi lainnya, atau kawasan lain yang memerlukan
perhatian khusus.

Bukti Fisik:

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan
dicapai dalam perencanaan proyek kawasan.

Contoh:

Drs. Oka, Perencana Utama pada Departemen Kelautan dan
Perikanan, ditugaskan merumuskan tujuan realistis Program
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Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa yang pada
pokoknya untuk meningkatkan taraf kehidupan pelayan.
Dengan laporan ini, Drs. Oka memperoleh angka kredit sebesar

0,4.

¢. Sub Unsur Pengkajian Alternatif

1)

2)

Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif (Angka
Kredit 0,1. Perencana Pertama)

Kriteria dimaksud adalah ukuran dalam meni%ai be‘fbagai
alternatif yang ada. Alternatif dapat berupa alternatif kebijakan/
program/proyek/kegiatan.

Buktj Fisik: . o
Laporan yang menjelaskan landasan pemikiran atau prinsip-
prinsip yang digunakan untuk merumuskan kriteria.

Contoh: o
Dra. Muthia, Perencana Pertama pada Bappeda Propinsi
Sumbar, ditugaskan memilih kecamatan/desa yang akan
menerima dana bantuan khusus untuk pemberantasan
kemiskinan. Dra. Muthia kemudian merumuskan definisi
tentang kemiskinan dan ciri utamanya. Berdasarkan definisi dan
ciri tersebut dirumuskan kriteria yang dapat menggambarkan
tingkat kemiskinan suatu kecamatan/desa, misalnya jumlah dan
persentase penduduk yang pengeluaran per bulannya kurang
dari Rp 100.000 per kapita, jumlah dan persentase pendu.duk
yang buta-huruf, jumlah dan persentase penduduk yang tidak
bekerja atau mencari kerja (pengangguran), jumlah dan
persentase penduduk yang tidak tamat (putus'sekolah) SD, serta
jumlah dan persentase penduduk kurang giz1. I?engan laporan
yang berisi rumusan kriteria tersebut, Dra. Muthia mendapatkan
angka kredit sebesar 0,1.

Menulis saran untuk menilai alternatif (Angka Kredit 0,1.
Perencana Pertama)

Saran dintaksud adalah saran terhadap kriteria yang ada dan
nantinya digunakan untuk menilai alternatif.

Bukui Fisik: ) . .
Laporan berisi saran tentang kriteria yang sebaiknya digunakan
untuk menilai alternatif.

Contoh: ) o
Dra, Muthia selanjutnya ditugaskan menulis saran untuk kriteria
yang ada. Dengan dasar pemikiran tertentu, ia menyarankan
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bahwa kriteria-kriteria buta huruf, bekerja, dan kurang gizi tidak
perlu digunakan untuk menilai alternauf. Dengan laporan ini,
Dra. Muthia mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

2} Menentukan kriteria untuk menilai alternatif melalui proses

pengambilan keputusan (Angka Kredit 0,2. Perencana
Utama)

Pengambilan keputusan dilakukan dengan memilih satu kriteria
dari berbagai kriteria yang ada atau memberi bobot terhadap
beberapa kriteria yang akan digunakan.

Bukti Fistk :
Laporan berisi penjelasan tentang metode pengambilan

keputusan untuk suatu kriteria atau bobot terhadap beberapa
kriteria yang akan digunakan.

Contoh :

Drs. Hamdan, Perencana Utama Bappeda Propinsi Sumbar,
ditugaskan menentukan kriteria untuk menilai berbagai alternatif
yang ada. Berdasarkan kriteria-kriteria yang dibuat olek Dra.
Muthia, Drs. Hamdan menentukan bobot untuk masing-masing
kriteria sehingga dapar dihitung nilai total tertimbang (bobot
dikalikan angka masing-masing kriteria kemudian dijumiahkan)
yang menunjukkan nilai atau urutan kemiskinan dari masing-
masing kecamatan/desa. Drs. Hamdan mengusulkan misalnya
bahwa nilai total tertimbang kemiskinan yang berada di atas
rata-rata atau median dipilih untuk menerima bantuan. Dengan
laporan ini, Drs. Hamdan memperoleh angka kredit 0,2.

4) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis
jangka panjang (Angka Kredit 0,3. Perencana Utama)

Kriteria dimaksud harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
hendak dicapai dalam rencana pembangunan jangka panjang (10-
25 tahun) vang bersifat aspiratif.

Buksti Fisik :

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta
catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternarif
dalam rencana kebijaksanaan strategis jangka panjang.

Contch:

Salim, MA, Perencana Utama pada Depperindag, ditugaskan
mengkaji alternatif transformasi industri dalam rencana
kebijaksanaan strategis jangka panjang, antara lain: (1) mendorong
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pembangunan i
terbang dan ruan
dasar dan petro-kimia), ata

yang me

ekonomi yang akan dica

njadi bahan pertim

ndustri teknologi tinggi (misalnya pesawat
g angkasa), (2) industri hulu (perkz}pallan, 19ga{n
u (3) industri hilir. Kriteria-kriteria

bangan antara lain adalah struktur

pai, penciptaan lapangan kerja, dan

sebagainya. Dengan laporan ini, Salim, MA mendapatkan angka
kredit sebesar 0,3.

5) Mengkaji alternatif-alte
telah ditentukan dalam p

rnatif berdasarkan kriteria yang
erencanaan kebijaksanaan strategis

jangka menengah (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya)

Kriteria dimaksud harus sesuai dengan tujuan'dan sasaran yanig1
hendak dicapat dalam rencana pembangunan jangka menenga
(3-5 tahun) yang bersifat indikatif.

Bukti Fistk:

Laporan berisi kajian urutan : :
. _ o

kelebihan dan kekurangan masing-masing alterm;uf dala

perencanaan kebijaksanaan strategls jangka menengan.

Contoh

Ir. Simorangkir, 1
ditagaskan mengkaji a

prioritas kepentingan beserta catatan

Perencana Madya pada Depperindag,
lternatif rencana kebijaksanaan strategis

jangka menengah dalam rangka meningkat}qan produkt ;vnas iaxz
daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) nasiona ubm\z 5
tahun mendatang, antara lain: (a) mendorqng pengem ankgan
UKM substitusi impor untuk pasar domestik (captive market),
{b) mendorong UEKM berorientas elfspor, serta (¢) me‘ndor‘ong.
UKM tanpa memperdulikan orientasinya (ekspor atau substitusi

impor).
yang da

6) Mengkaji al
telah ditentu

Kriteria pemilihan

alternatifnya misalnya jumlah devisa

pat dihasilkan/dihemat, dan sebagainya. Dengan laporan
‘ni. Ir. Simorangkir mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

ternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
kan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis

jangka pendek (Angka Kredit 0,3. Perencana Muda)

Kriteria di

maksud harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang

hendak dicapai dalam rencana pembangunan jangka pendek (1-,
2 tahun) yang bersifat operasional.

Bukti Fisik :

Lapora

n berisi kajian v

rutan prioritas kepentingan beserta catatan

1 : ing-masl natif dalam
kelebihan dan kekurangan masing-masing ai{teﬁ
perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek.
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Contoh:

Drs. Jacob, Perencana Muda pada Depkeu, ditugaskan mengkaji
alternatif rencana kebijaksanaan strategis jangka pendek dalam
rangka percepatan restrukturisasi perbankan untuk tahun 2002,
antara lain: (a) rekapitalisasi bank bermasalah, (b) merger, serta
{c) penutupan bank. Kriteria yang dapat digunakan antara lain
biaya penjaminan perbankan yang harus disediakan pemerintah,
kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, dan
sebagainya. Dengan laporan ini, Drs. Jacob mendapatkan angka
kredit sebesar 0,3,

Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis
makro (Angka Kredit 0,4. Perencana Utama)

Kebijaksanaan makro dimaksud adalah kebijaksanaan yang
berlingkup nasional.

Bukti Fisik :

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan
kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam
perencanaan kebijaksanaan strategis makro.

Contoh :

Drs. Asep, Perencana Utama pada Kementrian Koordinator
Perekonomian, ditugaskan mengkaji alternatif rencana
kebijaksanaan percepatan pemulihan ekonomi tahun 2002,
antara lain: {a) penguatan perckonomian domestik,
bersandarkan kepercayaan konsumen dan investasi dalam
negeri; (b) mendorong investasi luar negeri dengan membuka
pasar dalam negeri selebar-lebarnya; serta (c) penguatan daya
saing ekspor untuk meningkatkan kinerja ekspor yang
menurun tahun 2001. Kriteria yang digunakan antara lain
lapangan kerja yang diciptakan, cadangan devisa yang
dihasilkan, dan sebagainya. Dengan laporan ini, Drs. Asep
mendapatkan angka kredit sebesar 0,4.

Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis
sektoral (Angka kredit 0,2. Perencana Madya)

Kebijakan strategis sektoral dimaksud adalah kebijakan sektor
pembangunan seperti tercantum dalam rencana jangka panjang,
menengah, dan pendek.
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9)

Bukti Fistk:

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan
kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam
perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral.

Contoh:

Sondakh, MBA, Perencana Madya pada Depkeu, ditugaskan
mengkaji alternatif rencana kebijaksanaan strategis
pengembangan sistem perbankan dalam 3 alternatif: (a) sistem
perbankan cabang (branch banking system) sebagaimana berlaku
selama ini, (b) sistem perbankan satuan (umit banking system)
seperti diterapkan di Amerika Serikat, serta (c) sistem campuran
(bybrid banking system) seperti diterapkan di Jepang, Perancis
dan Jerman. Kriteria yang digunakan antara lain biaya {transaksi)
termurah, aksesibilitas, dan skala kerentanan (vulnerability)
terhadap krisis. Dengan laporan ini, Sondakh, MBA
mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis
regional (Angka Kredit 0,2. Perencana Muda)

Regional yang dimaksud dapat merupakan kawasan yang
dibentuk untuk kepentingan kesatuan pembangunan ekonom
suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan,
kawasan kesatuan dari beberapa wilayah administrasi lainnya,
atau kawasan lain yang memerlukan perhatian khusus.
Kebijaksanaan strategis regional dimaksud adalah kebijaksanaan
seperti yang tercantum dalam rencana pembangunan baik jangka
panjang, menengah, maupun pendek.

Bukti Fisik:

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan
kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam
perencanaan kebijaksanaan strategis regional.

Contoh:

Ir. Djenar, Perencana Muda pada Bappeda Propinsi Riau,
ditugaskan mengkaji alternatif dalam rencana pengembangan
daerah Tegal sebagai kawasan industri kecil terpadu antara lain
dengan: (a) sub-contracting; (b) koperasi industri kecil, atau (c)
kombinasi keduanya. Kriteria yang digunakan antara lain biaya
transaksi, kekuatan menawar (bargaining power), dan keterkaitan
dengan industri menengah dan induknya. Dengan laporan yang
dibuat, Ir. Djenar mendapatkan angka kredir sebesar 0,2
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10) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis
jangka panjang (Angka Kredit 0,2. Perencana Utama)

Program strategis jangka panjang dimaksud mencakup kurun
waktu 10 - 25 tahun.

Bukti Fisik :

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan
kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam
rencana program strategis jangka panjang

Contoh :

Ir. Fernandus, Perencana Utama pada Depperindag, ditugaskan
mengkaji alternatif rencana kebijaksanaan strategis jangka panjang
pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berorientasi
ekspor, yaitu: (a) membentuk aliansi strategis (clusters) baik antar
IKM maupun antara IKM dengan industri besar dalam suatu
jaringan sistem produksi dan distribusi; (b) mengembangkan
jaringan sistem layanan pendukung usaha (business development
services - BDS) untuk meningkatkan akses IKM terhadap
sumberdaya produktif; dan (c¢) deregulasi peraturan-
kebijaksanaan untuk memperluas kesempatan berusaha secara
adil dan meningkatkan produktivitas. Dengan kriteria yang telah
ditentukan, laporan kajian dibuat. Dalam hal ini, Ir Fernandus
mendapatkan angka kredit sebesar 0,2

11) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis
jangka menengah (Angka Kredit 0,1. Perencana Madya)

Pengkajian alternatif dimaksud adalah melakukan analisa/
telaahan berdasarkan kriteria yang ditentukan untuk
mendapatkan pilihan yang paling optimal. Program strategis
jangka menengah dimaksud mencakup kurun waktu 3 - 5 tahun.
Bukti Fisik:

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan
kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam
perencanaan program strategis jangka menengah.

Contoh:

Drs. Hutapea, Perencana Madya pada Depperindag, ditugaskan
mengkaji 3 alternatif program strategis jangka menengah
pengembangan UKM yang diarahkan untuk membangun
kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, yaitu: (a) penciptaan
iklim usaha yang kondusif, (b} peningkatan akses kepada
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sumberdaya produktif, dan (c) pengembangan kewirausahaan
dan UKM berkeunggulan kompetitif. Dengan laporan yang
dibuat, Drs. Hutapea memperoleh angka kredit sebesar O,1.

12) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis
makro (Angka Kredit 0,3. Perencana Utama}

Program strategis makro dimaksud adalah program strategis
yang berlingkup nasional.

Bukti Fisik:

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan
kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam
perencanaan program strategis makro.

Contoh :

Safitri, MA, Perencana Utama pada Depkeu, ditugaskan mengkaji
berbagai alternatif program peningkatan ketahanan fiskal (fiscal
sustainability) tahun 2002, yaitu antara lain peningkatan rasio pajais
terhadap PDB, penjualan aset, privatisasi BUMN, dan
pengendalian belanja negara. Dengan kriteria yang telah
ditetapkan, Safitri, MA mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.

13) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis
sektoral (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya).

Program strategis sektoral dimaksud adalah program sektor
pembangunan seperti tercantum dalam rencana jangka panjang,
menengah, dan pendek.

Bukti Fisik :

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan
kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam
perencanaan program strategis sektoral

Contoh :

Dr. Tjuk, Perencana Madya pada Departemen Pertanian,
ditugaskan mengkaji berbagai alternatif dalam rencana program
ketahanan pangan antara lain melalui peningkatan produktivitas
lahan pertanian yang ada, pemanfaataan lahan menganggur,
diversifikasi bahan makanan, dan sebagainya. Dengan kriteri:
yang sudah ditetapkan, Dr. Tjuk membuat kajian terhadap
berbagai alternatif yang ada. Berdasarkan laporan tersebut, Dr.
Tjuk mendapatkan angka kredit sebesar G,2.
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14) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis
regional (Angka Kredit 0,2, Perencana Muda)

Regional yang dimaksud dapat merupakan kawasan yang
dibangun untuk kepentingan kesatuan pembangunan ekonomi
suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan,
kawasan kesatuan dari beberapa wilayah administrasi lainnya,
atau kawasan lain yang ditetapkan secara khusus. Program
strategis regional dimaksud adalah program seperti yang
tercantum dalam rencana pembangunan baik jangka panjang,
menengah, maupun pendek.

Bukti Fisik :
Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan

kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam
perencanaan program strategis regional.

Contoh:

Dra. Sari, Perencana Muda pada Bappeda Propinsi Sulawesi
Selatan, ditugaskan untuk mengkaji alternatif pengembangan
kawasan yang melibatkan beberapa kabupaten di sekitar Makasar
antara lain sebagai kawasan industri dan perdagangan,
pariwisata,.atau pendidikan. Dengan kriteria yang ditetapkan,
ia mengkaji masing-masing alternauif yang ada. Berdasarkan

laporan yang dibuat, Dra. Sari mendapatkan angka kredit sebesar
0,2.

15) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal
{Angka Kredit 0,1. Perencana Muda)

Proyek sektor tunggal dimaksud adalah proyek yang tidak
mempunyai kaitan erat dengan sektor lain.

Bukti Fisik:

Laporan berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan

kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam
perencanaan proyek sektor tunggal.

Contoh:

Drh. Pasaribu, Perencana Muda pada Departemen Pertanian,
ditugaskan untuk mengkaji proyek pengembangbiakan sapi
tahun 2002 dengan berbagai alternatif sapi lokal berdasarkan
kriteria medis yang sudah ditentukan. Dengan laporan yang
dibuat, Drh. Pasaribu memperoleh angka kredit sebesar 0,1.
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16) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor
(Angka Kredit 0,2. Perencana Madya)

Proyek multi sektor adalah proyek melibatkan beberapa sektor
pembangunan terkait.

i Fisik ¢ ‘ “
?i:k;anl berisi kajian urutan priofitas kepentingan besen'af c:ltz;tan
ke?ebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam
perencanaan proyek multi sektor

h:
g?:xl;xgita, MA, Perencana Madya pada Departemen Keuvangan,

ditugaskan untuk mengkaji be'rbagai alternanf_dplozjlz
pengembangan kredit usaha tam terp?du yang ti ai 'u)a
mencakup sektor pertaniaz dalam arti sempit te(s;ap ;kfn
perdagangan, perikanan, petemak_an. Kriteria yang 1gkusr;mum
antara lain jangka waktu pembcrmn lsredxt, bata; ma s

kredit, dan tingkat pengembalian kredit. Dengan lapora }:) leﬁ
memuat kajian alternatif tersebut, Gumpita, MA memper

angka kredit sebesar 0,2.

17) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan provek kawasan
(Angka Kredit 0,3. Perencana Utama)

Kawasan dimaksud dapat dibentuk untuk kepenungan l;)esag;ax;
embangunan ekonomi suatu wilayah, penge}olaan sum efl Zh

alam dan lingkungan, kawasan kesatuan fiarx beberapa Wll aian

administrasi lainnya, atau kawasan lain yang memeriu

perhatian khusus.

kui Fisik: o '
?: olran berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta camltan
kell)ebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam
perencanaar proyek kawasan

toh: ) ]
g::. ORosana, Perencana Utama di Bappenas, ditugaskan

mengkaji alternatif pengembangan kawasan ekonom'xr terpaix;,
yaitu: (a) Jawa-Bali; (b) Sumatera; dan {c) Irian, Nusa- er(;gg‘”;
Maluku, Sulawesi dan Kalimantan). Kriteria yang ¢ip! 11
‘misalnya adalah kedekatan dengan jalur pelayaran —mtemgsxonarl
ketersediaan bandara internasional, dan sebagalfxya\.b enga3
laporan ini, Dra. Rosana mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.
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» Sri, SE, Perencana Madya Kota Binjai, ditugaskan mengkaj:
i i berbagai alternatif kenaikan retribusi parkir dalam

V ?iemf{llsKsarda'n glternatlf dan saran rencana pelaksanaan p:;yufunan RAPBD 2002. Ia kemudian mfmbuat usulan

n ) .

gka Rredit 0,2. Perencana Madya) bahwa retribusi parkir kendaraan bermotor perlu dinaikkan
rata-rata 30%. Pilihan kenaikan lainnya adalah 10% dan 50%
dari tarif sebelumnya. Dengan laporan ini, Sri, SE, karena
jenjang jabatan perencananya setingkat lebih rendah, maka
yang bersangkutan mendapatkan angka kredit sebesar 80%

d. Sub Unsur Penentuan Alternatif dan Rencana

Saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan dimaksud ditulis
berdasarkan analisa kelebihan dan kekurangan dari berbagai
alternatif yang ada.

Bukti Fisik :

|

La]}:f{)ran yang memuat saran alternatif dan saran rencana ! x0,2 = 0,16.
elaksanaan. ;

gomoh- 3 3} Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaa'n
Ir Ac};mad Per Mad L yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis
Kf:llimaman T e}?cz{m ak ya pada. Bap‘p‘eda' Pr0pm5f : jangka panjang (Angka Kredit 0,5. Perencana Utama)
rencana alternateilflgat,klmgag lin menglde{lnf—lka?l berbagai Perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaan
Kalimantan Te u}? I kot 2 dacrah terisolir di pedalaman dimaksud dapat bersumber baik dari keuangan negara keuangan
; ngah. Ia kemudian membuat laporan yang berisi ; imaksud dapat bersu g gara, g

{ pemerintah daerah, BUMN/BUMD, swasta, maupun

dua rencana alternatif yaitu membuka sarana angkutan darat

atau mengembangkan angkutan sungai ke daerah terisolir :
tersebut. Berdasarkan pertimbangan biaya dan budaya ;
;r};syzijrakit setempat, ia merel::omendasikan untuk : Bukti Fisik:

ixembangkan sarana angkutan sungai. Dengan laporan ini, Ir. ' Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan

masyarakat. Rencana kebijaksanaan strategis jangka panjang
dimaksud berjangka waktu 10 - 25 tahun.

Achmad mendapatkan angka kredit sebesar 0,2. sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan
. kebijaksanaan strategis jangka panjang.
?) Iltiemproses pengambilan keputusan (Angka Kredit 0,2. Contoh
erencana Utama ’ ‘ ontoh: o
P bil : . - Ali, MBA, Perencana Utama pada Dinas Perhubungan Propinsi
?f?gam uan keputusag dlmaksufi adalah menetapkan suatu : Jambi, ditugaskan menyusun perkiraan anggaran yang
gl ld an ﬁa“ bergaaga alternatif yang sudah dikaji dan ’ diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis di sektor
d_er asarkan pertimbangan manfaat dan biaya yang akan L perhubungan untuk kurun waktu 2002 - 2012. Dengan laporan
anggung. : yang dibuat, Ali, MBA mendapatkan angka kredit sebesar 0,5.
Bukti Fisik: :

4) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan
yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis
jangka menengah (Angka Kredit 0,5. Perencana Madya)

Laporal.a yang memuat berbagai alternatif dan pemilihan
alternatif yang akan dilaksanakan serta perkiraan biaya dan
manfaat yang akan diperoleh.

Rencana kebijaksanaan strategis jangka menengah dimaksud

Contoh:
*  Sukamulyo, MSc, Perencana Utama di Bappenas, ditugaskan berjangka waktu 3 - 5 tahun.
lr(nembuat perhitungan asumsi nilai tukar rupiah untuk Bukti Fisik : ,
eperlualn penyusunan RAPBN 2002. Dengan berbagai \ Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan
lin etoda, 1a membuat 13130’?“ ten‘taf_lg_befbagai kemungkinan ‘ sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan
urs rupiah yang mungkin terjadi dalam tahun 2002; dan kebijaksanaan strategis jangka menengah.
me‘mlhh kurs s_ebesar Rp 9.000 per US$ sebagai asumsi yang C L
paling layak digunakan dilihat dari berbagai segi. Dengan ontoh: .
laporan dib 2 Ir. Komang, Perencana Madya pada Bappeda Kabupaten Bitung,
poran yang dibuat, Sukamulyo, MSc mendapatkan angka . . .
kredit sebesar 0,2, = ditugaskan menyusun perkiraan RAPBD Kabupaten Bitung
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untuk kurun waktu 2002 - 2005. Dengan laporan yang
dibuatnya, Ir. Komang mendapatkan angka kredit sebesar 0,5

5) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan
yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis
jangka pendek (Angka Kredit 0,4. Perencana Muda)

Rencana kebijaksanaan strategis jangka pendek dimaksud
berjangka waktu 1 - 2 tahun.

Bukti Fisik :

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan
sumber pembiaayan yang diperlukan dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis jangka pendek.

Contoh:

* Ir. Fauzi, Perencana Muda pada Pemda Propinsi Sulawesi
Tenggara, ditugaskan menyusun perkiraan RAPBD Propinsi
Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2002. Dengan laporan
yang dibvatnya, Ir. Fauzi mendapatkan angka kredit sebesar

0,4.

Dra. Nani, Perencana Pertama pada Bappeda DKI Jaya,

menyusun perkiraan kebutvuhan anggaran yang diperlukan

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis dalam penyediaan
kebutuhan pokok di kota Jakarta menjelang Hari Raya

Lebaran dan Natal tahun 2002. Dengan laporan ini, Dra.

Nani mendapatkan angka kredit sebesar 0,4 x 0,8 = 0,32.

6) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan
yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis
makro (angka kredit 0,4. Perencana Utama).

Kebijaksanaan makro dimaksud adalah kebijaksanaan yang
berlingkup nasional.

Bukti Fisik:

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan
sumber pembiayan yang diperlukan dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis makro.

Contoh:

Tati, MSc, Perencana Utama BKPM, ditugaskan menyusun
perkiraan pembiayaan investasi nasional 5 tahun ke depan, baik
yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat

termasuk dunia usaha. Dengan laporan yang dibuatnya, Tati,
MSc mendapatkan angka kredit sebesar 0,4.
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7)

/pembiayaan

Kiraan dan penentuan anggaran 1

Li:znygis:etx"lﬁgan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis
}s’ekt%ml (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya)

Rencana kebijaksanaan strategis sektoral dimaksuc? adgi;;;z 'S.::;:
seperti yang tercantum dalam rencana pembangunan j
panjang, menengah, maupun pendek.

. |
]Is.:];:)lrl:: 1yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan

sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis sektoral.

h:
IEZ:K:l SE, Perencana Madya pada .Depart‘emen I‘{el.mf:::;i
ditu as:kan menyusun perkiraan pembiayaan investasi 1;:?1 nal
tahfn depan yang diperlukan dalam perencanaan lfebua san
di sektor kelautan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun
oleh dunia usaha dan masyarakat I'uas. Denga;x laporan 11,
Kamal, SE mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

i /pembiayaan
rkiraan dan penentuan anggaran/p 1
Nii“}’;‘;;‘;liim dalam perencanaan kebijaksanaan strgtcgg
);egi%mal (Angka Kredit 0,3. Perencana Muda)

1 kan kawasan yang
ional vang dimaksud dapat merupa ' :
fi{iigelx(l)tuk U);ltu%i kepentingan kesatuan pembangunan e}l:on(c;mn
suatu wilayah, pengelolaan sumber ;iayz;l ali\im fi:a.n inr;igl gﬁg.;r;,
i . ilayah administra ,
kawasan kesatuan dari beb.erapa wilay o
: kawasan lain yang ditetapkan secara sus. raa
i::l;lut\jhm anggaran dan sumber pembiayaan dlmaksucgJ g;ﬁ;
bersumber, dari keuangan negard, keuangan daerah, B
BUMD, swasta, dan masyarakat.

: F' .k : -+ b -
Ezkzra: ly:mg, memuat perkiraan kebutuhan anggamr(; (li‘m
inf%rmasi sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan dalam
perencanaan kebijaksanaan strategls regional.

gg;,t (;?I:‘Sc, Perencana Muda Bappenas, ditugaskan mer;yusx;i

erkiraan pembiayaan investasi dalam rangka pengem a_ng' .
%awasan Indonesia Timur, baik yang dilakukan oleh pememft.a .
maupun oleh dunia usaha dan masyarakat luas. Dalam hal ini

Edy, MSc mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.
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9) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan
yang diperlukan dalam perencanaan program strategis
jangka panjang (Angka Kredit 0,3. Perencana Utama)

Rencana program strategis Jangka panjang dimaksud berjangka
waktu 10 - 25 tahun.

Bukti Fistk:

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan
sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
program strategis jangka panjang,

Contoh:

Ir. Toto, Perencana Utama pada Bappeda Propinsi Banten,
ditugaskan menyusun perkiraan pembiayaan program pertanian
di Propinsi Banten untuk kurun wakeu 2002 - 2012 yang

merupakan program strategis di propinsi tersebut. Dalam hal
ini Ir. Toto mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.

10) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan

yang diperlukan dalam perencanaan program strategis
jangka menengah (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya)

Rencana program strategis jangka menengah dimaksud
berjangka waktu 3 - 5 tahun,

Bukti Fisik:

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan

sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
program strategis jangka menengah.

Contoh:

Mathias, SE, Perencana Madya pada Pemda Kepulauan Nias,
ditugaskan menyusun perkiraan pembiayaan program di sektor
kelautan di Kepulauan Nias untuk kurun wakeu 2002 - 2005
yang merupakan program strategis di kepulauan tersebus.

Dengan laporan yang dibuatnya, Mathias, SE mendapatkan
angka kredit sebesar 0,2,

11) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan

yang diperlukan dalam perencanaan program strategis
makro (Angka Kredit 0,4. Perencana Utama)

Program strategis makro dimaksud adalah program strategis
yang berlingkup nasional.

Bukti Fisik:

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan

sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
program strategis makro.

T e S
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C tOh: ) N
K;):lman MSc, Perencana Utama Bappenas, ditugaskan

menyusun perkiraan kebutuhfm pembiaya‘.in g}?tukkprc;gera;:;
pengentasan kemiskinan nasional d_alam 5 \:a un. @) -.n;zah
bersumber dari pembiayaan pemerintah puscu,lpcm'cu v

daerah, dunia usaha, dan masyarakat luas. DerLgélzi' a}.)fgax? ; ;r;g
dibuatnya, Kirman, MSc mendapatkan angka kredit sebesar 0,4.

12) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaa‘n‘
yang diperlukan dalam perencanaan program strategis
sektoral (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya)

Program strategis sektoral dimaksud adalah program seAkeor
pembangunan seperti tercantum dalam rencana jangka panjang,
menengah, dan pendek.
Bukti Fisik:
. snoearan dan

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran da

1 i erencanaan
sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pere
program strategis sektoral.

Contoh:

Meliala, SPt, Perencana Madya pada Depart.emen Kelaut.an-dan
Perikanan, ditugaskan menvusun perkiraan pe:nb;a‘\. aag
program strategis di sektor kelautan untuk tahun 202, b;x
yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh dunia ’Tis-a}fa S.;n
masyarakat luas. Dengan laporan yang dibuatnya, Meliala, SPt
mendapatkan angka kredit sebesar C.2.

13) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembia}'aa.n
yang diperlukan dalam perencanaan program strategis
regional (Angka Kredit 0,3. Perencana Muda)

Regional yang dimaksud dapat merupakan kawasan yang
1 atu. : mi

dibentuk untuk kepentingan kesatuan pembangunan ekono

suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dgn 3m.gk1%ngan,

kawasan kesatuan dari beberapa wilavah administrasi lainnva,

atau kawasan lain yang ditetapkan secara khusus.

Bukri Fisik: ‘

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan

sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

program strategis regional.

pono: 1 k vusun
Dra. Anna, Perencana Muda pada BKPM, ditugaskan mens

1 1 1 : is di Kawasan
perkiraan pembiayaan investasi program strategis di Kawasa
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Indonesia Timur, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun
oleh dunia usaha dan masyarakat luas. Dengan laporan yang
dibuatnya, Dra. Anna mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.

14) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan
yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal
{Angka Kredit 0,2. Perencana Muda)

Proyek sektor tunggal dimaksud adalab proyek yang tidak
mempunyai kaitan erat dengan sektor lain.

Bukti Fisik:
Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan

sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek
sektor tunggal.

Contoh:

Ir. Rully, Perencana Muda pada Dinas Pengairan Kota Padang,
ditugaskan menyusun perkiraan anggaran proyek penyediaan
air minum di Kota Padang tahun 2002. Dengan laporan yang
dibuatnya, Ir. Rully mendapatkan angka kredir sebesar 0,2.

15) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan
yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor
(Angka Kredit 0,3. Perencana Madya) )

Proyek multi sektor adalah proyek yang melibatkan beberapa
sektor pembangunan terkait.

Bukui Fisik:
Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan

sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek
multi sektor.

Contoh:

Ayu, SE, Perencana Madya pada Bappenas, ditugaskan menyusun
perkiraan anggaran proyek pengentasan kemiskinan di wilayah
Indonesia Bagian Timur untuk tahun 2002-2004. Dengan laporan
ini, Ayu, SE mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.

16) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan
yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan {Angka
kredit 0,4. Perencana Utama).

Kawasan dimaksud dapat dibentuk untuk kepentingan kesatuan
pembangunan ekonomi suatu wilayah, pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan, kawasan kesatuan dari beberapa wilayah
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administrasi lainnya, atau kawasan lain yang ditetapkan secara
khusus.

Bukti Fisik: ' J
Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan
sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan provek
kawasan.

Contoh: .
Sabar, MSc, Perencana Utama Bappenas, ditugaskan menyusun

perkiraan anggaran proyek pengembangan kawasan ekonomi
terpadu di wilayah Indonesia Bagian Timur untuk tahun 2002.
Dengan laporan ini, Sabar, MSc mendapatkan angka kredit

sebesar 0,4.

17) Merumuskan prosedur pelaksanaan (Angka kredit 0,3.

Perencana Muda)

Prosedur pelaksanaan dimaksud adalah mekanisme dan tata cara
pelaksanaan suatu rencana.

Buku Fisik:

Laporan berupa rumusan mekanisme dan tata cara pelaksanaan
suatu rencana.

Contoh: o
Dra. Mirna, Perencana Muda pada Direktorat Analisis Sistern
dan Prosedur Pembiayaan Bappenas, ditugaskan membuat
rancangan Keputusan Kepala Bappenas mengenai ?rosedur
pengajuan proyek yang dibiayai dari pinjaman atau hibah luar
negeri. Dengan laporan ini, Dra. Mirna mendapatkan angka
kredit sebesar 0,3.

e. Pengendalian Pelaksanaan

1) Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan

pelaksanaan (Angka Kredit 0,3. Perencana Utama)

Kegiatan dimaksud antara lain mencakup perumusan variabel
yang digunakan sebagai ukuran kemajuan pelaksanaan dan
rencana penerapan ukuran tersebut.

Bukti Fisik: ‘

Laporan yang memuat rumusan ukuran kemajuan dan rencana
pelaksanaannya.

Contoh:

Dr. Arman, Perencana Utama pada Bappenas, di}ugaskgn
menyusun ukuran kemajuan pelaksanaan program Wajib Belajar
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2)

4)

9 Tahun. Dr. Arman menemukan tiga ukuran yaitu input
{prasarana dan sarana yang dibangun); output (misalnya angka
partisipasi kasar/APK); dan impact (misalnya pengaruh
meningkatnya APK terhadap perekonomian di Propinsi Sumur).
Setelah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, Dr. Arman
mengusulkan output sebagai ukuran kemajuan pelaksanaan program
Wajib Belajar 9 Tahun di seluruh Indonesia. Dengan laporan yang
dibuatnya, Dr. Arman mendapatkan angka kredit 0,3.

Mengarahkan Pelaksanaan (Angka Kredit 0,3. Perencana
Madya)

Arahan pelaksanaan dapat dilakukan baik melalui pertemuan
rutin maupun melalui petunjuk pelaksanaan.

Bukri Fisik:

Laporan hasil pertemuan atau konsep petunjuk pelaksanaan.
Contoh:

Situmorang, MSc, Perencana Madya pada Bappenas, selanjutnya
ditugaskan untuk mengarahkan monitoring pelaksanaan
program Wajib Belajar 9 Tahun. Atas dasar pertimbangan biaya
dan efisiensi pelaksanaan program, Situmorang, MSc menyusun
juklak monitoringnya. Dalam hal ini Situmorang, MSc
memperoleh angka kredit sebesar 0,3.

Memantau kegiatan pelaksanaan/perkembangan (Angka
Kredit 0,4. Perencana Madya)

Pemantuan kegiatan didasarkan pada ukuran kemajuan yang
telah ditentukan.

Bukti Fistk:

Laporan kegiatan monitoring perkembangan/pelaksanaan.

Contoh:

Ir. Arseto, Perencana Madya pada Depdiknas, ditugaskan
memantau pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun. Dengan
ukuran kemajuan yang telah ditetapkan dan sistem monitoring
yangtelah dibakukan, ia menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
program tersebut untuk tahun 2002, Dengan laporan ini, Ir.
Arseto mendapatkan angka kredit sebesar 0,4.

Membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara
obyektif (Angka Kredit 0,1. Perencana Pertama)

Laporan perkembangan disusun berdasarkan pemantauan yang
dilakukan secara obyektif dengan mengemukakan kelebihan dan
kekurangannya.
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Bukti Fistk:
Laporan perkembangan pelaksanaan.

Contoh:

Ir. Rudi Wibowo, MSc dan Patrisia, MA, Perencana Pertama
pada Depdiknas, ditugaskan untuk menyusun laporan
perkembangan pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun.
Dengan laporan ini, masing-masing perencana di atas
mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan
(Angka Kredit 0,2. Perencana Utama)

Saran tindakan korektif disusun berdasarkan hasil pemantauan
terhadap pelaksanaan program yang tidak mengenai sasaran.

Bukui Fisik:
Laporan hasil analisa masalah/hambatan dan alternatif
koreksinya.

Contoh:

Dr. Arman selanjutnya ditugaskan untuk menyusun langkah
korektif yang diperlukan guna mencegah menurunnya anak putus
sekolah akibat krisis. Berdasarkan pertemuan konsultasi dan
pengamatan lapangan yang dilakukannya, Dr. Arman mengusulkan
pemberian subsidi SPP bagi anak putus sekolah. Dengan laporan
ini, Dr. Arman mendapatkan angka kredit sebesar 0,2,

f. Penilaian Hasil Pelaksanaan

Penyusunan desain awal efektivitas pelaksanaan (Angka
Kredit 0,2. Perencana Muda)

Desain awal dimaksud dapat berupa langkah-langkah pokok vang
dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan

suatu rencana pembangunan.

Bukti Fisik:
Laporan desain awal efektivitas pelaksanaan suatu rencana
pembangunan.

Contoh:

Wawan, ST, Perencana Muda pada Bappeda XKota Denok,
ditugaskan menyusun desain awal Rencana Tata Ruang %
"RTR\X/\ Kota Depok Agar pelaksanaan dalam menvsun RTR W
tersebut dapat berjalan efektif, ia menyusun konsep rentang
langkah-langkah pelaksanaan penyusunan RTRW. Dalam hal ini,
Wawan, ST berhak mendapatkan angka kredit sehesar 0,2.
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2) Penyusunan desain awal efektivitas tujuan (Angka Kredit
€,1. Perencana Muda)

Desain awal dimaksud berisi materi pokok yang harus dicakup
agar tujuan suatu rencana pembangunan berjalan dengan efektif.

Bukei Fisik:
Laporan yang berisi desain awal untuk pencapaian tujuan secara

efektif.

Contoh:

Drs. Sukri Hermawan, Perencana Muda pada Bappeda Propinsi
Gorontalo, ditugaskan menyusun desain awal rencana
implementasi e-Government yang memuat antara lain
permasalahan, materi-materi pokok, serta sasaran yang akan
dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
Dengan laporan ini, Drs. Sukri mendapatkan angka kredit
sebesar 0,1.

3) Penyusunan desain awal dampak kemasyarakatan/
lingkungan. (Angka Kredit 0,1. Perencana Muda)

Dampak kemasyarakatan/lingkungan dimaksud adalah dampak
baik positif maupun negatif yang dapat dialami oleh masyarakat/
lingkungan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan.

Bukati Fisik:

Laporan yang memuat desain awal tentang kemungkinan
dampak yang akan terjadi akibat dilaksanakannya suatu kegiatan
terhadap masyarakat dan/atau lingkongan.

Contoh:

Ir. Zulkarnaen, Perencana Muda pada Departemen Kimpraswil,
ditugaskan menyusun desain awal program peningkatan kapasitas
pelayanan jalan negara di Propinsi Kalimantan Selatan yang juga
memuat kemungkinan dampak pelaksanaan rencana tersebut
terhadap peningkatan kegiatan ekonomi di daerah bersangkutan.
Dengan laporan yang dibuat, Ir. Zulkarnaen mendapatkan angka
kredit sebesar 0,1.

4) Penyusunan desain akhir efektivitas pelaksanaan (Angka
Kredit 0,2, Perencana Madya)

Kegiatan dimaksud merupakan kelanjutan dari desain awal
efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan setelah mendapat
berbagai masukan penyempurnaannya.
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5)

6)

Bukti Fisik:

Laporan desain akhir efektivitas pelaksanaan berupa langkah-
langkah yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam
melaksanakan suatu kegiatan termasuk penyempurnaan yang
dilakukan dari desain awalnya.

Contoh:

Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak terhadap desain
awal efektivitas pelaksanaan dari RTRW, Wawan, ST, Perencana
Muda pada Bappeda Kota Depok, ditugaskan menyusun desain
akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok.
Dengan laporan yang dibuatnya, Wawan ST, karena jenjang
perencananya setingkat lebih rendah, mendapatkan angka kredit
sebesar 80% x 0,2 = 0,16.

Penyusunan desain akhir efektivitas tujuan (Angka Kredit
0,2. Perencana Madya)

egiatan dimaksud merupakan kelanjutan dari desain akhir
efektivitas tujuan setelah mendapat berbagai masukan
penyempurnaannya.

Bukti Fisik:
Laporan yang berisi desain akhir untuk pencapaian tujuan secara

efektif.

Contoh:

Setelah mendapat masukan penyempurnaan, Drs. Sukri
Hermawan, Perencana Muda pada Bappeda Propinsi Gorontalo,
selanjutnya ditugaskan menyusun desain akhir rencana
implementasi e-Government yang memuat antara lain
permasalahan, penyempurnaan materi-materi pokok, serta
sasaran yang akan dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan
kepada masyarakat. Dengan laporan ini, Drs. Sukri mendapatkan
angka kredit sebesar 0,2

Penyusunan desain akhir dampak kemasyarakatan/
lingkungan (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya)

Kegiatan dimaksud merupakan kelanjutan dari desain awal
dampak kemasyarakatan/lingkungan setelah mendapat berbagai
masukan penyempurnaannya.

Bukti Fisik:
Laporan yang memuat desain akhir kemungkinan dampak yang

terjadi akibat dilaksanakannya suatu rencana pembangunan
terhadap masyarakat dan/atau lingkungan.
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Contoh:

Setelah mendapat berbagai saran penyempurnaan, Ir.
Zulkarnaen, Perencana Muda pada Departemen Kimpraswil,
ditugaskan lagi menyusun desain akhir program peningkatan
kapasitas pelayanan jalan negara di Propinsi Kalimantan Selatan
yang juga memuat kemungkinan dampak pelaksanaan rencana
tersebut terhadap peningkatan kegiatan ekonomi di daerah
bersangkutan. Dengan laporan yang dibuat, Ir. Zulkarnaen,
karena jenjang perencananya lebih rendah, yang bersangkutan
mendapatkan angka kredit sebesar 80% x 0,2 = 0,16.

Efektivitas pelaksanaan dalam pengumpulan data dan
informasi untuk penilaian-penilaian hasil pelaksanaan
(Angka Kredit 0,1. Perencana Pertama)

Kegiatan dimaksud adalah mengkaji efektivitas pengumpulan
data dan informasi yang berkattan dengan hasil pelaksanaan suaru
rencana pembangunan.

Bukti Fisik:
Laporan tentang efekrivitas pelaksanaan pengumpulan data dan
informasi yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan.

Contoh:

Amran, SE, Perencana Pertama pada Biro Perencanaan,
Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata mendapat tugas melihat
efektivitas pelaksanaan pengumpulan data kunjungan wisatawan
asing ke Indonesia. Ja menemukan bahwa pelaksanaan
pengumgpulan data dan informasi tersebut kurang efektif karena
arus wisatawan asing melalui laut tidak tercatat. Dengan laporan
tersebut, Amran, SE mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

Efektivitas tujuan dalam pengumpulan data dan informasi
untuk penilaian-penilaian hasil pelaksanaan (Angka Kredit
0,1. Perencana Pertama)

Kegiatan dimaksud adalah mengkaji efektivitas tujuan
pengumpulan data untuk penilaian hasil pelaksanaan suatu
rencana.

Bukti Fisik:

Laporan tentang efektivitas tujuan pengumpulan data dan
informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan pembangunan.
Contoh:

Drs. Pardede, Perencana Pertama pada Dinas Pendapatan Kota
Medan, mendapat tugas untuk melihar efekrtivitas tujuan
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9)

pengumpulan data dan informasi {Ilengenai perkembang:;n
bangunan pertokoan sebagai evaluasi atas pemberlakuan Per I’t
tentang Retribusi Bangunan Perdagangan dan Per;okoan‘ a
menyimpulkan bahwa tujuan pengumpulan data yang
dilakukan kurang efekrif karena tdak menca.kup tentang omzel
pemilik pertokoan dimaksud. Dengan

dari ;
perdagangan da Drs. Pardede mendapatkan angka kredit

laporan tersebut,
sebesar 0,1.

data dan informasi untuk menilai dampak

ulan
o /lingkungan (Angka Kredit 0,2, Perencana

kemasyarakatan
Pertama) .
Kegiatan dimaksud adalah mengumpulkan data dan info}fn?sx
dampak pelaksanaan suatu rencana pembangunan terhadap
masyarakat atau lingkungan.

Bukti Fisik: )

Laporan berisi data dan informasi darflpak suatu rencana
pembangunan terhadap masyarakat atau lingkungan.

Contoh: . ‘ ’
Imelda, ST, Perencana Pertama pada Dinas Perindustrian

Kabupaten Bantul, mendapat tugas untu]i{ mengumpulkan data
dan informasi dampak kerajinan keramik Kasongan Ferhadap
kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan laporan dimaksud,
Imelda, ST mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

10) Menulis Hasil analisa dan penyajian data dan informasi

untuk penilaian pelaksanaan efektivitas pelaksanaan (Angka
Kredit 0,3. Perencana Muda)

Kegiatan dimaksud adalah menganalisa data dan informas? serta
penyajiannya untuk penilaian pelaksanaan efektivitas
pelaksanaan.
Bukti Fisik:

Laporan berisi hasil analisa dan penyajian data atau informasi.

Contoh:
Erwin, $.Sos, Perencana Muda pada Bappeda Kota Makassar,

mendapat tugas menganalisa data dan infcrn.la‘si serta
penyajiannya terhadap kegiatan pembangunan yang dlblmyax dan
PAD setempat. Dengan laporan dimaksud, Erwin, S.Sos
mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.
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11) Menulis Hasil analisa dan penyajian data dan informasi
untuk penilaian pelaksanaan efektivitas tujuan (Angka
Kredit 0,3, Perencana Muda)

Kegiatan dimaksud adalah menganalisa data dan informasi serta
penyajiannya untuk penilaian pelaksanaan efektivitas pencapaian
tujuan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun.

Bukri Fistk:
Laporan berisi hasil analisa dan penyajian data atau informasi.

Contoh:

Sukandar, S.Sos, Perencana Muda pada Bappeda Kota Bandung,
mendapat tugas menganalisa data dan informasi serta
penyajiannya terhadap kegiatan pembangunan yang dibiayai dari
PAD setempat, berdasarkan dan mengacu kepada rencana
strategis yang termuat dalam propenas dan propeda untuk Kota
Bandung, Dengan laporan dimaksud, Erwin, $.Sos mendapatkan
angka kredit sebesar 0,3.

12) Menulis Hasil Analisa dan penyajian data dan informasi
untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/
lingkungan (Angka Kredit 0,2. Perencana Muda).

Kegiatan dimaksud adalah menganalisa dan menyajikan dara dan
informast mengenai dampak pelaksanaan kegiatan peinbangunan
terhadap kemasyarakatan dan lingkungan.

Buksi Fisik:

Laporan berisi hasil analisa dan penyajian data dan informasi
tentang dampak pelaksanaan kegiatan pembangunan terhadap
kemasyarakatan dan lingkungan.

Contoh:

Rahma, MSc, Perencana Muda pada Bappeda Kabupaten Timika,
mendapat tugas menganalisa data dan informasi tentang dampak
keberadaan kota Kuala Kencana terhadap peningkatan
pendapatan penduduk setempat. Dengan laporan yang dibuat,
Rahma, MSc mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

13) Menulis Laporan penilaian atas hasil pelaksanaan (Angka
Kredit 0,2. Perencana Madya)

Kegiatan dimaksud adalah menilai hasil pelaksanaan suatu
kegiatan pembangunan.

Bukui Fisik:

Laporan penilaian atas hasil pelaksanaan suatu rencana
pembangunan.
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Contoh: o
Ir. Teuku Syarif, MSP, Perencana Madya pada Bappeda Propinst

Daerah Istimewa Aceh, mendapat tugas menilai pelaksanaan
pembangunan pusat perdagangan regional. Dengan laporan yang
dibuatnya, Ir. Teuku Syarif, MSP mendapatkan angka kredit

sebesar 0,2.

14) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang
(Angka Kredit 0,2. Perencana Utama)

Merumuskan saran untuk tindak lanjut hasil pelaksanaan
Rencana program strategis (berjangka waktu 10 - 25 tahun)
periode selanjutnya.

Bulkri Fisik : '

Laporan berisi saran tindak lanjut dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis jangka panjang.

Contoh: ‘

ir. Andi Baso, MSc, Perencana Utama pada Bappeda Kota Palu,
ditugaskan menyusun saran atau rekomendasi atas perencanaan
kebijakan strategis permukiman Kota Palu 2010. Berdasarkap
laporan yang dibuat, ia berhak mendapatkan angka kredit
sebesar 0,2.

15) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperfukan

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
menengah (Angka Kredit 0,2. Perencana Madya)
Merumuskan saran untuk tindak lanjut hasil pelaksan'aan
Rencana program strategis (berjangka waktu 3 — 5 tahun) periode
selanjutnya.

Bukti Fisik: )
Laporan berisi saran tindak lanjut dalam perencanaan kebijakan
strategis jangka menengah.

Contoh:

Asep Saefudin, MSc, Perencana Madya pada Bappeda Kjabupaten
Tasikmalaya, ditugaskan menyusun saran tindak lanjut dalam
rencana kebijakan pemberdayaan masyarakat di kabupaten
tersebut. Berdasarkan laporan yang dibuat, Asep Saefudin, MSe
mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.
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16) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperiukan
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek
{Angka Kredit 0,1. Perencana Muda)

Merumuskan saran untuk tindak lanjut hasil pelaksanaan

Rencana program strategis (berjangka waktu 1 - 2 tahun) periode
selanjutnya.

Bukti Fistk:
Laporan berisi saran tindek lanjut dalam perencanaan kebijakan
strategis jangka pendek.

Contoh:

Sudarpo, SE, Perencana Muda pada Direktorat Peningkatan
Kemampuan Keuangan Daerah, Depkeu, ditugaskan menyusun
saran tindak lanjut dalam rencana kebijakan peningkatan
kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan laporan yang dibuat,
ia mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

17) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro (Angka
Kredit 0,2. Perencana Utama)

Merumuskan saran-saran untuk tindak lanjut penyusunan
rencana dan kebijakan strategts makro {lingkup nasional) pada
periode selanjutnya..

Bukti Fistk:
Laporan berisi saran tindak lanjut dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis makro.

Contoh:

Dr. Simorangkir, Perencana Utama pada Direktorat Jendral
Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, ditugaskan
menyusun saran tindak lanjut dalam Rencana Kebijaksanaan
Penyempurnaan Kurikulum Nasional. Berdasarkan laporan yang
dibuat, beliau mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

18) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral (Angka
Kredit 0,2. Perencana Madya)

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana dan
kebijakan strategis sektoral (sektor pembangunan dalam rencana
jangka panjang, menengah, dan pendek) periode selanjutnya.
Bukti Fisik:

Laporan yang berisikan saran tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral.
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Comntoh:
D(;Z Etty Sumirat, Perencana Madya pada Bappeda Kabupaten

Dompu, NTB, ditugaskan menyusun saran tindak lanjut dalam
Rencana Kebijakan Pengembangan Transportas: Laut.
Berdasarkan laporan yang dibuat, ia mendapatkan angka kredit

sebesar 0,2.

19) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional (Angka
Kredit 0,2. Perencana Muda)

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana daxlz
kebijakan strategis regional (kawasan yang ghbentuk "i‘.muh
kepentingan kesatuan pembangunan ekonomi suatu I:l aya' ,
pengelolaan sumber daya alam Flan 11}'1g1$ungan, kawasan esati,l.%n
dari beberapa wilayah administrast lainnya, atau kawasan lain
yang memerlukan perhatian khusus) pada periode selanjutnya.

Bukti Fisik: ] )
Laporan berisikan saran tindak lanjut yang diperlukan dalam
perencanaan kebijakan strategis regional.

Contoh: ) o
Sembiring, ST, Perencana Muda pada Dinas Kehuranan Propinsi

Sumatera Utara, ditugaskan menyusun saran tindak lanjut dalam
Rencana Kebijakan Strategis Pengelolaan Sumberdaya Hutan
di Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan laporan yang dibuat,
ia mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

20) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan program strategis jangka panjang
(Angka Kredit 0,3. Perencana Utama)

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana.dan
kebijakan strategis (berjangka waktu 10 — 25 tahun) periode
selanjutnya .

Bukti Fisik: . ' e
Laporan berisi saran tmdaL'; loan}ut yang diperlukan dalam
perencanaan program strategis janglka panjang.

ntoh: ) )
?r(.)Tomy Firman, Perencana Urama pada Dinas Pertam‘an d1
Propinsi Sulawesi Tengah, ditugaskan menyusun saran n.mjlak
lanjut dalam Rencana Strategis Peningkatan Produktivitas
Pertanian 20 tahun mendatang,. Berdasarkan lagoran yang dibuat,
Ir. Tommy Firman mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.
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21) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis jangka menengah
{Angka Kredit 0,2. Perencana Madya)

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana dan
kebijakan strategis (berjangka waktu 3-5 tahun) periode
selanjutnya.

Bukti Fisik:
Laporan berisikan saran-saran tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis jangka menengah.

Contoh:

Ir. Widiantoro, Perencana Madya pada Dinas Perikanan
Kabupaten Purwekerto, Jawa Tengah, ditugaskan menyusun
saran tindak lanjut dalam rencana strategis jangka menengah
pengembangan budidaya tambak. Berdasarkan laporan yang
dibuat, Ir. Widiantoro mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

22) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis makro (Angka Kredit
0,3. Perencana Utama)

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana dan

kebijakan strategis makro (lingkup nasional) periode selanjutnya.
Bukti Fistk:

Laporan berisikan saran tindak lanjur yang diperlukan dalam
perencanaan program strategis makro.

Contoh:

Syabrudin, MSe, Perencana Utama di Direktorat Moneter,
Departemen Keuangan, ditugaskan menyusun saran-saran untuk
mengendalikan tingkat inflasi yang terus tinggi selama dua tahun
terakhir. Dengan melihat pertusmbuhan uang beredar, nilai tukar,
dan pengaruh pasokan barang, Syahrudin, MSc menyusun
laporan tertulis yang berisikan saran-saran yang dibutuhkan
untuk mengendalikan laju inflasi. Dalam hal ini, Syahrudin, MSc
mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.

23} Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis sektoral (Angka
Kredit 0,2 Perencana Madya)

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana dan
kebijakan strategis sektoral (sektor pembangunan dalam rencana
jangka panjang, menengah, dan pendek) periode selanjutnya.
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Buku Fisik: ) ' ‘
Laporan yang berisikan saran tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis sektoral.

Contoh: . ' .
Ir. Wawaruntu, Perencana Madya di Departemen Perindustrian

dan Perdagangan, ditugaskan menyusun saran tim‘iak l-an}ut
dalam perencanaan Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah. Berdasarkan laporan tersebut, Ir. Wawarantu
mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

24) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan program strategis regional (Angka
Kredit 0,2. Perencana Muda)

Merurnuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana dan
kebijakan strategis regional (kawasan yang (.iibentuk ‘untuk
kepentingan kesatuan pembangunan ekonomi suatu wilayah,
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, kawasan kesatuan
dari beberapa wilayah administrasi lainnya, atau l?awasan lain
yang memerlukan perhatian khusus) periode selanjutnya.
Bukti Fisik: '
Laporan yang berisikan saran tindak Iaijut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis regional.

Contoh: ) ‘
Ir. Manansang, Perencana Muda pada Dinas Pekerjaan Umum

Propinsi Sulawesi Utara, ditugaskan menyusun saran tindak lanjut
dalam rencana program peningkatan partisipast masy’rarakat dalam
pengadaan perumahan. Dengan laporan yang dibuatnya, Ir.
Manansang mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

25) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan proyek sektor tunggal (Angka Kredit
0,1. Perencana Muda)

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana dan
kebijakan strategis sektor tunggal (tidak mempunyai kaitan erat
dengan sektor lain) periode selanjutnya. .
Bukti Fisik: ) ‘ _

Laporan yang berisikan saran tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan proyek sektor tunggal.

Contoh:

Sofyan, SE, Perencana Muda pada Dinas Pekerjaan Umum
Propinsi Kalimantan Timur, ditugaskan menyusun saran tindak
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lanjut dalam Rencana Proyek Penyediaan Air Bersth untuk
Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan laporan yang dibuat,
Sofyan, SE mendapatkan angka kredi sebesar 0,1.

26) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan proyek multi sektor (Angka Kredit 0,2.
Perencana Madya)

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana dan
kebijakan strategis multi sektor (melibatkan beberapa sektor
pembangunan terkait) periode selanjutnya.

Bukti Fisik :
Laporan yang berisikan saran tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan proyek multi sektor.

Contoh:

Drs. Cecep Suparman, Perencana Madya pada Dinas Pertanian
Propinsi Jawa Barat, ditugaskan menyusun saran tindak lanjut
dalam Rencana Proyek Pengembangan Produktivitas Pertanian
secara Terpadu Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan laporan yang

dibuat, Drs. Cecep Suparman mendapatkan angka kredit
sebesar 0,2.

27) Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan proyek kawasan (Angka Kredit 0,2.
Perencana Muda)

Merumuskan saran untuk tindak lanjut penyusunan rencana
proyek kawasan (kawasan yang dibentuk untuk kepentingan
kesatuan pembangunan ekonomi suatu wilayah, pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan, kawasan kesatvan dari
beberapa wilayah administrasi lainnya, atau kawasan lain yang
memerlukan perhatian khusus) periode selanjutnya.

Buku Fisik :

Laporan yang berisikan saran tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan proyek kawasan.

Contoh:

Ir. Aboebakar, MSc, Perencana Muda pada Dinas Pariwisata
Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam penyusunan
perencanaan Proyek Kawasan Wisata Hutan Leuser, Ir.
Aboebakar, MSc memberikan laporan terrulis yang berisi
tindak lanjut yang diburuhkan dalam perencanaan tersebur.
Berdasarkan laporan tersebut, Ir Aboebakar, MSc mendapatkan
angka kredit sebesar 0,2.
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3. UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI

Pemberian angka kredit didasarkan pada Pas?l 12 Kep MenPAN‘Nu..: 16/
KEP/M.PAN/3/2001: (a) 60% untuk penulis utama fian 40% dlba,.gx rata
untuk semua penulis pembantu; serta (b) jumlah penulis pembantu dibatasi

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
MIAH DI BIDANG
A. SUB UNSUR KARYA TULIS IL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (SEMUA JENJANG
JABATAN) )
1) Membuat karya tulis ilmiah, hasil penelitian, pengl.(a)xan_, survey
dan atau survey dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan
a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional (Angka Kredit 12,5. Semua Jenjang)

Buksti Fisik: o
Konsep buku dan buku yang sudah diterbikan.

Contoh:

Dr. Laksono, MSc (penulis utama) dan Ir. Gunawan, MSc
(penulis pembantu), perencana pada Bappenas, mernbuat karya
ilmiah dalam bentuk buku berjudul ‘Perencanaan
Pembangunan’, sudah diterbitkan, dan diedarkan secara
nasional. Sebagai penulis utama, Dr. Laksono, MSe
mendapatkan angka kredit sebesar 60% x 12,5 = 735; sedangkan
Ir. Gunawan, MSc sebagai satu-satunya penulis pembantu
mendapatkan angka kredit sebesar 40% x 12,5 = 3,0,

Dr. Karimun (penulis utama) serta Drs. Warsito, MS da‘n
Drs. Murjio, MSc (masing-masing sebagai pe:-mlis pembantu),
perencana pada Bappeda Propinsi Jawa Timur, membuat'
kajian dalam bentuk buku berjudul ‘Pembangunan Eko.n.oml
1967 - 1997" dalam dua volume (I dan I), sucah diterbitsan,
dan diedarkan secara nasional. Untuk buku veiume 1, sebagal
penulis utama Dr. Karimun mendapat angxa kredit sebesar
60% x 12,5 = 7,5; sedangkan Drs. Warsito, MS dan Drs.
Murjio, MSc masing-masing sebagai penulis pembanty
mendapat angka kredit 0,5x 40% x 12,5 = 2,5. U.ntuk bu.ku
volume I, perhitungan angka kredit untuk masing-masing
penulis sama dengan buku volume I. Total Dr. Karimun
mendapatkan angka kredit sebesar 15; Sed&%lgkall Drs.
Warsito, MS dan Drs. Murjio, MSc masing-masing
mendapatkan angka kredit sebesar 5.
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* Sekelompok perencana, terdiri dari 4 (empat) orang, dari FEkonomi Tahun 2002°, diterbitkan dalam bentuk buku, dan

Bappeda Propinsi Irian Jaya melakukan penelitian mengenai dipublikasikan secara nasional. Sebagai penulis utama, Dra.
‘Struktur Kemiskinan di Irian Jaya.” Karena sangat baik, hasil Sukeni, MA mendapatkan angka kredit sebesar 60% x § =
penelitiannya diterbitkan dalam bentuk buku dan diedarkan 4 8; sedangkan Drs. Akhmad, MSc sebagai penulis pembantu
secara nasional. Dalam hal ini penulis utama mendapatkan mendapatkan angka kredit sebesar 40% x 8 = 3,2.

angka kredit stbesar 60% x 12,5 = 7,5; sedangkan penulis «  Suprapto, SH, LLM (penulis utama) serta Nowianti, SH,
pe/rnbantuomasmg—masmg mendapatkan angka kredit sebesar pefenfan; pad; Departemen Kehakiman dan HAM, menulis
(173} x40% x 12,5 = 1,67. _ ulasan mengenai ¢Tinjauan Hukum Tahun 2002,¢
diterbitkan dalam bentuk buku dan diedarkan secara

b) ﬁﬂi‘:ﬂ?;jl&{‘;‘;g"?ﬁ:“i‘(l;“;{:l‘j;g«:‘gbgga Ilmu Pr‘:ngetahuan nasional. Sebagai penulis utama, Suprapto, SH, LILM
. g € ,0. Semua Jenjang) mendapatkan angka kredit sebesar 60% x 6 = 3,6; sedangkan
Bukti Fisik : Novianti, SH sebagai penulis pembantu mendapatkan angka
Konsep artikel dan majalah yang memuat artikel dimaksud. kredit sebesar 40% x 6 = 2,4.
Contoh :

b) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPX. (Angka Kredit

= Ir. Bontang, MS i i
ang ¢ (penulis utama) dan Dra. Heni, MSc 4,0 untuk setiap artikel yang dirnuat. Semua Jenjang)

(penulis pembantu) menulis artikel mengenai ¢Masalah

Perencanz_xan Tata Ruang di DKI Jakarta Raya¢ dan dimuat Bukti Fisik :
dalam Majalahf Perencanaan Pembangunan {diakui oleh LIP). Konsep artikel dan majalah yang memuat artikel tersebut.
ieb;gal pgnuhs utamna Ir. Bontang, MSc mendapatkan angka Contoh :
Q, — . H
sgl:a l;ise es?‘r 60 /Obx 6 = 3,6. Sedangkan Dra. erru, MSc +  Dr. Leo, MA (penulis utama) dan Ir. Gumanti, MA (penulis
4O%gx é>e=m_2\ ﬁ pembantu mendapatkan angka kredit sebesar kedua) menulis tinjauan singkat dalam bentuk artikel
N Sekelompol; i)erenc:ma terdiri 5 oran dar" B d : mengenai ¢Prospek Ekqnomi Internasional Tahun 2002¢
Propinsi Teneah ’ rang, dari bappeda serta dimuat dalam Majalah Perencanaan Pembangunan
ropinsi Jawa Tentgzh melakukan penclitian mengenai Kultur : (diakui oleh LIPY). Sebagai penulis utama, Dr. Leo, MA
mt':ly ?1] alw 2 b astp ertieih;im} ini dimuat Sebagal‘anxke} dalam mendapatkan angka kredit sebesar 60% x 4 = 2,4; sedangkan
J l? 11 ;r.lll: yang dlaiu oleh LIPL Mengmgaf J_“Ifﬂah Ir. Gumanti, MA sebagai penulis pembantu mendapatkan
penuls febl .d:m yang disyaratkan, maka buku ini tidak angka kredit sebesar 40% x 4 = 1,6
dn_ulzu.‘ Meskipun demikian buku ini dapat dinilai dengan 8 o
kriteria lain misalnya kegiatan dalam unsur perencanaan. A «  Sekelompok perencana (terdiritiga orang) dari Bappeda Propinsi
Kalimantan Barat mengulas ‘Prospek Produksi Beras di
2) Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmia Kalimanran Barat Tahun 2002’, dimuat dalam salah satu jurnal
: 1a p J h
h?snl gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yang ckonomi universitas di Kalimantan Barat yang sudah diakui
dipublikasikan. oleh LIPL. Dalam hal ini, penulis utama mendapatkan angka

kredit 60% x 4 = 2,4; sedangkan penulis pembantu masing-

a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara masing mendapatkan angka kredit s ebesar 0.5 x 40% x 4 = 0.8

nasional (Angka Kredit 8,0 untuk setiap judul buku yang

diterbitkan. Semu i
mua Jenjang) 3) Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau tulisan ilmiah

Bukti Fisik : hasil gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yang tidak
Konsep buku dan buku yang sudah diterbitkan. dipublikasikan.
Contoh : J a) Dalam bentuk buku {Angka Kredit 7,C. Semua Jeniang)

* Dra. Sukeni, MA (penulis utama) dan Drs. Akhmad, MSc

. .. [ . Karva tulis/ilmiah berupa tinjauan atau tulisan iimiah hasil
{penulis kedua} menulis tinjauan ilmiah mengenai ‘Prospek e P :

gagasan sendiri dalam bidang perencanaan daiam bentuk buku

i - :
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vang tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila buku
tersebut digunakan sebagai bahan diklat perencanaan atau mata
kuliah lain di luar diklat perencanaan.

Bukt1 Fisik:
Konsep buku dan silabus yang memuat buku tersebut sebagai
salah satu referensi.

Contoh:

Dr. Laksmini, MSc (penulis utama) dan Ir. Gunawan Adi, MSe
{penulis pembantu), perencana pada Bappenas, menulis buku
berjudul ¢Metode Penyusunan Program Pembangunan.¢ Buku
tersebut tidak diterbitkan; namun digunakan sebagai salah satu
bahan mata kuliah (modul) dalarm diklat perencanaan di Jakarta.
Sebagai penulis utama, Dr. Laksmini, MSc mendapatkan angka
kredit sebesar 60% x 7 = 4,2; sedangkan Ir. Gunawan Adi, MSc
sebagai penulls pembantu mendapatkan angka kredit sebesar
40% x 7 = 2,8.

b) Dalam bentuk makalah (Angka Kredit 3,5. Semua Jenjang)

Makalah yang tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila
makalah tersebut digunakan sebagai salah satu referensi dalam
kegiatan diklat perencanaan atau mata kuliah lain di luar diklat
perencanaan. ’

Bukt Fisik:
Konsep makalah dan silabus mata kuliah yang memuat makalah
dimaksud sebagai salah referensinya.

Contoh:

Drs. Firman, MSi (penulis utarna) dan Ir. Sobirin, MSc (penulis
pembantu), perencana pada Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan,
menulis makalah mengenai ¢ Teknik Perencanaan Pembangunan.¢
Makalah tersebut digunakan sebagai salah satu bahan mata kuliah
diklat perencanaan di Sulawesi Selatan. Sebagai penulis vrama,
Drs. Firman, MSi mendapatkan angka kredit sebesar 60% x 3,5
= 2,1; sedangkan Drs. Sobirin, MSc sebagai penulis pembantu
mendapatkan angka kredit sebesar 40% x 3,5 = 1,4.

4) Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang perencanaan yang
disebartuaskan melalui media masa {Angka Kredit 2,0, Semua
Jenjang)

Angka kredit sebesar 2 dibertkan untuk setiap karya tulis ilmiah

populer yang dimuat dalam media masa, baik media dengan
jangkauan lokal maupun nasional.
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5)

Bukti Fistk :
Konsep artikel yang dikirim dan media cetak yang memuat artikel
dimaksud.

Contoh : -
Dr. Prakoso, MSc (penulis utama) dan Dr. Adil, MSc (penulis
pembantu), perencana Bappenas, menulis artikel populer. mengenat
¢Konsep Ekonomi Kerakyatan¢ dan dimuat dalam harian umum
Kompas. Sebagai penulis utama Dr. Prakoso, MSc mendapat angka -
kredit sebesar 60% x 2 = 1,2; sedangkan Dr. Adil, MSc sebagai

penulis pembantu mendapatkan nilai kredit sebesar +0% x 2 =28

Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau usuif\n
ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang perencanaan (Angka
Kredit 2,5. Semua Jenjang)

Pertemuan ilmiah dimaksud adalah pertemuan vang melibatkan
beberapa instansi terkait. Angka kredit sebesar 2.5 diberikan untuk
setiap makalah (gagasan} yang diseminarkan dalam pertemuan iimiah
di bidang perencanaan.

Bukti Fistk:

Konsep makalah yang diseminarkan disertai daftar hadir dari peserta
sermnar

Contoh:

Dra. Sizhaan, MSc (penggagas utama) dan Dra. Dewi, MSc (penggagas
pembantu), perencana pada Bappeda Propinsi Sumatera Utara?
mempunyai gagasan mengenai ¢Formulasi Baru Dana Alokast
Umum¢; kemudian mengutarakannya dalam serninar yang melibatkan
beberapa instansi terkait. Sebagai penggagas utama, Dra. Stahaan, MSc
mendapatkan angka kredit 60% x 2,5 = 1,5; sedangkan Dra. Dewy,
MSc mendapatkan angka kredit sebesar 40% x 2,5 = 1.7

B. SUB UNSUR MENTERJEMAHKAN/MENYADUR BUKU-
BUKU DAN BAHAN LAIN DI BIDANG PERENCANAAN

PEMBANGUNAN.

1) Terjemahan/saduran di bidang perencanaan yang

dipublikasikan.

a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional {Angka Kredit 7,0. Semua Jenjang)

Angka kredit sebesar 7 diberikan untuk setiap buku saduran
yang diterbitkan. Penyuating buku tidak mendapatkan angka
kredit.
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b)

Bukti Fisik:

Bul‘xu saduran yang telah diterbitkan dan diedarkan secara
nasional.

Contoh:

Drs. Si_manjuntak, MSc (penulis utama) dan Dra. Sumiyati, MSc
(penulis pembantu), perencana pada Bappeda Propinsi Sumatera
Selatan menyadur buku ¢Ekonomi Mikro¢ dalam dua volume
( dan‘II). Untuk setiap volumenya, Drs. Simanjuntak, MSc
sebagai penulis utama mendapatkan angka kredit sebesar éO% x
7 = 4,2; sedangkan Dra. Sumiyati, MSc sebagai penulis pembantu
mendapatkan angka kredit sebesar 40% x 7 = 2,8.

Dalam bentuk makalah/artikel dalam majal iakui
jalah yang diak
oleh LIPI (Angka Kredit 3,5, Semua Jenjang) yang diakut

Angka kredit sebesar 3,5 diberikan untuk setiap makalah saduran
yang diterbitkan.

Bukti Fisik:

Konsep makalah saduran dan majalah yang memuat makalah
saduran tersebut.

Contoh:

Ir. Silalahi, MSc (penulis utama) dan Drs. Radjito, MSc {penulis
pembantu), perencana pada Departemen Perindustrian dan
Perdagangan, menyadur makalah mengenai Aturan WTO dan
dlmua't dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPL Sebagai
penulis utama, Ir. Silalahi, MSc mendapatkan angka kredit
sebesar 60% x 3,5 = 2,1; sedangkan Drs, Radjito, MSc sebagai

pegulis pembantu mendapatkan angka kredit sebesar 40% x 3,5
= 2,1 -

2) Terjemahan/saduran di bidan erenc .
dipublikasikan 8 perencanaan yang tidak

a) Dalam bentuk buku (Angka Kredit 3,0. Semua Jenjang)

B_uk‘u terjemahan/saduran yang ridak dipublikasikan hanya dapat

dinilai apabila buku tersebut digunakan sebagai salah satu

refff-ren.sx kegiatan pendidikan dan latihan, Angka kredit sebesar

3 diberikan untuk setiap buku saduran vang tidak diterbitkan,

Bukti Fisik:

1) Buku saduran dan silabus yang memuat buku dimaksud
sebagai salah satu referensinya.

o . .
11) Surat chterangan dari perguruan tinggi yang melegalisir
silabus dimaksud. 7
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Contoh:
Drs. Perangin-angin, MSi (penulis utama) dan Ir. Witjaksono,

MBA (penulis pembantu), perencana pada Bappeda Tingkat II
Kabupaten Bogor, menterjemahkan buku ¢Ekonomi Tekuik¢,
tidak diterbitkan, terapi digunakan sebagai bahan kuliah pada
salah satu universitas swasta di Bogor. Sebagai penulis utama,
Drs. Perangin-angin, MSt mendapatkan angka kredit sebesar
60% x 3 = 1,8; sedangkan Ir. Witjaksono, MBA sebagai penulis
pembantu mendapatkan angka kredit sebesar 40% x 3 = 1,2.

b) Dalam bentuk makalah (Angka Kredit 1,5. Semua Jenjang)

Makalah terjemahan/saduran yang tidak dipublikasikan hanya

dapat_dinilai apabila makalah tersebut diseminarkan atau

digunakan sebagai salah satu referensi dalam kegiatan pendidikan

dan latihan. Angka kredit sebesar 1,5 diberikan untuk setiap

makalah terjemahan/saduran yang udak dipublikasikan.

Bukti Fistk:

1} Makalah saduran dan daftar hadir seminar atau silabus yang

" memuat makalah dimaksud sebagai salah satu referensinya.

i) Surat Keterangan dari perguruan uinggi/penyelenggara diklat
dalam bidang perencanaan yang dapat melegalisir silabus
dimaksud.

Contoh :
Ir. Endang, MSc dan Drs. Parto, MSc menyadur makalah

mengenai konsep arsitektur keuangan internasional (international

Sfinancial architecture) dan memaparkannya dalam seminar intern,
Dalam hal ini, Ir. Endang, MSc dan Drs Parto, MSc masing-
masing mendapatkan angka kredit sebesar 60% x 1,5 = 0,9 dan
40% x 1,5 = 0,6.

C. SUB UNSUR BERPARTISIPASI SECARA AKTIF DALAM
PENERBITAN BUKU/MAJALAH DI BIDANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1) Sebagai Redaktur (Angka Kredit 2,0. Semua Jenjang)

Kriteria Penilaian:

*  Redaktur yang dimaksud meliputi pimpinan redaksi, wakil
pimpinan redaksi, anggota redaksi, sekretaris redaksi, atau
jabatan lain yang berhubungan dengan keredaksian.

*  Partisipasi aktif dimaksud hanya dapat dinilai apabila buku yang
dimaksud diterbitkan dan diedarkan secara nasional; sedangkan
majalah yang dimaksud adalah majalah ilmiah yang diakui oleh
LIPL
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* Angka kredit diberikan sekali setahun yaitu sebesar 2,

*  Nilai kredit tidak dibedakan atas dasar jabatan keredaksian dan
frekuensi penerbitan buku/majalah. :
Bukti Fisik ;
Majalah yang memuat nama perencana bersangkutan sebagai
salah satu redakrur.

Contoh :
Dr. Ali, MA adalah salah satu redakrur majalah perencanaan

pembangunan yang sudah diakui oleh LIPL Dalam hal ini, yang
bersangkutan mendapatkan angka kredit sebesar 2 setiap satu tahun.

2) Sebagai Pengurus (Angka Kredit 1,5. Semua Jenjang)

Kriteria Penilaian:

*  Pengurus yang dimaksud adalah jabatan lain dj fuar keredaksian.

* Angka kredit sebesar 1,5 diberikan sekal setahun.

* Nilai kredit tidak dibedakan atas dasar jabatan dan frekuensi
penerbitan buku/majalah.
Bukti Fisik:
Buku/majalah yang memuat nama perencana bersangkutan
sebagai salah satu pengurus non-redaktur.
Contoh:
Drs. Marwah, MBA adalah perencana dan sekaligus pembantu
khusus salah satu redakeur majalah perencanaan pembangunan

yang sudah diakui oleh LIPL Dalam hal ini, yang bersangkutan
mendapatkan angka kredit sebesar 1,5 setiap satu tahun.

D. SUB UNSUR BERPARTISIPASI SECARA AKTIF DALAM

PEMAPARAN (EKSPOSE) DRAFT/PEDOMAN/MODUL Di
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

1) Kegiatan di dalam Forum Intern (Angka Kredit 0,25, Semua
Jenjang)
Yang dimaksud kegiatan di dalam forum intern adalah kegiatan yang
terbatas pada unit perencanaan lembaga yang bersangkutan. Angka

kredit diberikan per individu yaitu sebesar 0,25 untuk setiap draft/
pedoman/modul.

Bukti Fisik:

Draft/pedoman/modui di bidang perencanaan pembangunan dan
daftar keanggotaan dari pimpinan penyusunan draft dimaksud.
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Contoh: o
Ir. Poniman, perencana Departemen Perhubungan, berparusxpa'm
akrif dalam penyusunan modul ¢Teknik Perencanaan Transportasi¢
di forum intern. Dalam hal ini, yang bersangkutan mendapatkan

angka kredit sebesar 0,25.

2) Kegiatan di dalam Forum Ekstern (Angka Kredit 0,5. Semua Jenjang)

Kegiatan dimaksud dalam forum ekstern adalah kegiatan yang
mencakup kerja sama dengan lembaga lain.

Penilatan: . ‘ _
Angka kredit diberikan per individu yaitu sebesar 0,5 untuk setiap

draft/pedoman/ modul.

Bukti Fisik:

Draft/pedoman/modul di bidang perencanaan pembapgunan dan
daftar keanggotaan dari pimpinan penyusunan draft dimaksud.

Contoh: o
Ir. Poniman, perencana Departemen Perhubungan,.berpgruslpas?
aktif dalam penyusunan modul ¢Sistem Tr?nsport'am Naiﬂonalfi di
forum ekstern yang melibatkan beberapa instansi tferkan. Dala'm
hal ini, yang bersangkutan mendapatkan angka kredit sebesar 0,5.

E. SUB UNSUR MELAKUKAN STUDI BANDING DI BIDANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (ANGKA KREDIT 0,25
UNTUK SETIAP STUDI BANDING BAIK DI DALAM
MAUPUN LUAR NEGERIL SEMUA JENJANG})

Bukti Fisik : ‘
Laporan tertulis studi banding dimaksud.

Contoh : . '
Sekelompok perencana Bappeda Kabupaten Nias melakgkan St?dl
banding sistem pertanian Subak di Bali. Dalam hal ini, masing-masing

perencana mendapatkan angka kredit sebesar 0,25,
*

F. MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DI BIDANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1) Bersifat pembaruan (Angka Kredit 2,5. Semua Jenjang)

Yang dimaksud dengan kegiatan pembaruan adalah kegiatan yang
merubah sebagian besar dari mekanisme rencana pembangunan
dalam berbagai aspek.
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Bukti Fisik:

Laporan berisi perubahan mekanisme rencana pembangunan yang
diusulkan dan mekanisme yang ada disertai penjelasan kelebihan
dan kekurangannya.

Contoh:

Mukhtar, MSc, Perencana Utama pada Departemen Keuangan,
ditugaskan untuk menyusun perubahan mekanisme penyusunan
RAPBN berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 22 dan UU No.
25/1999. Dengan laporan yang dibuatnya, Mukhtar, MSc
mendapatkan angka kredit sebesar 2,5.

2) Bersifat penyempurnaan (Angka Kredit 1,5. Semua Jenjang)

Yang dimaksud dengan kegiatan penyempurnaan adalah kegiatan
yang merubah sebagian kecil dari mekanisme rencana pembangunan
dalam berbagat aspek.

Bukti Fisik:

Laporan berisi perubahan mekanisme rencana pembangunan yang
diusulkan dan mekanisme yang ada disertai penjelasan kelebihan
dan kekurangannya.

Contoh: .
Djumali, MSc, Perencana Madya pada Kantor Menko
Perekonomian, ditugaskan untuk menyusun penyempurnaan
mekanisme penyusunan anggaran pembangunan berkaitan
perubahan tahun anggaran dari April ~ Maret menjadi Januari ~
Desember. Dengan laporan yang dibuatnya, Djumali, MSc,
mendapatkan angka kredit sebesar 1,5.

B. UNSUR KEGIATAN PENUNJANG

1.

188

Sub Unsur Mengajar/Melatih/Membimbing di bidang perencanaan
pembangunan {Angka Kredit 0,04. Semua Jenjang)

Kegiatan dimaksud adalah mengajar/melatih pada pendidikan dan
pelatiban PNS dalam bidang perencanaan pembangunan.

Buku Fisik :

Surart tugas atau surat keterangan mengajar dari penyelenggara diklat.
Kriteria Penilaian:

Angka kredit sebesar 0,04 diberikan kepada perencana yang dapar

menunjukkan bukti fisik mengajar/melatih/membimbing selama 2 jam
pelyjaran. (umumnya 1 jam pelajaran = 45 menit}
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Contoh :

Dra. Melanie, MBA, Perencana Madya, ditugaskan mengajar mata
pelatihan ¢Manajemen Strategis¢ pada suatu diklat teknis fungsional di
Propinsi Jawa Barat sebanyak 4 jam pelajaran. Dengan menunjukkan
surat tugas mengajar dan surat keterangan mengajar dari penyelenggara
diklat (Diklatprop. Jawa Barat), Dra. Melanie, MBA memdapatkan
angka kredit sebesar (4/2) x 0,04 = 0,08.

. Sub Unsur Mengikuti Seminar/Lokakarya di bidang perencanaan

Pembangunan.

Perencana yang mengikuti seminar diberikan angka kredit apabila yang
bersangkutan berperan sebagai peserta, pemrasaran, pembahas,
narasumber atau moderator. Namun frekwensi sebagai peserta seminar/
lokakarya dibatasi hanya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Bukti Fisik:
Sertifikat dari Penyelenggara Seminar

Penilaran :

+ Perencana yang diundang sebagai pembicara/pembahas dalam
seminar/lokakarya lokal/ nasional/internasional diberikan angka
kredit sebesar 3,0 setiap kali seminar/lokakarya.

«  DPerencana yang berlaku sebagai moderator dalam seminar/lokakarya
lokal/nasional/ internasional dapat diberikan angka kredit sebesar
2,0. setiap kali seminar/lokakarya.

+  Perencana yang berlaku sebagai peserta seminar/lokakarya lokal/
nasional/internasional dapat diberilkan angka kredit sebesar 1,0. setiap
kali seminar/lokakarya. Seminar yang dapat diberikan angka kredit
sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Contoh :

+  Dra. Melanie, MBA. Perencana Madya pada Bapelitbang Propinsi
Sulawesi Utara, diundang sebagai pembicara pada sebuah seminar
nasional dengan topik ¢Perubahan Paradigma Perencanaan¢ di
Unhas Makasar. Dengan menunjukkan surat keterangan dari
penyelenggara seminar, Dra. Melanie, MBA memperoleh angka
kredit sebesar 3,0. .

+ Pada kesempatan lain, Dra. Melanie, MBA diundang sebagai
moderator pada seminar internasional ¢Good Governance¢ di
Jakarta. Dengan menunjukkan surat keterangan dari Panitia seminar
tersebut, Dra. Melanie, MBA mendapatkan angka kredit sebesar
2,0

¢« Drs. Tedjo Kumolo, pada tahun 2002 diundang oleh ASPI sebagai
peserta workshop di UNIBRAW Malang, Seminar di ITB Bandung
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dan Seminar Perencanaan Sosial di FISIP UL, Jakarta, Pada tahun
2003, Drs. Tedjo Kumolo menghadiri Seminar “Regional Planning”
di Singapore. Apabila Drs. Tedjo Kumolo dapat menunjukkan
sertifikat sebagai peserta pada beberapa seminar dan workshop
tersebut, maka yang dapat diakui dan mendapatkan angka kredit
adalah sebesar 3 x 1,0 = 3,0, yaitu angka kredit yang berasal dari 2
seminar pada 2002 dan 1 seminar pada 2003.

3. Menjadi Pengurus Organisasi Profesi {Angka Kredit 1,0 per tahun.

Semua Jenjang)

Perencana yang menjadi pengurus organisasi profesi dalam bidang
perencanaan, dalam lingkup internasional, nasional, propinsi, atau
kabupaten/kota.

Bukti Fisik :

Surat Keputusan Pengurus Organisasi Profesi

Contoh :

Pada periode tahun 2001 — 2003, Ir. Dadang diangkat menjadi Sekretaris
Jenderal Persatuan Perencana Pemerintah Indonesia (PERSAPPI) Pusat.
Dengan menunjukkan surat keterangan dari pimpinan organisasi

perencansan tersebut, maka pada saat penilaian tahun 2001 Ir. Dadang
memperoleh angka kredit sebesar 1.

. Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional (berlaku

untuk semua jenjang)

Kriteria Penilaian:

* Perencana, yang menjadi Ketua/Anggota Tim Delegasi, dapat
diberikan angka kredit apabila perencana yang bersangkutan
memangku status keanggotaan di dalam tim tersebut, yang didasarkan
pada bidang tugas/pekerjaan perencana yang bersangkutan atau
penugasan dari atasan langsung/pimpinan instansi-nya.

*  Menjadi ketua delegasi, dapat diberikan angka kredit sebesar 3,0
per 1 SK tim delegasi

»  Menjadi anggota delegasi dapat diberikan angka kredit sebesar 2,0
per 1 SK tim delegasi.

Bukti Fisik:

Surat Keputusan Tim Delegasi dan Surat Keterangan/Penugasan dari

Atasan Langsung/ Pimpinan Instansi Perencana yang bersangkutan.

Contoh :

+ Ir. Kimpul Baskoro, MURP, Perencana pada Bappeda Jawa Barat
mendapatkan tugas dari Kepala Bappeda-nya untuk menjadi salah
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satu anggota tim delegasi dalam rangka promosi‘infius'tn keml'dl
Vancouver, Canada, bersama-sama dengan propinsi lain. SK um
delegasi diterbitkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan,
diJakarta. Dengan menunjukkan SK anggotaum tersebut dan surat
penugasannya, Ir. Kimpul Baskoro, MURP mendapatkan angka

kredit sebesar 2,0.

«  Pada kesempatan lain, Ir. Kimpul Baskorq, MURP, diberikan tugas
untuk memimpin Tim Negosiasi Propinsi Jawa Barat dengan GTZ
dan Pemerintah Jerman, dalam rangka pencarian dana untuk
pengembangan sistem perencanaan partisipatif di Jawa Barat. SK
tim delegasi berjumlah 5 orang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa
Barat. Untuk kegiatan ini, Ir. Kimpul Baskoro, MURP dapat
memperoleh angka kredit sebesar 3,0

«  Tahun berikutnya, karena kebetulan Ir. Kimpul juga akrif diida’lam
organisasi Karate Nasional, Ir. Kimpul Baskoro, MURP diminta
untuk memimpin delegasi karate Indonesia dalam arena Sea Games.
Mengingat kegiatan delegasi internasional. tersebut tidak relevan
dengan bidang tugas/pekerjaan-nya, Ir. Kimpul Baskoro, MURP
tidak dapat memperoleh angka kredit.

5. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Perencana {Angka Kredit
0,5. setiap satu tahun. Berlaku untuk semua jenjang)

Kriteria Penilaian: ‘ o '

Perencana yang menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit pa_da

instansinya dapat memperoleh angka kredit sebesar 0,5 untuk setiap

tahun masa keanggotaan.

Bukti Fisik: .

+ . Surat Keputusan Pejabat Yang berwenang menetapkan angka krf-:*d:t
tentang pembentukan dan penetapan Tim Penilai Angka Krfﬁdﬂ.

»  Surat Keterangan/Surat penyataan dari Ketua Tim Penila: yang
bersangkutan.

Contoh : .
Dra. Sandra Cahaya, Perencana Madya, golongan ruang .IV/b di
Pemerintah Propinsi Lampung, diangkat menjadi‘Wakxl Ketug
merangkap anggota Tim Penilai Propiasi dalam masa ;a@atan 2000 -
2003, Pada tahun 2002, Sdr. Sandra mengajukan usulan kenatkan pangkat
menjadi Golongan Ruang IV/c. Apabila Sdr. Sz'mdra Cal_la}!a
memasukkan kegiatan keanggotaan Tim Penilai sebagai salah 'kegxatan
yang dinilai, maka yang bersangkutan mendapatkan angka kredit sebesar
2 tahunx 0,5 = 1,0
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6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya (Berlaku untuk semua
jenjang)

Krire-ia Penilatan:

+  Apabila suaru instansi/unit perencanaan memiliki kualifikas:
pendidikan {jurusan) vang secara spesifik dizetapkan sebagai ¢jurusan
vang diperlukane bagl dan ¢sesuat dengan bidang tugast perencana
di lingkungan instansi/unit perencanaan yang bersangkutan, maka
vang dimaksud dengan ¢memperoleh gelar kesarjanaan lainnva¢
adalah perolehan gelar kesarjanaan vang tidak sesvai dengan bidang
tugas perencana. Dalam hal ini, angka kredit yang akan diberikan
untuk: Doktor (53} sebesar 15 point; Master (82) sebesar 10 point;
dan Sarjana (S1) sebesar 5 point. X

= Apabila suatu instansi/unit perencanaan tidak menetapkan kualifikasi
pendidikan {jurusan) tertentu sebagai ‘jurusan yang diperfukan’ bagi
dan ‘sesuai dengan bidang tugas’ perencana, maka angka kredit vang
diberilan umuk perclehan gelar kesarjanaan mengacu kepada ketentuan
pentlaian untuk unsur pendidikan sebagai bagian Kegiatan Utama.

Buku Fistk:

ljazah kesarjanaan yang telah dilegalisir instansi yang berwenang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Contoh :

¢ Ir. Tedjo, MURP, perencana di Dinas PU Kabupaten Scrong. Bupati
Sorong menetapkan bahwa jurusan Ekonomi Akuntansi bukan
merupakan jurusan “yang diperfukan” bagi dan “sesuail dengan
bidang tugas” perencana di lingkungan Dinas PU Kabupaten Sorong.
Pada saat ini Ir. Tedjo, MURP telah diwisuda di Universitas Indonesia
setragai Doktor Akuntansi. Karena yang bersangkuran memperoleh
gelar S3 yang uidak sesuai dengan bidang tugasnya, maka yang
bersangkutan hanya memperoleh ungka kredit sebesar 15.

+ Ir. Intan, bekerja pada instansi vang sama telah memperoleh gelar
S2 dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas
Gadjah Mada. Karena jurusan Perencanaan Wilayah merupakan
jurusan yang sesual dengan bidang tugasnya dan untuk gelar Si-nya
telah diberikan angka kredit sebesar 75, maka Ir. Intan dapat
diberikan angka kredit sebesar 25. (mengacu kepada ketentuan
penilaian unsur “pendidikan” pada kegiatan utama).

7. Memperoleh penghargaan tanda jasa di bidang perencanaan
pembangunan (Berlaku untuk semua jenjang)

Perolehan tanda jasa yang dapat diberikan angka kredit adalah : (a) tanda
jasa di bidang perencanaan pembangunan, yaitu penghargaan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas perencana yang bersangkutan pada
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instansi/unit perencanaan yang relevan; dan (b) tanda jasa di bidang
pendidikan misalnya penghargaan dalam bentuk pemberian gelar honoris
causa dan sejenisnya..

Bukri Fisik:
Surat keterangan atau surat keputusan dari instansi yang berwenang
mengeluarkan tanda jasa atau dari perguruan tinggi yang mengeluarkan

penghargaan.

Penilaian :

» Tanda jasa/penghargaan tingkat internasional/nasional diberikan
angka kredit sebesar 3,0.

+ Tanda jasa/penghargaan tingkat propinsi diberikan angka kredit
sebesar 2,5.

» Tanda jasa/penghargaan tingkat kabupaten/kota diberikan angka
kredit sebesar 2,0

Contoh:

Drs. Mudjiman, Perencana Madya pada Bappeda Propinsi Jawa Timur,
dianggap berjasa dalam meningkatkan pernahaman terhadap pelaksanaan
Jabatan Fungsional Perencana di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Untuk jasanya tersebut, Drs. Mudjiman mendapatkan angka kredit
sebesar 2,5.

III, KOMPOSISI PERSENTASE ANGKA KREDIT

A. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) dan Lampiran

1l Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan
AngkaKreditnya, jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus
dipenuhi oleh setiap PINS untuk kenaikan pangkat/jabatan perencana,
harus berasal dari unsur utama sekurang-kurangnya 80% dan dari
unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20%.

B. Angka kredit yang berasal dari unsur utama sebesar 80% tersebut,

harus mengandung angka kredit yang berasal dari unsur kegiatan,

perencanaan dan pengembangan profesi dengan komposisi sebagai

berikur :

*  BagiPerencana yang naik jabatan menjadi Perencana Utama atau
natk pangkat menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang
IVd sampai dengan Pemnbina Utama, golongan ruang Ve :

* Kegiatan Perencanaan sekurang-kurangnya 25%
*  Kegiatan Pengembangan Profesi sebanyak-banyaknya 75%
dan sekurang-kurangnya 12 angka kredir.
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*  Bagi Perencana yang naik jabatan menjadi Perencana Muda sampai
dengan menjadi Perencana Madya atau naik pangkat menjadi
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIb sampai dengan
Pembina Utama Muda, golongan ruang IVc :

*  Kegiatan Perencanaan sekurang-kurangnya 30%
*  Kegiatan Pengembangan Profesi sebanyak-banyaknya 70%
dan sekurang-kurangnya 10 angka kredir.

C. BagiPerencana Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IVe,
mengacu kepada pasal 11 ayat (5) SK Menpan No. 16/KEP/M.PAN/
3/2001, komposisi presentase angka kredit dalam unsur utama adalah
sebagai berikut :

*  Kegiatan Perencanaan sekurang-kurangnya 25% dari 25 kredit
s Kegiatan Pengembangan Profest sebanyak-banyaknya 75% dari
25 kredit

D. Apabila hasil penilaian angka kredit tidak memenuhi komposisi angka

kredit sebagaimana butir A, B dan C di atas, proses penetapan angka
kreditnya ditangguhkan sampai komposist tersebut terpenuhi.
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bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertib
administrasi pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan
Fungsional Perencana, dipandang perlu menetapkan
Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai
Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana dengan
Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawatan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
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Memperhatikan :

Menetapkan
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6.  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana
telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2002;

7.  Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8.  Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen,
sebaiman telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 3 Tahun 2002;

9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang
Jabatan fungsional Perencana dan Angka Kredit;

2. Keputusan Bersama Kepala Badan Peencana
Pembangnan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor
34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kredit.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSANMENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
TENTANG PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN
TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.

Pasal 1

Perujuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka
Kredit Perencana sebagaimana dimaksudkan dalam Lampiran
Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabar
yang berwenang menetapkan Angka Kredit dan Anggota
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Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana
dalam melaksanakan tugasnya melakukan penilaian angka
kredit perencana.

Pasal 2
Sistematika Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim
Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana disusun
sebagai berikut:
1 TUJUAN
IL PENGERTIAN
1. ORGANISASI TIM PENILAI
Iv.  TATA KERJA TIM PENILAI
v KETENTUAN LAIN-LAIN
VI PENUTUP

Pasal 3

Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka
Kredit Jabatan Pungsional Perencana sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini merupaan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
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PETUNJUK TEKNIS

ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

TUJUAN

Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional
Perencana dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun organisasi dan
tata kerja tim dalam rangka penilaian dan penetapan angka kredit perencana
bagi instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1I. PENGERTIAN

1

Tim Penilai Angka Kredit, yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah
tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredir, dan bertugas membantu menilai prestasi kerja
Perencana.

Pejabat Yang Berwenang Untuk Menetapkan Angka Kredit adalah:

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau
Pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk oleh Kepala
Bappenas, bagi Perencana Utama di Bappenas dan instansi lain di
Pusat dan Daerah.

b. Sekretaris Urama Bappenas atau Pejabat lain satu tingkat di bawahnya
yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama, bagi Perencana Pertama sampai
dengan Perencana Madya di lingkungan Bappenas.

¢.  Menteri/Kepala LPND atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya
yang ditunjuk bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana
Madya di lingkungan instansi Pusat.

d. Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain satu tingkar di
bawahnya ditunjuk Perencana Pertama sampai dengan Perencana
Madya di Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Angka Kredit (AK) adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan
penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Perencana
dalam mengerjakan burir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat
untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsiopal
Perencana.

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah daftar yang berisi
jumlah angka kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Perencana
dan dibuat oleh Perencana yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Pejabat
Pengusul dan dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran I SKB Kepala
Bappenas dan Kepala BKN No. Kep 1106/Ka/08/2001 dan No. 34A
Tahun 2001.
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5. Rapat Pleno adalah rapat Tim Penilai untk menetapkan angka kredit
Perencana dan harus dihadiri sekurang-kurangnya 1\2 n+1 dari seluruh
anggota Tim Penilai, di mana n adalah jumlah seluruh anggota Tim Penilai.

6. Beriia Acara Penerapan Angka Kredit (BAPAK) adalah laporan hasil akhir
penilaian angka kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai yang hadir
dalam rapat pleno penilaian angka kredit, untuk ditetakan menjadi SK
Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan
Angka Kredit.

7. Tim Penilai Pusat adalah Tim yang melakukan penilaian prestasi kerja
Perencana Utama yang bekerja di lingkungan Bappenas dan instansi lain
di pusat maupun di daerah.

8. TimPenilai Bappenas adalah Tim yang melakukan penilaian prestasi kerja
Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di
Bappenas.

9. Tim Penilai Instansi adalah Tim yang melakukan penilaian prestasi kerja
Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di
instansi pemerintah pusat.

10. TimPenilai Propinsi adalah Tim yang melakukan penilaian prestasi kerja
Perencana Pertama sampail dengan Perencana Madya yang bekerja di
instansi pemerintah propinsi.

11. Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim yang melakukan penilaian
prestasi kerja Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang
bekerja di instansi pemerintah kabupaten/ kota.

12. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang membantu tim penilai
melaksanakan tugasnya,

13. Tim Penilai Teknis adalah Tim yang membantu tim penilai dalam
melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan perencanaan bersifat khusus

yang memerlukan keahlian tertentu, yang akan diberhentikan setelah tugas
peilaiannya selesai.

II1. ORGANISASI TIM PENILAI
A, Tim Penilai
1. Tim Penilai Pusat
a. Kedudukan

Tim Penilai Pusat dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bappenas.

b. Tim Penilai Pusat bertugas:

1)  Membantu Kepala Bappenas atau pejabat lain satu tingkar di
bawahnya yang ditinjuk, dalam menilai dan menetapkan angka
kredit bagi Perencana Utama yang bekerja di lingkungan
Bappenas, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
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2)  Membantu Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredir
dalam menilai angka kredit bagi Perencana Pertama sampai dengan
Perencana Madya yang bekerja di Instansi Pemerintah Pusat/
Propinsi/Kabupaten/Kota dalam hal tim penilai Instansi/
Propinsi/Kabupaten/Kota belum terbentuk. _

3). Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat dan

daerah, dalam memberikan pertimbangan teknis tentang

penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang akan diangkat menjadi Perencana Utama. Ketentuan

dan tata cara penentu kualifikasi pendidikan oleh masing-masing

Pejabat Pembina Kepegawaian akan diatur kemudian dalam SK

Kepala Bappenas.

¢. Tim Penilai Pusat berfungsi :
1) memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK.

2} memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang
dianggap perlu.

3) menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Kepala
Bappenas.

4) menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Kepala
Bappenas.

d. Keanggoraan Tim Penilai Pusat berjumlah gasal, terdiri atas:
1) Seorang Ketua merangkap anggota;
2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
3) Seorang Sekretaris merangkap anggota; '
" 4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak
merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Pusat.

e. DPersyaratan Anggota Tim Penilai Pusat :
1) Sekurangkurangnya menduduki jabatan dan pangkat/golongan
. ruang yang sama dengan perencana yang dinilai.

2) Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara
objektif kegiatan dan profesi perencanaan serta prestasi kerja
perencana;

3) Dapat aktif melakukan penilaian;

4) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim

penilai pusat, dengan sepengetahuan atasan langsung, .

f.  Jumlah anggota Tim Penilai Pusat yang berasal dari Perencana harus
diupayakan lebih banyak daripada anggota yang berasal dari Pegawai
Negeri Sipil lain yang bukan perencana.

g. Masa kerja Tim Penilai Pusat adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat
diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan. Setelah masa
jabatannya berakhir dan akan diangkat kembali dalam keanggoraan
Tim Penilai Pusat, maka harus telah melampaui tenggang waktu 1
(satu) masa jabatan.
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h. Anggota Tim Penilai dapat berasal dari instansi atau unit perencanaan f.  Juralah anggota Tim Penilai Bappenas harus diupayakan lebih banyak

lain, atas permintaan Kepala Bappenas. berasal dari Perencana daripada anggota yang berasal dari Pegawai
Negeri Sipil yang bukan perencana.

Tim Penilai Bappenas g. Masa kerja Tim Penilai Bappenas adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat

a. Kedudukan diperpanjang sebanyflk-banyaknya satu kz}li masa iabatm. Apabila

Tim Penilai Bappenas dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung ;I::isd::?ag;;;zizlii??;§g§2?§£m¥$582i2$g§;?’ maka

jawab kepada Sekretaris Utama Bappenas. . .. .
’ h. Anggota Tim Penilai Bappenas dapat berasal dari berbagai instansi

b. Tim Penilai Bappenas bertugas: . . : ;
. . . t t ncana lain, atas permintaan Sekretaris Utama Bappenas.
1) Membantu Sekretaris Utama Bappenas atau Pejabat lain satu atauumt perencana P PP

tingkat di bawahnya yang ditunjuk dalam menetapkan angka
kredit bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya 3. Tim Penilai Instansi
yang berkerja di lingkungan Bappenas; 2.  Kedudukan

2) Membantu Sekretaris Utama Bappenas, dalam memberikan
pertimbangan teknis tentang penentuan kualifiasi pendidikan bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi

Tim Penilai Instansi dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab
kepada Pejabar Pembina Kepegawaian Pusat.

Perencana Pertama sampai dengan Perencana h:iafdya. Ketentuan b. Tim Penilai Instansi bertugas:
selan)ut.nya tata cara penentuan kualifikasi pendidikan akan diatur 1) Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat lain
kemudian dalam SK Kepala Bappenas. satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk dalam menetapkan angka
c. Tim Penilai Bappenas berfungsi : kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang
1) Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK; berkerja di Iingkungafl Intansi yang bersangkutan; )
2) Melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK 2) Membantu Menteri/Kepala LPND, dalam memberikan
yang dianggap perlu; pertimbangan teknis tentang penentuan kualifikasi pendidikan
3) Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Sekretaris bagi Pegawai Negeri SiPi_l (PNS) yang akan diangkar menjadi
Utama Bappenas; Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya. Ketentuan
4) Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Sekretaris dan tata cara penentuan kualifikasi pendidikan akan diatur
Utama Bappenas. kemudian dalam SK Kepala Bappenas.

d. Keanggotaan Tim Penilai Bappenas berjumlah gasal, terdiri atas: ¢.  Tim Penilai Instansi berfungsi :

1) Seorang Ketua merangkap anggota; 1) Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;

2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 2) Melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK

3) Seorang Sekretaris merangkap anggota; » yang dianggap perlu;

4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota vang tidak 3) Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Pejabat
merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Bappenas. Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;

4) Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Pejabat,

e. Persyaratan anggota Tim Penilai Bappenas: Pembina Kepegawaian Instansi Pusat.

1) Sekurang-kurangnya menduduki jabatandan/atau pangkat/

golongan ruang yang sama dengan perencana yang dinilai; : d. Keanggotaan Tim Penilai Instansi berjumlah gasal, terdiri atas:

2) Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi 1) Seorang Ketua merangkap anggota;
kerja perencana; 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

3) Dapat aktif melakukan penilaian; 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota;

4) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim 4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak
penilai Bappenas, dengan sepengetahuan atasan langsung; merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Instansi.

e. Persyaratan anggota Tim Penilai Instansi:
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1) Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan pangkat/golongan
ruang yang sama dengan perencana yang dinila;

2) Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi
kerja perencana;

3) Dapar akiif melakukan penilaian;

4) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim
penilai Instansi, dengan sepengetahuan atasan langsung

. Jumlah anggota Tim Penilai Instansi diupayakan lebih banyak berasal
dari Perencana daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri
Sipil yang bukan perencana;

g. Masa kerja Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat
diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan. Apabila
akan diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai Instansi, maka
harus melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan;

h. Anggota tim penilai Instansi dapat berasal dari instansi atau unit
perencana lain, atas permintaan Menteri/Kepala LPND yang

bersangkutan.
Tim Penilai Propinsi
2 Kedudukan

Tim Penilai Propinsi dibentuk, diterapkan oleh dan bertanggung
jawab kepada Gubernur.

b. Tim Penilai Propinsi bertugas:

1) Membantu Gubernur atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya
yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit bagi Perencana
Pertama sampal dengan Perencana Madya yang berkerja di
lingkungan Instansi pemerintah di Propinsi yang bersangkutan;

2) Membantu Pejabat yang berwenang Menetapkan Angka Kredit
dalam menilai angka kredit Perencana Pertama sampai dengan
Perencana Madya yang bekerja di Kabupaten/Kota dalam hal
Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk.

3) Membantu Gubernur dalam memberi pertimbangan teknis
tentang penetuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Szp;l
(PNS) yang akan diangkat menjadi Perencana Pertama sampai
dengan Perencana Madya. Ketentuan dan tata cara penentuan
kualifkasi pendidikan akan diatur kemudian dlam SK Kepala
Bappenas.

c.  Tim Penilai Propinsi berfungsi :
1) Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
2 Melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK
yang dianggap perlu;

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

3}  Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Gubernur;
4) Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Gubernur.

Keanggotaan Tim Penilai Propinsi berjumlah gasal, terdiri atas:

1) Seorang Kerua merangkap anggota;

2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

3) Seorang Sekretaris merangkap anggota;

4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak
merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Propinsi.

Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai Propinsi:

1) Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat/
golongan ruang yang sama dengan perencana yang dinilai;

2) Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi
kerja perencana;

3} Dapat aktif melakukan penilaian;

4) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota Tim
Penilal Propinsi.

Jumlah anggota Tim Penilai Propinsi harus diupayakan lebih banyak
berasal dari Perencana daripada anggota yang berasal dari Pegawai
Negeri Sipil yang bukan perencana.

Masa kerja Tim Penilai Propinsi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan dan apabila
akan diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai Propinsi harus
melampaui tenggang waktu 1 {satu) masa jabaran.

. Anggota tim penilai dapat berasal dari instansi atau unit perencana

lain, atas permintaan Gubernur yang bersangkutan.

5. Tim Penilai Kabupaten/Kota

4.

C.

Kedudukan

~ Tim Penilai Kabupaten/Kota dibentuk, ditetapkan oleh dan

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Tim Penilai Kabupaten/Kota bertugas:

1) Membantu Bupati/walikota atau pejabat lain satu tigkat
dibawahnya yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit
Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang,
berkerja di lingkungan Intanst pemerintah di Kabupaten/Kota
yang bersangkutan;

2) Membantu Bupati/Walikota dalam membarikan pertimbangan
teknis tentang penentuan ualifikasi pendidian bagi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Perencana Pertama sampai
dengan Perencana Madya. Ketentuan dan tata cara penentuan
kualifikasi pendidikan akan diatur kemudian dalam SK Kepala
Bappenas.

Tim Penilai Kabupaten/Korta berfungsi:
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an-



Y

3) Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
untuk Tim Penilai Instansi;

4) Gubernur/Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Propinsi/
Kabupaten/ Kota.

1) Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
2} Memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang
dianggap perly;

3) i\}/[g:z.iainpaikan berita acara hasil penilaian kepada Bupati/ b Sekretaria Tiom Penlai bertan iawab kepads
ikota; ggun

. - i 1) Ketua Tim Penilai Pusat untuk Sekretariat Tim Penilai Pusar;
1 kegiatan tahunan kepada Bupati/ ;
K I\‘;ézﬁiz:}?alkm e 2)  Ketua Tim Penilai Bappenas untuk Sekretariat Tim Penilai Bappenas;
. . . : iri 3)  Ketua Tim Penilai Instansi untuk Sekrerariat Tim Penilai Instansi;
Penilai Kabupatén/Kota berjumlah gasal, terdiri ; i) iy
¢ :Ift:saflggm wan Tim Penilai Rabop J 4)  Ketua Tim Penilai Propinsi untuk Sekretariat Tim Penilai Propinsi;

1) Seorang Ketua merangkap anggota; 5) Ketua Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk Sekretariat Tim Penilai
2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; ) Kabupaten/Kota;
3) Seorang Sekretaris merangkap anggota; ¢ Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang
4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak secara fungsional dljaba‘t oleh:

merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/ 1) Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kota. Sekretaris Utama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

untuk Sekretaris Tim Penilai Pusat. Khusus Sekretariat Tim Penilai

e. Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota: Pusat secara ex-officio berada di Pusart Pembinaan, Pendidikan dan

1) Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/ atau ngngkat/ Pelatihan Perencana Bappenas;
golongan ruang yang sama dengan perencana yag du‘n 3 . 2) Pimpinan Unit Kerja Eselon IT dalam bidang kepegawaian untuk
2) Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi Sekretariat Tim Penilai Instansi;
kerja per encana; o 3)  Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama LPND
3) Dapat aktif melakukan penilaian; ) ) ) ) atau pejabat yang ditunjuk untuk Sekretariat Tim Penilai Instanst;
~ 4 Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim 4)  Sekretaris Daerah Propinsi atau pejabat yang ditunjuk unruk
penilai Kabupaten/Kota, dengan sepengetahuan atsan langsung. Sekretariat Tim Penilai Propinsi;
f. Jumlah anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota diupayakan lebih 5) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk
banyak berasal dari Perencana daripada anggota yang berasal dari untuk Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pegawai Negeri Sipil yang bukan perencana.

hun. d 2. Sekretariat Tim Penilai bertugas:
ja Ti ilax h 3 {tiga) tahun, dan ) o ‘ o '
& g&a;s;ﬁ;ﬁ:;;i;ﬁ&ﬁiﬁ:;ﬁ;ﬂsﬁzliali rgzz)ja?)a:an dan Membantu tim Penllu fla!am b‘daf‘g pengadministrasian dan
apabila akan diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai penatausahaan kegiatan penilaian prestasi perencana.
Kabupaten/Kota harus melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa N

‘ Sekretaris Tim Penilai berfungsi:
jabatan;

h. Anggota tim penilai dapat berasal dari instansi atau unit perencana & Mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Perencanajs
. ggota

. 5 b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berk di k
! ; lutan. nelit gkap erkas-berkas yang disyaratkan
lain, atas permintaan Bupati/Walikota yang bersangkutan dari setiap usulan penetapan angka kredit Perencana;

B. Sekretariat Tim Penilai ¢ Membuat jadwal sidang Tim Penilai;
1. Kedudukan d. Menvelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
. . €. Menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
. at Ti ilai dibentuk dan ditetapkan oleh: ;
* Sekr;tan:;t ';mx Penilai 1:?1" Penilai Puf;at- f. Membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;
) Kepala Bappenas uncuk Tizn Pe . L 8- Melakasanakan penatausahaan dan pen olahan data Perencana;
2) Sekretaris Utama Bappenas untuk Tim Penilai Pusat; P peng cana;
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Menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas tim penilai
dan setel:fh ditandatangani Ketua Tim Penilai kemudian
menyampaikan kepada Kepala Bappenas selambat-lambatnya 20 (dua
puluh) hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;

1. Memantau perolehzfn angka kredit Perencana selama periode tertentu
untuk mengetahui apakah seorang perencana telah memenuhi
persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat
arau jabatan,; .

4 Memberikan laporan kepada tim penilai perihak

1) Perencana yang tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif
_rnzmmal yang dipersyaratkan unruk kenaikan pangkat atau
jabatan pada waktunya;

2) Kemungkinan_dapat diangkat kembali seorang Perencana, yang
i)ebelun;{nya dlbiabaskan sementara dari jabatan, karena yang

ersangkutan te ah memenuhi jumlah angka kredit kumulati
minimal yangditentukan. ’ sl
idenyera}}kan’ berkas yang berhubungan dengan penetapan angka kredit
epada Pimpinan Unit Kerja yang lama untuk disampaikan kepada

Pimpinan Unit Kerja yang bary, apabila Perencana Utama dimutasikan
ke Unit Kerja yang lain.

C. TIM PENILAI TEKNIS

L
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Kedudukan
Tim Penilai Teknis dibentuk dan ditetapk ]

pkan oleh Pejabat Yang B
Menetapkan Angka Kredit berdasarkan usulan dari Ketua Ti:;n l;genflzemng
Tugas:
Tim Penilai Teknis bertugas membantu Tim Penilai dalam melaksakan

penilaian terhadap usx‘llan penetapan angka kredit dari hasil kegiatan
perencanaan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu

Fungsi :

Eim Penilai Tekpis berfungsi memberikan pertimbangan teknis dalam
al penilaian kegiatan perencanaan yang memerlukan pengetahuan atau

keahlian khusus.
Masa Kerja Tim Penilai Teknis

“T'in Penilai - .
: ;rln en P::n ';e;la;:ls ditentukan sesuai dengan kebutuhan dalam satu periode

Peraturan-peraluran Jabatan Fungsional Perencana

IV.TATA KERJA TIM PENILAI

A. Tim Penilai Pusat

1.

Ketentuan

a. Persidangan Tim Penilai Pusat dilaksanakan paling sedikit 2 (dua)
kali dalam satu tahun sesuai dengan periode kenatkan pangkat :
1) Untuk kenaikan pangkat periode April persidangan dimulal
bulan Oktober tahun sebelumnya.
?) Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai
bulan April tahun yang bersangkutan.

b. XKepala Bappenas atas usul Ketua Tim Penilai Pusat dapat mengganti
anggota Tim Penialai Pusat apabila yang bersangkutan:
1) Pensiun dari PNS.

2} Berhalangan sewkurang-kurangnya 6 (enam) bulan,
3) Mengundurkan diri.

c. Apabilaterdapat anggota Tim Penilai Pusat yang turut dinilai, maka
Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti sementara bagi
anggota Tim Penilai Pusat yang bersangkutan, untuk jangka satu
kali penilaian yang dimaksud.

d. Dalam hal Ketua Tim Penilal yang dinilai, maka Kepala Bappenas -
menjadi Ketua Sementara Tim Penilat Pusat.

e. DPenilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Ketua Tim Penilai Pusat membagi tugas penilaian kepada anggota
tim penilai.

2) Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;

3) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil
masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka
hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Pusat
melalui Sekrtetaris Tim Penilai Pusat untuk disahkan;

4) Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota
tim penilai terdapat perbedaan denanan DUPAK, maka hasil
penilaian terakhir dilakukan melalui sidang pleno;

5) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Pusat
dilakukan dengan musyawarah mufakat;

6) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilin
keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;

7} Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang:
kurangnya oleh 1/2n +1 Anggota Tim Penilai, dimana n adalah
jumlah seluruh Anggota Tim Penialai Pusat.

f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara
Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota
Tim Penilai yang hadir.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana
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g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit, Perencana yang
bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.

2. Prosedur

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat dilakukan melalui
prosedur sebagai berikut:

1) Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan
berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;

2) Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada
setiapa DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian.

3) Melakukan rapat pleno untuik menyusun Berita Acara Penilaian
Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil peniulaian akhir. Contoh
BAPAK dapat dilihat pada Lampiran 1.

4) Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai untuk
penyiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Sekretaris Utama Bappenas
disampaikan kepada Kepala Bappenas untuk ditetapkan.

5) Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
(BKN), dengan tembusan disampaikan kepada:

a. Perencana yang bersangkutan
b. Pimpinan unit kerja perencana yang bersangkutan;
c. Sekretaris Tim Penilai Perencana yangf bersangkutan;

d. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

B. Tim Penilai Bappenas

1

212

Ketentuan

a.  Persidangan Tim Penilai Bappenas dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali
dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat:
1) Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober
tahun sebeluimnya.
2) Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai
bulan April tahun yang bersangkutan. dimulai bulan April tahun
yang bersangkutan;

b. Sekretaris Utama Bappenas atas usul Ketua tim Penilai Bappenas dapat

mengganti anggotta Tim Penilai Bappenas apabila yang bersangkutan:
1) Pensiun dari PNS.

2) Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan,

3} Mengundurkan diri.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Bappenas yang turut dinilai,
maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota Tim
Penilai Bappenas yang bersangkutan, dan yang berlaku untuk satu
kali penilaian yang dimaksud.

d. Dalam hal Ketua Tim Penilai Bappenas yang turut dinilai, maka
Sekretaris Utama menjadi Ketua sementara Tim Penilai Bappenas.

e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim
penilai.

2) Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;

3) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil
masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka
hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Bappenas
melalui Sekrtetaris Tim Penilai Bappenas untuk disahkan;

4) Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota
tim penilai terdapat perbedaan dan atau ada perbedaan dari masing-
masing tim penilai dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir
dilakukan melalui sidang pleno;

5) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Bappenas
dilakukan dengan musyawarah mufakat;

6) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan
kepurtusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;

7) Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-
kurangnya oleh 1/2 n +1 Anggota Tim Penilai, dimana n adalah
jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Pusat.

f.  Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara
Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota
Tim Penilai yang hadir.

g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit, Perencana yang
bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.

2. Prosedur
Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat dilakukan melalui
prosedur sebagai berikut: *
1) Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan
berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
2) Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap
DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian.

3} Melakukan rapat pleno untuik menyusun Berita Acara Penilaian
Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir.
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4)

Menvampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Bappenas
nmak penyiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Kepala Biro
Kepegawaian dan Hukum disampaikan kepada Sekretaris Utama
Bappenas untuk ditetapkan.

Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
(BKN), dengan tembusan disampaikan kepada:

a. Perencana yang bersangkut.

b. Pimpinan unit kerja perencana yang bersangkutan;

c. Sekretaris Tim Penilai Perencana yang bersangkutan;
d. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

C. Tim Penilai Instansi

214

1.

Ketentuan

a.

Persidangan Tim Penilai Instansi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua)

kali dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat:

1) Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober
tahun yang bersangkutan.

2) Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai
bulan April tahun yang bersangkutan. dimulai bulan April tahun
yang bersangkuran;

Menteri/Kepala LPND atas usul ketua Tim Penilai Instansi dapat

mengganti anggotta Tim Penilai Instansi apabila yang bersangkutan :

1} Pensiun dari PNS.

2) Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan,

3) Mengundurkan diri. »

Apabila terdapat anggota Tim Penilai Instansi yang turut dinilai, maka

Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota Tim Penilai

Instansi yang bersangkutan, dan yang berlaku untuk satu kali penilaian

yang dimaksud.

Dalam hal Ketua Tim Penilai Instansi yang turut dinilai, maka

menteri/LPND menjadi Ketua sementara Tim Penilai instansi.

Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim
penilai.

2} Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;

3) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil
masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, muaka

hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Instansi
melalui Sekrtetaris Tim Penilai instansi untuk disahkan;
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4) Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota
tim penilai terdapat perbedaan dan atau ada perbedaan dar masing.-
masing tim penilai dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir
dilakukan melalui sidang pleno;

5) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Instans:
dilakukan dengan musyawarah mufakay;

6) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan
keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;

7) Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-
kurangnya oleh 1/2 n +1 Anggota Tim Penilai. dimana n adalah
jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Instansi.

Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara

Penilaian Angka Kredit (BAPAK) vang ditandatangani oleh anggots

Tim Penilai yang hadir.

‘Terhadap Keputusan PAK vang telah ditandatangani oleh Pejabat

yang berwenang menetapkan angka kredit, Perencana vang
bersangkutan tidak dapat mengaiukan keberatan.

2. Prosedur

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Instansi dilakukan melalui
prosedur sebagai berikut:

1)
&)
»
4

Menerima Daftar Usulan Penctapan Angka Kredit (DUPAK) dan

. berkas-berkas pendukung lainnva dari Sekretaris Tim Penilay;

Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yvang diajukan pada
setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilatan.
Melakukan rapat plenc untuik menyusun Berita Acara Penilatan
Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir.
Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penila Bappenas
untuk penviapan SK PAK dan selanjutnva oleh Sckretaris Jenderal
Depertemen/Sekretaris Utama LPND disampaikan kepada Menteri/
Kepala LPND disampaikan kepada Menteri/kepala LPND untuk
ditetapkan,

Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaan Negara
(BKN), dengan tembusan disampaikan kepada:

a. Perencana vang bersangkut.

b. Pimpinan unit kerja perencana vang bersangkutan:

¢.  Sekretaris Tim Penilai Perencana yangt bersangkutau:

d. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit:
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Persidingan Tim Penilai Propinsi dilaksanakan paling sedikit 2 {dua:

kali dalam 1 tahur sesuai dengan periode kenaikan pangkat:

!} Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober
tahun yang bersangkutan.

2} Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai
bulan April tahun yang bersangkutan. dimulai bulan April tahun
yang bersangkutan;

Gubernur aras usul ketua Tim Penilai Propinsi dapat mengganti

anggota Tim Penilai Propinsi apabila yang bersangkutan :

1) Pensiun dari PNS.

2} Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan,

3} Mengundurkan diri.

Apabila terdapat anggota Tim Penilai Propinsi yang turut dinilai,

maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota Tim

Penilai Propinsi yvang bersangkutan, dan yang berlaku untuk satu

kali penilaian vang dimaksud.

Dalam hal Ketua Tim Penilai yang dinilai, maka Gubernur menjadi

Ketua sementara Tim Penilai Propinsi.

Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1} Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim
penilai. )

2) Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;

3) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil
masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka
hasil penilajandisampaikan kepada Ketua Tim Penilai Propinsi
melalui Sekrtetaris Tim Penilai Propinsi untuk disahkan;

4)  Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota
tim penilai terdapat perbedaan dan atau ada perbedaan dari masing-
masing tim pepilai dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir
dilakukan melalui sidang pleno;

5) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Propinsi
dilakukan dengan musyawarah mufakat;

6} Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan
keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;

7)  Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-
kurangnya oleh 1/2 n + ! Anggota Tim Penilai, dimana n adalah
jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Propinsi.

Hasil penilaian angka kredit harus dirvangkan dalam Berita Acara

Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota

Tim Penilai yang hadir.
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Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani olch Pejabat

o )
ying berwenang menctapkan angka kredit, Percncana yang
bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.

Prosedur

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Propinsi dilakukan
melalui prosedur sebagai berikut:

Y
2)
3)

4

5)

Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan
berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap
DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian.

Melakukan rapat pleno untuik menyusun Berita Acara Penilaian Angka
Kredit (BAP AK) sebagai hasil penilaian akhir.

Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Propinsi untuk
penyiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Sekretaris Daerah Propinsi
disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
(BKN) Regional, dengan tembusan disampaikan kepada:

a. Perencana yang bersangkut.

b. Pimpinan unit kerja perencana yang bersangkutan;

c. Sekretaris Tim Penilai Perencana yang bersangkutan;

d. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

E. Tim Penilai Kabupaten/Kota

1.  Ketentuan
a  Persidangan Tim Penilai Kabupaten/Kota dilaksanakan paling sediki 2

(dua) kali dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat:

1) Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober
tahun yang bersangkutan.

2} Untuk kenaikan pangkar periode Oktober persidangan dimulai
bulan April tahun yang bersangkutan. dimulai bulan April tahun
yang bersangkutan; : '

b. Gubernur atas usul ketua Tim Penilai Propinsi dapat mengganti
anggota Tim Penilai Propinsi apabila yang bersangkutan :

1) Pensiun dari PNS.

2) Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan,

3) Mengundurkan diri.

c.  Apabila terdapat anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota yang wrut
dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti angsota
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Tim Penilai Kabuparen/Kota yang bersangkutan, dan yang berlaku
ook atw kalt penilaian yang dimaksud.

I3alam hal Ketua Tim Penilai yang dinilai, maka Bupau/Walikora

menjadi Ketua sementara Tim Penilai Kabupaten/Kota.

e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikur:

1) Xetua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim
penilai.

2} Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;

3) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil
masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka
hasil penilaian disampaikan kepada Kerua Tim Penilai
Kabupaten/Kota melalui Sekrtetaris Tim Penilai Kabupaten/
Kotz untuk disahkan;

4) Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota
tim penilai terdapat perbedaan dan atau ada perbedaan dari masing-
masing tim penilai dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir
dilakukan melalui sidang pleno;

5 Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai
Kabupaten/Kota dilakukan dengan musyawarah mufakag;

6) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan
keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;

7) Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-
kurangnya oleh 1/2 n +1 Anggota Tim Penilai, dimana n adalah
jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Kabupaten/Kora.

f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara
Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota
Tim Penilai yang hadir.

g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit, Perencana yang
bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.

Prosedur

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota
dilakukan melalui prosedur sebagai berikur:

1)
2)

3)

Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan
berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;

Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada
setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian.

Melakukan rapat pleno untuik menyusun Berita Acara Penilaian

Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

4) Menyampaikan BAPAK kepada Sckret;}ris Tim Penilai Kal:)upaten/
Kota untuk penyiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Sekreraris Daerah
Kabupaten;’Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk
ditetapkan.

5) Asli SK PAK disampaikan kepada Ke}‘fala Bad.:m Kepegawaian Negara
(BKN) Regional, dengan tembusan disampaikan kepada:

a. Perencana yang bersangkut.
b. Pimpinan unit kerja perencana yang bersangkutan;
Sekretaris Tim Penilai Perencana yang bersangkutan;

c
d. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

KETENTUAN LAIN-LAIN
Apabila Tim Penilai Instasi belum dibentuk, maka peniklaian angka kredit
dapat dilakukan oleh tim Penilai Pusat _ -
Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dlbe'ntuk, maka penilaian angka
kredit dapat dilakukan oleh Tim Penilai Propinsi, o ‘
Apabila Tim Penilai Propinsi belum dibentuk, maka penilaian angka kredit
dapat dilakukan oleh Tim Penilai Pusar.
. PENUTUP
Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas ini mulai berlaku pada tanggal
- ditetapkan.
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Menneg PPN/Kepala Bappenas

ini akan diatur kernudian.

MENTER] NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

““%WIK KIAN GIE

- =40
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REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERINEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP.011/M.PPN/02/2003
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI DAN ALIH KREDIT PROGRAM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL SUBSTANTIF
PERENCANA



s e e

MENTERI NEGARA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 011/M.PPN/02/2003

TENTANG

PEDOMAN AKREDITASI DAN ALIH KREDIT PROGRAM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL SUBSTANTIF

PERENCANA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Memimbang : a

Mengingat 1,

)

bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Perencana
dan kapasitas institusi perencanaan Pemerintah baik di Pusat
maupun di Daerah, telah diberlakukan Jabatan Fungsional
Perencana;

bahwa untuk meningkatkan kompetensi Perencana perlu
pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatiban (Diklar)
fungsional substantif perencana;

bahwa untuk menjamin kualitas dan profesionalisme
penyelenggaraan diklar fungsional perencana perlu
dilakukan akreditasi dan alih kredit program diklat
fungsional substantif perencana;

bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertib admanistrasi
serta menjaga kredibilitas dan keterbukaan pelaksanaan
akreditasi dan alih kredit program diklat fungsional
substanuf perencana, perlu ditetapkan Pedoman Akreditasi
dan Alih Kredit Program Pendidikan dan Pelatihan®

Fungsional Substantif Perencana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;

222
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Memperhatikan :
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10.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomeor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Xreditnya;

Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara
Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A Tahun
2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Perencana dan Angka Kreditnya;

Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor KEP.234/M.PPN/(04/2002 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan
Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan
Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan
Fungsional Perencana;

Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
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Menetapkan

Nasional Nomor KEP.235/M.PPN/04/2002 tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG PEDOMAN AKREDITASI DAN ALIH
KREDIT PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL SUBSTANTIF PERENCANA.

Pasal 1

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Substanuf
Perencana ini bertujuan untuk memperkaya kompetensi peserta
diklat, di fuar Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana,
sesuai dengan substansi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
instansi perencanaan yang bersangkutan.

Pasal 2

Pedoman Akreditasi dan Alih Kredit Program Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional Substantif Perencana disusun dengan
tujuan untuk:

a. Memberikan acuan bagi pelaksanaan akreditasi Program
Diklat Fungsional Substantif Perencana;

b. Memberikan arahan bagi individu yang ingin diakui
sebagian atau seluruh mata diklat yang ditkutinya dalam
angka kredit jabatan fungsional perencana.

Pasal 3

Sistematika Pedoman Akreditasi Program Diklat Fungasional
Substantif Perencana disusun sebagai berikut:
I. TUJUAN

II. AKREDITASI PROGRAM DIKLAT FUNGSIONAL
SUBSTANTIF PERENCANA

II. KONVERSI ANGKA KREDIT PROGRAM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON-
PENJENJANGAN

Iv. PENUTUP
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Pasal 4

Pedoman Akreditasi dan Alih Kredit Program Diklat
Fungsional Substantif Perencana diatur sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan
satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas, apabila
dipandang perlu akan diadakan penyempurnaan secara berkala,
dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini akan
diatur dalam surat keputusan tersendiri.

Pasal 6

Keputusan ini' berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan gp?bda dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 Pebruari 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN N
ASIONAL/
KEPALA BADAN PERI_ENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
AL ’
;w fh,,:/é Z)
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. 011/M.PPN/02/2003
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI DAN ALIH KREDIT

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL
SUBSTANTIF PERENCANA

A. Tujuan
1. Memberi pedoman pelaksanaan akredirasi Program Diklat Fungsional
Substantif Perencana;

2. Memberi arahan bagi individu yang ingin diakui sebagian atau seluruh
mata diklat yang diikutinya dalam angka kredit jabatan fungsional
perencana.

B. Pedoman Akreditasi Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Substantif Perencana
* Akreditasi ini diperuntukkan bagi diklat yang keseluruhan programnya ingin
diakui sebagai Diklat Fungsional Substantif Perencana, sehingga nilai Angka
Kredit sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara No.16/Kep/M.PAIN/3/2001. Proses Akreditasi dilakukan dengan
mekanisme sebagat berikut:

1. Ketentuan Akreditasi

a. Calon penyelenggara diklat harus mengajukan surat permohonan
akreditasi yang dilengkapi dengan Terms of Reference {TOR)
Penyelenggaraan Diklar Fungsional Substantif Perencana kepada Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) u.p. Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana Badan Perencana Pembangunan
Nasional (Pusbindiklatren-Bappenas), Ji. Taman Suropati No. 2, Jakarta
10310.

b. TOR sebagaimana butir a tersebut paling tidak berisi:
1)  Tujuan diklat;
2)  Strukrur kurikulum;
3) Mara diklat beserta materi diklatnya;
4)  Jangka waktu;
5) Metodologi pembelajaran;
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6) Ringkasan materi diklat;

7°  Bahan ajar setiap mata dikla;

8} Persyaratan peserta;

9) Kualifikasi pengajar dan nama-nama pengajar beserta biodata-nya;
10) Tempat dan nama pelaksana diklat;

11) Tupoksi unit perencana calon peserta diklat.

Prosedur Akreditast

Akreditasi kurikulum Diklat Fungsional Substantif Perencana dilakukan

dengan prosedur sebagai berikut:

a. Calon instansi penyelenggara diklat mengajukan permohonan
akreditasi yang dilengkapi dengan Terms of Reference (TOR)
Penyelenggaraan Diklat Fungsional Substantif Perencana kepada
Instansi Pembina JFP u.p. Pusbindiklatren-Bappenas, Jl. Taman
Suropati No. 2, Jakarta 10310; _

b. Pusbindiklatren melakukan pengadministrasian dan verifikasi surat
permohonan akreditasi beserta dokumen yang menyertainya;

¢. Pusbindiklatren mengajukan berkas-berkas permohonan akreditasi
kepada Tim Ahli Jabatan Fungsional Perencana (JFP) untuk dievaluasi
sesuai ketentuan akreditasi kurikulum Diklat Fungsional Substantif
Perencana;

d. Tim Ahli JFP menilai TOR beserta kurikulumnya dengan mengacu
pada ketentuan yang berlaku;

e. Tim Ahli JFP memberitahukan Pusbindiklatren bila dalam proses
penilaian diperlukan Tim Teknis untuk melakukan pertimbangan
dalam menilai kurikulum diklat fungsional substantif perencana dan/
atau survey ke lokasi calon instansi penyelenggara diklat apabila hal
itu memang diperlukan;

f.  Pusbindiklatren memproses pengadaan Tim Teknis dan/atau
pelaksanaan survey sebagaimana butir e di atas;

g Tim Ahli JFP mengajukan hasil penilaian kepada Pusbindiklatren
untuk diinformasikan kepada calon instansi penyelenggara diklat;

h. Apabila Tim Ahli JFP menyatakan tidak setuju untuk diakreditasi,
Pusbindiklatren memberitahukan kepada instansi calon penyelenggara
diklat untuk merevisi kurikulum diklat. Revisi kurikulum harus
dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal yang tertulis
pada surat pemberitahuan;

i Apabila Tim Ahli JFP menyetujui untuk diakreditasi, Instansi
Pembina JFP menerbitkan surat Akreditasi Program Diklat
Fungsional Substantif Perencana;

}. Pusbindiklatren mengirimkan surat Akreditasi Program Diklat

Fungsional Substantif Perencana kepada calon instansi penyelenggara
diklar.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

C. Pedoman Alih Kredit Program Diklat Fungsional Substantif Perencan:

Alih Kredit Program Diklat Fungsional Substantif Perencana ke dalam Angk:
Kredit Perencana dimungkinkan bagi pejabat perencana yang telak mengikut,
diklat perencanaan di bidang yang sesuai dengan tugas pokok din fungsinya
Proses alih kredit dilaksanakan dengan melalui mekanisme sebagai berikur:

1. Ketentuan Alih Kredit:

a.

ae

Desain kurikulum program diklat yang telah ditkuti harus
mempunyai relevansi dengan uraian pekerjaan yang sesuai dengan
kebutuhan peningkatan kemampuan perencana di berbagai bidang
pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

Diklat Fungsional Substantif Perencana adalah diklar yang
mendukung tugas pokok dan fungsi instansi/unit perencanaan terkait
dengan substansi yang ditujukan unruk memperkaya kompetensi
perencana, meliputi aspek knowledge (pengetahuan), skili
(keterampilan), dan aztitude (sikap).

Diklar dilaksanakan oleh lembaga diklat atau perguruan tinggi yang
menurut pertimbangan Tim Ahli JFP dinyatakan sebagai lembaga
yang kompeten di bidangnya.

Aspek-aspek diklat tersebut meliputi:

1) Tujuan diklar;

2)  Struktur kurikulum;

3) Mata diklat beserta materi diklatnya;

4) Jangka wakru;

_5) Metodologi pembelajaran;

6) Ringkasan materi diklag

7) Persyaratan peserta; dan

8) Kualifikasi Pengajar.

Program Diklat Fungsional Substantif Perencana akan diberikan

. bobot nilai Angka Kredit sesuai surat Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomorl6/KEP/M.PAN/3/2001
apabila sekurang-kurangnya mengandung 70 persen materi utama
perencanaan dan setinggi-tingginya 30 persen materi penunjang,

Jumlah jam pelajaran (jampel) suatu Diklat Fungsional Substantif
Perencana adalah minimal 30 jam dan dibuktikan dengan Surat Tanda

Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);

Diklat Fungsional Substantif Perencana yang jumlah Jampel-nya
kurang dari 30 jampel, meskipun kandungan materi stama
perencanaan lebih dari 21 Jampel (70% x 30 jampel), tetap tidak dapat
dialihkreditkan kedalam Angka Kredit Perencana.

Alih kredit seluruh atau sebagian mata diklat dart Diklat yang memenuhi
kriteria butir a sampai dengan g di atas, dapat dilakukan dengan bobot
konversi yang disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran dan persentast
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kandungan materi diklat yang memenuhi kriteria keterkanannya dengan
kompetensi perencana. (Lihat Anak lampiran A).

i. Diklat Fungsional Substantif Perencana yang kurikulumnya sudah
diakreditasi oleh Instansi Pembina JFP Bappenas, tidak lagi diperlukan
Alih Kredit.

Contoh Perhitungan Alih Kredit:

1) Diklat yang diikuti oleh Perencana dengan jumlah Jampel antara 30
jampel sampai dengan 80 jampel, dan kandungan materi perencanaan
lebik kecil dari 70 %.

Ir. Maulina Astari, MSc., seorang pejabat fungsional perencana pada
Departemen Luar Negeri, mengikuti diklat di bidang Hubungan
Internasional yang kurikulum diklatnya belum terakreditasi oleh
Instansi Pembina JEP, Bappenas, dengan jumlah waktu diklat sebanyak
40 jampel. Yang bersangkutan mengajukan penilaian angka kredit
kepada Tim Penilai untuk diklat yang telah diikutinya. Setelah
dilakukan penilaian oleh Tim Penilai, ternyata diklat yang telah
diikutinya selama 40 jam tersebut, hanya 20 jampel yang sesuai dengan
materi perencanaan. Oleh sebab itu, yang bersangkutan akan diberikan
Angka Kredit sebanyak: 0,95 AK, dengan perhitungan sebagai
berikut: . -

Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No.16/Kep/M.PAN/3/2001 menyebutkan bahwa Diklat
perencanaan yang diikuti selama 30 jampel sampai dengan 80 jampel
dapat diberikan 1 AK. Sedangkan, dalam ketentuan alih kredit
disebutkan bahwa program Diklat Fungsional Substantif Perencana
akan diberikan bobot nilai sesuai dengan SK Surat Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16/Kep/
M.PAN/3/2001 apabila sekurang-kurangnya mengandung 70 %
materi utama perencanaan dan setinggi-tingginya 30 % materi
penunjang.

Mengingat kandungan materi perencanaan dari diklat yang diikuti
oleh Saudara Ir. Maulina Astari, MSc. kurang dari 70% (20 jampel /
30 jampel = 0,67 = 67%), maka alih kredit diberikan dengan
perhitungan sebagai berikut:

{20 jampel/(0,7 x 30 jampel}} x 1 AK = 0,95x 1 AK = 0,95 AK.

2) Diklat yang diikuti oleh Perencana dengan jumlah Jampel antara 30

jampel sampai dengan 80 jampel, dan kandungan materi perencanaan
lebih besar dari 70 %.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

3)

Drs. Hasan, MA, seorang pejabat perencana pada Departemen
Pertanian, mengikuti diklat di bidang Pertanian yang kurikulum
diklatnya belum terakreditasi oleh Instansi Pembina JFP, Bappenas
dengan jangka waktu diklat selama 60 )ampfel. Yang 'bersangk}x’t?n
mengajukan penilaian angka kredit kepada Tlm Penilai ur}tuk ddE at
yang telah ditkutinya. Setelah dilakukan pen_ilafan oleh Tm}_ Penilai,
ternyata kandungan materi perencanaan dari diklat yang diikutinya
sebanyak 50 jampel. Oleh sebab itu, yang bersfmgkutan akan 'dxbexjxkan
Angka Kredit sebanyak 1 AK, dengan perhitungan sebagai berikut:

Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur N?gara
Nomor 16/Kep/M.PAN/3/2001 menyebutkan bahwa lelati'
perencanaan yang diikuti selama 30 jampel sampai dengan i'iO jampel
dapat diberikan 1 AK. Sedangkan, dal%m ketentuan alih kredit
disebutkan bahwa program Diklat Fungsional Substantif Perencana
akan diberikan bobot nilai sesuai dengan Surat Keputusan Menter:
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/Kep/ M‘.PAN/
3/2001 apabila sekurang-kurangnya mengandung 70 % materi utama
perencanaan dan setinggi-tingginya 30 % materi penunjang.

Dengan demikian, mengingat kandungan materi perencanaan dan
diklat yang diikuti oleh Saudara Drs. Hasan, MA lebih besar dari
70% {50 jampel/(70% x 30 jampel)} = 2,38 = 238%), maka Drs.
Hasan, MA diberikan 1 AK.

Diklat yang diikuti oleh Perencana dengan jumlah Jampel antara 161
sampai dengan 460, dan kandungan materi perencanaan lebih besar
dari 70 %.

Ir. Kirana, MSc., seorang pejabat perencana pada Departemen
Kehutanan, mengikuti diklat dibidang Kehutanan yang kurikulum
diklatnya belum terakreditasi oleh Instansi Pembina JFP, Bappenas
dengan jangka wakrtu diklat selama 400 jamgel. Yang _bersangk}xtan
mengajukan penilaian angka kredit kepada Tim ?e{nlax u.ntuk dll_(l%t
yang telah diikutinya. Setelah dilakukan E)e{nlamn me“Pen.llal,
ternyata kandungan materi perencanaan dari diklat yang diikutinya
sebanyak 275 jampel. Oleh sebab itu, yang bersa:ngkutan akaq
diberikan Angka Kredit sebanyak 3 AK, dengan perhitungan sebagai
berikut: .

Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 16/Kep/M.PAN/3/2001 menyebutkan bahwa Diklat
perencanaan yang diikuti selama 161 jampel s.d. 460 jam‘pel dapat
diberikan 3 AK. Sedangkan, dalam ketentuan alih kredit diszbutkan
bahwa program Diklat Fungsional Substantif Perencana akan
diberikan bobot nilai sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/ Kep/M.PAN/3/2001
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Proses penilaian alih kredit dilakukan bersamaan
1. di atas.

angka kred
perhitunga

2.

dang perlu akan diadakan

1pan

2

diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam

Fungsional Substantif Perencana, apabila d

1. Pedoman Akreditasi dan Alih Kredit Program Pendidikan dan Pelatihan
penyempurnaan secara berkala
surat keputusan tersendiri.

2. Hal-hal yang belum cukup
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

D. Penutup

KIAN GIE

Peraturan-peratursn Jabatan Fungsional Perencana
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Peraturan-peraturar: Jabatan Fungsional Perencana
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Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perericana

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNRN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENGANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR:KEP.012/M.PPN/02/2003
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN KURLIFIKASI PENDIDIKAN
UNTUKJABATAN FUNGSIONAL PERENCANR
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Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Pgrencana

MENTERI NEGARA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR :KEP.012 /M.PPN/02/20C3

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi perencana
dan kapasitas institusi perencanaan pemerintah baik di Pusat
maupun di Daerah, telah diberlakukan Jabatan Fungsional
Perencana;

bahwa untuk memenuhi tingkat kompetensi yang
diperlukan perlu dipersyaratkan kualifikasi pendidikan
untuk Jabatan Fungsional Perencana;

bahwa untuk kelancaran administarasi, keterbukaan,
demokrasi dan keadilan, perlu diatur ketetapan tentang
Pedoman Penetapan Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan
Fungsional Perencana.

Undang-undang Nomor 8§ Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 237
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10.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Neger: Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun
2002;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A
Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsionial Perencana dan Angka Kreditnya;

Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor KEP.234/M.PPN/04/2002 tentang
Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/
Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali
dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional
Perencana;

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KUALIFIKASI
PENDIDIKAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

PERENCANA.

Pasal 1

Kualifikasi pendidikan adalah syarat pengeta.huan, k.elr.ar.npdan
dan sikap yang harus dipenuhi oleh Pegawai Neger.1 SlRll yang
bekerja sebagai pejabat fungsional perencana baik di Pusat
maupun di Daerah.

Pasal 2

Pedoman Penetapan Kualifikasi Pendidikan 1.1ntuk Jabatan
Fungsional Perencana bertujuan untuk member%kan pedoman,
ketentuan dan prosedur untuk memenuhi persyaratan
kualifikasi pendidikan bagi calon Pejabat Fungsional
Perencana.

Pasal 3

Sistematika Pedoman Penetapan Kualifikasi Pegdidil.ian Untuk
Jabatan Fungsional Perencana disusun sebagar berikut:

I. TUJUAN

II. PENGERTIAN

III. KRITERIA KUALIFIKASI PENDIDIKAN

IV. PROSEDUR PENETAPAN KUALIFIKASI
PENDIDIKAN

V. TATA CARA PENILAIAN OLEH TIM PENILAI .

VI. PENUTUP

Pasal 4

Pedoman Penetapan Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan
Fungsional Perencana diatur sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini yang merupak.ax.l satu kesatuan dan
bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana
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Pasal 5

Pedoman sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dj atas, apabila
dipandang perlu akan diadakan penyempurnaan secara berkala,
dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini akan
diatur dalam surat keputusan tersendiri.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan %pflbila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diretapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 Pebruari 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR;KEP. ¢12/M.PPN/C2/2003
TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

A. Tujuan

Pedoman Penetapan Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional
Perencana mempunyai tujuan memberikan pedoman, ketentuan dan prosedur
untuk menentukan calon pejabat {ungsional perencana yang dapat memenuhi
persyaratan kualifikasi pendidikan.

Pedoman.ini khusus dirujukan bagi Tim Penilai Angka Kredit Perencana,
Pejabat Kepegawaian, dan Para Pejabat Fungsional Perencana.

B. Pengertian

Pendidikan adalah suatu proses belajar-mengajar dalam bidang pengerahuan,
keterampilan dan sikap pada strata satu atau lebih, yang dilaksanakan oleh lembaga
pendidikan tinggi yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang,

Kualifikasi pendidikan adalah syarat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang
harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai pejabat fungsional
perencana baik di Pusat maupun di Daerah.

C. Kriteria Kualifikasi Pendidikan

1. Dalam pengisian formasi jabatan fungsional perencana pada unit
perencanaan, tugas setiap perencana harus dalam bentuk uraian pekerjaan |
secara jelas dan rinci sehingga kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan
untuk formasi tersebur dapat dikenali dengan mudah.

2. Kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional Perencana sekurang-kurangnya
adalah Sarjana (51} dalam bidang studi yang sesuai dengan uraian pekerjaan.

3. Apabila bidang studi tidak sesuai dengan uraian pekerjaan, maka calon pejabat
fungsional perencana tersebut harus mempunyai pengalaman kerja di bidang
yang sesuai dengan uraian pekerjaan sekurang-kurangnya 2 {dua) tahun.

4. Apabila bidang studi dan persyaratan pengalaman tidak memenuhi
kebutuhan sebagaimana dinyatakan dalamn uraian pekerjaan, maka calon
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pejabat fungsional perencana tersebut harus pernah mengikuti pendidikan
dan pelatih.n dalam bidang yang sesuai dengan uraian pekerjaan sekurang:
kurangnya ekuivalen 15 angka kredit.

Kesesuaian kualifikasi pendidikan ini harus di evaluasi oleh Tim Penila
Angka Kredit.

D. Prosedur Penetapan Kualifikasi Pendidikan

1.

3.

Pimpinan Unit Kepegawaian serendah-rendahnya eselon Il menyampaikan
permchonan evaluasi kepada Tim Penilai Angka Kredit atas kualifikasi
pendidikan calon pejabat fungsional perencana yang akan bekerja di instansi
perencanaan di lingkungannya, dengan disertai job description dari unit
perencanaan dimana calon pejabat fungsional perencana akan bekerja.
Tim Penilai Angka Kredit mengevaluasi kualifikasi pendidikan calon
perencana dengan memperhatikan uraian pekerjaan.

Apabila dianggap sesuai, maka Tim Penilai Angka Kredit menerbitkan
Surat Persetujuan,

E. Tata Cara Penilaian Oleh Tim Penilai

1.

242

Bidang tugas dimana calon pejabat fungsional perencana akan ditempatkan,
diuraikan dalam bentuk uraian pekerjaan yang secara rinci
menggambarkan tugas harian, tahunan, dan lima rtahunan.

Uraian pekerjaan tersebut disusun menurut rumusan standar kompetensi
yang dibutuhkan untuk melakukan job description tersebut. Rumusan
kompetensi yang dibutuhkan adalah tingkat pengetahuan, keterampilan
dan sikap minimal yang harus dimiliki oleh calon pejabar fungsional
perencana tersebut.

Kompetensi yang harus dimiliki, diterjemahkan ke dalarm materi diklat
yang diperlukan untuk memenuhinya, dan terakhir, materi diklat
diterjemahkan ke dalam satu atau beberapa mata diklat.

Tim penilai mengevaluasi calon pejabat fungsional perencana dengan
menyandingkan antara kualifikasi calon dan kualifikasi pendidikan yang
diperlukan. Evaluasi didasarkan atas:

a. Matakuliah yang pernah diambil calon pejabat fungsional perencana
pada waktu mengikuti kuliah $1 atau 52 atau §3.

Mata Diklat pada pendidikan dan peiatihan yang pernah ditkuti oleh
calon pejabat fungsional perencana,

o

¢.  Pengalaman bekerja pada bidang vang sesuai dengan job description selama ini.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

B. Penutup N ‘ B
1. Pedoman Penetapan Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Funsiona
. Perencana, apabila dipandang perlu akan diadakan penyempurnaan secara
ana, I
berkala.

1ad akan diatar Jdakam

[RS]

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedonian
surat keputusan tersendiri.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TKWIK KIAN GIE
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KEPUTUSAN
MENTERINEGARR PERENCANARN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP.013 /M.PPN/02/2003
.. TENTANG

PENYELENGGARARN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA
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KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 013/M.PPN/02/2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

bahwa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat} Fungsional
Penjenjangan Perencana diperlukan untuk meningkatkan
kompetensi perencana dan kapasitas institusi perencanaan

di Pusat dan di Daerah;

bahwa untuk menjamin pelaksanaan Diklat Fungsional
Penjenjangan Perencana sebagaimana tersebut di atas secara
terbuka, parusipatif, dan akuntabel, penyelenggaraan
Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana perlu diatur dan
ditetapkan dalam Keputusan Meneg PPN/Kepala
Bappenas;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 (entang
Peraturan Gaji Pegawai Negert Sipil sebagatmana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2001;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabaran Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

247



. s

Memperhatikan :

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhen-
tian Pegawal Negeri Sipil;

6, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

8. Kepurtusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

9. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun
2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen;

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

2. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A
Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

3. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor KEP.234/M.PPN/04/2002 tentang
Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan,
Pembebasan Sementara, Peng-gangkatan Kembali dan
Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional
Perencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
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PEMBANGUNAN  NASIONAL/KEPALA BADAN

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perenicana

PERENCANAAN PEMBANGCGUNAN NASIONAL
TENTANC PENYELENGGARAAN PENDINDIKAN DAN
PELATIHAN (DIKLAT) FUNGSIONAL PENJENJANGAN
PERENCANA.

Pasal 1

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Penjenjangan perencana
adalah pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang akan dan telah menduduki Jabatan Fungsional
Perencana dan dimaksudkan untuk memenuhi dan meningkatkan
kompetensi bidang perencanaan bagi PNS yang akan dan telah
menduduk: Jabatan Fungsional Perencana. V

Pasal 2

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana
sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diatas terdiri dari 4 (empat) tingkat,
yaitu:

1. Diklat Fungsional Perencana Tingkat Pertama, yaitu diklar yang
bertujuan untuk membentuk kompetensi PNS yang bekerja di
bidang perencanaan untuk Jabatan Fungsional Perencana jenjang
Perencana Pertama;

2. Diklat Fungsional Perencana Tingkat Muda, yaitu diklat yang
bertujuan untuk membentuk kompetensi PINS yang bekerja di
bidang perencanaan untuk Jabatan Fungsional Perencana jenjang
Perencana Muda;

3. Diklat Fungsional Perencana Tingkat Madya, yaitu diklat yang
bertujuan untuk membentuk kompetensi PNS yang bekerja di
bidang perencanaan untuk Jabatan Fungsional Perencana jenjang
Perencana Madya; dan

4. Diklat Fungsional Perencana Tingkat Utama, yaitu diklar yang
bertujuan untuk membentuk kompetensi PNS yang bekerja di
bidang perencanaan untuk Jabatan Fungsional Perencana jenjang
Perencana Urama. *

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana diatur
dalam Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan
Perencana yang dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional penjenjangan
perencana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah
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memangku Jabatan Fungsional Perencana (JFP) serta bekerja di

bidang perencanaan.

.} Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan
Perencana sebagaimana dimaksud padaayat 1 di atas, terdiri dari:
a. Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana

Tingkat Pertama adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran
1 Keputusan 1nj;

b. Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana
Tingkat Muda adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran 2
Keputusan inj;

¢. Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana
Tingkat Madya adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran
3 Keputusan ini; dan

d. Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana
Tingkat Utama adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran
4 Keputusan ini.

Pasal 4

Sistematika Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan
Perencana disusun sebagai berikut:

I Pendahuluan

I Serukrur Kurikulum dan Mata Diklac

I Peserta

IV Tenaga Pengajar

V  Penyelenggaraan

VI Metode Pembelajaran

VII Perencanaan, Pembinaan, dan Pembiayaan
VIII Monitoring daan Evaluasi

IX Serifikasi

X  Penutup

Pasal 5

Pedoman penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah
merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Keputusan
ini. )

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Peraturan-persturan Jabatan Fungsional Perencana

Ditetapkan di:  Jakarta
Pada Tanggal: Pebruari 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

KWIK KIAN GIE
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LAMPIRAN *)

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

NOMOR : KEP. 013/M.PPN/02/2003

REPUBLIKINDONESIA
TENTANG
" PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA " KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
| NOMOR:41TAHUN 2003
TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

*) Lengkapnya dapat dilihat pada buku :
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2003
TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang  :  bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian,
dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat
dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional
Perencana, dipandang perlu memberikan tunjangan Jabatan

Mengingat ;1
2.

| Fungsional Perencana dengan Keputusan Presiden

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 { Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3098 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3547 );

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Tahun 4263);
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6. Keputusan Presiden Tahun 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negert Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana, yang selanjutnya
disebut dengan Tunjangan Perencana adalah tunjangan jabatan
fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan
Fungsional Perencana sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan
secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perencana, diberikan
tunjangan Perencana setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Perencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Tunjangan Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
diberikan terhitung mulai bulan Januari 2003.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Perencana dihentikan apabila Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat
dalam jabatan struktural, atau jabatan fungsional lain, atau
karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan
dihentikan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/
atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secura bersama-
sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidangnya
masing-masing.

Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta.
Padatanggal : 10 Juni 2603
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ted.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

. Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan

,..-P-ex:g\ndang-undangan a
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41 Tahun 2003

TANGGAL : 10 Juni 2003

No JABATAN BESAR TUNJANGAN
1 Perencana Utama Rp. 1.118.000,00
2 | Perencana Madya Rp. 994.500,00
3 Perencana Muda Rp. 600.000,00 -
4 Perencana Pertama Rp. 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

258 Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana
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KEPUTUSAN
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NOMOR 32 TRHUN 2003
TENTANG
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 32 TAHUN 2003
TENTANG

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Menimbang

Mengingat

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaa Keputusan
Presiden Nomor 41 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan
Fugsional Perencana, dipandang perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Car:
Pemintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan
Fungsional Perencana;

1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undag Nomo:
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 223 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2003 Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4263);
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5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Peencana;

7. Keputusan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur
Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

Memutuskan:

Menetapkan  : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN,
PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.

Pasal 1

Tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan j

abatan fungsional
Perencana adalah sebagaimana rersebut dalam Lampiran I Kepu

tusan ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini, dilampirkan salinan Keputusan
Presiden Nomor 41 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana,
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan dan mempunyai dava lnku
surut berlakunya Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2003,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2003

Kepala

Kepegawaian Negara,

Hardijanto
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BADAN

AMPIRANI KEPUTUSAN KEPALA

- KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 32 TAHUN 2003
TANGGAL: 14 AGUSTUS 2003

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

PENDAHULUAN

A. UMUM | )
1. Untuk meningkatkan mutu, prestasi, penga_bdlan, c:lan semangat }{erﬁ
‘ perencana telah ditetapkan pemberian tunjangan )abata{l fungsiona
perencana sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor
41 Tahun 2003.
2. Dalam Keputusan 1ni diatur hal-hal yang berkenaax} dengan tata cara
. permuintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsional
Perencana.

B. TUJUAN |
Ketentuan dalam keputusan ini dimaksudkan seb‘agal p‘sidoman. dalam
pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan
fungsional Perencana.

C. PENGERTIAN
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

j j i : lanjutnya diseburt

1. Tunjangan jabatan fungsional ‘Perencana yang se ebut

Tunj]angan Perencana adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai

Negeri Sipil yang diangkat dan dirugaskan secara penuh dalam jabatan

fongsional perencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundgng-
undangan yang berlaku;

2. Penjabat yang berwenang adalah penjabat yang berwgnang me‘ng,'gnglazat3
. memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negerx S_1p1l. di
lingkungannya dalam dan dari jabatan atau penjabat lain yang ditunjuk
olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

i 263
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264

A. PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

1. Setiap pemberian Tunjangan Perencana sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003 harus dilakukan dengan
surat keputuan pejabat yang berwenang dibuat menurut contoh ssehagas
tersebut dalam Anak Lampiran I-a Keputusan ini.

2. Pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan kepada pejabar lain di
lingkungannya untuk menetapkan keputusan pemberian Tunjangan

Perencana.

3. Dalam surat keputusan pemberian Tunjangan Perencana harus
dicantumkan besarnya tunjangan yang bersangkutan.

4. Asli surat keputusan pemberian Tunjangan Perencana disampaikan

kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya
kepada:

a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian Negara di Jakarta. '

¢. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara vang
bersangkutan;

d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkuran;

f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENDAPATKAN

TUNJANGAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan Tunjangan Perencana
adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam jabatan fungsional Perencana dengan surat keputusan
pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2. Besarnya Tunjangan Perencana adalah sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Keputusan Presiden 41 Tahun 2003.
. PROSEDUR

Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul permintaan pembayaran
Tunjangan perencana bersamaan dengan permintaan gaji kepada Kepala
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan
Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan melampirkan:

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Perencana;
Surat keputusan pemberian Tunjangan Perencany;

Surat pernyataan melaksanakan tugas alau surat pernyatazn telah
menduduki jabatan.

D. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1.

[

Tunjangan Perencana dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan
berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersanghkutan secara nyata
melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut
contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-b.

Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1(satu}, Tunjangan Perencana
dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angha 2, apabila
bertepataan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya
dilaksanakan pada tanggal berikutnva. Tunjangan Perencana
dibayarkan mulai bulan it juga.

Kepala Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal 1 Januari 2003 masth
menduduki jabatan fungsional Perencana, pembayaran Tunjangan
Perencana dilakukan berdasarkan Surat Pernvataan telah menduduki
Jabatan dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagat
tersebut dalam Anak Lampiran I-c, dengan melampirkan:

a. Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Perencana;
b. Surat keputusan pemberian Tunjangan Perencana.

Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Perencana, maka setiap
permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat surat
pernyataan masih menduduki jabatan bagi para Pegawai Negeri Sipil
di lingkungannya, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam
Anak Lampiran I-d.

Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Perencana, pejabat yang
berwenang dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada
pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat surat pernyataan
melaksanakan tugas, surat pernyataan telah menduduki jabatan, atad
surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksut pada
angka 1, 4, dan 5.

Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernvataan Telah
Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabaian
sebagalmana tersebut pada angka 1, 4, dan 5 disampaikan kepada Kepala
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian
Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan rembusannya

kepada:
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a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian;

b. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan;

c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;

e. Pejabat lain yang dipandang perly;

III.PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PEJABAT

1. Pembayaran tunjangan perencana dihentikan terhitung mulai bulan
berikutnya pegawai negeri sipil yang bersangkutan:

a. dibebankan sementara dari jabatan fungsional Perencanaan apabila :

1) dalamjangkawakw 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam perangkar

terakhir tidak dapar mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

untuk kenaikan pangkat setngkat lebih tinggi bagi Perencana

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang IIl/a sampat

dengan Perencana Utama, pangkat Pembina Utama Madya,
golongan ruang IV/d;

2) dalam jangka waktu 1{satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-

kurangnya 25 {dua puluh lima) yang berasal dari unsur utama bagi
Perencana Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
3) ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perencana;
4) tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
5) dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat
hukuman disiplin sedang atau berat; .
diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat
dan seterusnya.

e

b. diberhentikan dari jabatan fungsional Perencana apabila dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannyva tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggl sesuai peraturan yang berlaku.

c. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat

hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkar.

1~

Pejabat fungsional Perencana yang dibebaskan sementara dari jabatannva
karena tugas belajar untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih,
Tunjangan Perencana dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. Tunjungan
Perencana dibayarkan kembali setelah diangkat dalam jabatan fungsional

266
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Perencana dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh'pe}abal
vang berwenang. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kembali dibuat
menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran le.

Umpamanya:

Seorang Perencana ditugaskan mengikuti tugas i::eilajar mulai tanggal 13

Nopember 2003 sampai dengan 15 Januvan 2005. Per(‘rlcc?x-l,iﬂ{-ez'gclﬁll[

dinyatakan bekerja kembali terhitung mulai tanggal 26 Januar1 2585 Jdalam

hal yang demikian: ‘

a. Tunjangan Perencana untuk bulan Desember 2003 sampai dengan bulan
Met 2004 tetap dibayarkan;

b. Tunjangan Perencana dihentikan terhitung muai bulan Juni 2004 sampai
Januari 2005.

¢. Tunjangan Perencana dibayarkan kembali n:xulai bu.}an Pebruari 2005
dan seterusnya, apabila telah diangkat kembali dalam jabatan iung?monal
Perencana dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kembali telah
diterima oleh kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala
Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuh: hukuman di§ip1in beratlb'erupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendxfl atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Neger: Sipil,
walaupun kemudian mengajukan bandir}g kg Badan Pertimbangan
Kepegawaian, Tunjangan Perencana tetap dihentikan.

Tunjangan Perencana yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam angka
3, ddpat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Badag Pcmmbangag
Kepegawaian yang meringankan hukuman t_ersebut serta diangkat kembali
dalam jabatan fungsional Perencana dan dinvatakan telali melaksanakan
oleh pejabat yang berwenang.

Umpamanya:

Seorang Perencana pada Pemerintah Daerah Propinsi Jaw;.\ TI'ir’nu‘r bvmaz_na
Roger Danuarta NIP 510532115 telah dyjaruhi hukuman dm?l.m berat vaitu
pemberhentian dengan hormat tidak atas pernuntaan sendirl dan berlaku
terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2003. Dalam bawas tenggang, t\'.d(_m 14
hari setelah diterimanya keputusan, Sdr. Roger Danuarta mengajukan
banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek.). Seteluhymialu1 Proses
akhirnya Bapek pada tanggal 25 Pebruari 2004 mgmutuxk an ba?l\_'.'a‘hul\: u‘nhu
terhadap Sdr. Roger Danuarta diubah menjadi hukumag dlfiil_\illl“:c‘xli?:llg:
setelah menjalani hukuman disiplin, yang bersangkutan diaktifkan kemiali
dalam jabatan fungsional Perencana disertai Surat Pernyatan Melaksanakan
Tugas Kembali yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang,

Dalam hal demikian Tunjangan Jabatan Fungsional Sdr. Roger Danuarta
dihentikan terhitung mulai bulan Nopember 2003 samiai dungaz seles

i 7
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menjalani hukuman disiplin sedang dan diangkat kembali dalam jabatan
fungsional Perencana. Tunjangan Perencana dibayarkan pada bulan
berikutnya setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas
s.ombali das: Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali dan Surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali diterima oleh Kepala Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan
Pemerintah Daerah.

Tunjangan Perencana dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak
yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara.
Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjalani cuti di luar
tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 {empat) dan seterusnya
untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka selama menjalani cunl di luar
tanggungan negara yang bersangkutan tidak dibebaskan dari jabatannya,
tetapi tidak menerima penghasilan {gaji dan tunjangan) gaji dan tunjangan
jabatannya dibayarkan kembali mulai bulan berikuinya setelah yang
bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk
persalinan anak.

Umpamanya:

Seorang Perencana pada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah yang
menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat)
selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2003 sampai
dengan Januari 2004. Setelah selasai menjalani cuti di luar tanggungan negara
untuk persalinan anak, ia mulai bekerja kembali terhitung mulai tanggal
26 Januari 2004. Dalam hal yang demikian :

a. Dihentikan pembayaran gaji dan tunjangan Perencana untuk bulan
Desember 2003 dan Januan 2004.

b. Diberikan kembali gaji dan tunjangan Perencana untuk bulan Pebruari
2004 dan seterusnya.

Apabila cuti di luar tanggungan negara bukan karena persalinan, maka
tunjangan dibayarkan setelah diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri
Sipil dan diangkat dalam jabatan fungsional Perencana serta dinyatakan
melaksanakan tugas. '

Surat keputusan penghentian/penghentian semerntara tunjangan jabatan
dibuat menurut contoh sebagai berikut dalam Anak Lampiran I-f.

Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/

pembebasan sementara dari jabatan dan pemberian surat §jin cuti di luar

tanggungan negara/cuti besar. Serta tugas belajar, menyampaikan asli surat

keputusan atau asli surat ijin atau surat tugas belajar tersebut kepada

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :

a, Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian; :

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsiona! Perencana

b. Pimpinan Instanst yang bersangkutan;

Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaan Negara yang bersangkutan;

D
< aan d as ar. spals agian
d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/ Bag

Keuangan Pemerint ah Daerah yang bersangkuan;

e. Pejabat Pembuat Daftar Gaiji;
{ Pejabat lain yang dipandang perlu.

[V. KETENTUAN LAIN-LAIN

L.

(L]

1 jadi 1 jen;) jabat: jonal Perencana, maka
Apabila terjadi kenaikan jenjang jabatan fungsional Perencana, ms

pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kenaikan jenjang jabatan,
serta keputusan pemberian tunjang

an sesual tingkat jabatan tersebut.

1 j itetapk: ali al: eputusan
Pemberian tunjangan tersebut dapat ditetapkan sgkahgus dalam kcpu. .

pengangkatan atau kenaikan jenjang jabatan fungsional Perencana tersebut.

Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatan Pegawal Negern

Sipil dalam jabatan fungsional Perencana yang ditetapkan sebelum
berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.

V. PENUTUP

1.

Apabila dalam pelaksanaan keputusan ini dijumpai kesulitan agar ditar.l}-'ak;m
Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

2. Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana
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ANAK LAMPIRANT2 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2003
TANGGAL 14 AGUSTUS 2003

RKEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.......1)

NOMOK .........2)
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN.......... 3

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... 1)

Menimbang

Mengingat

[

Menetapkan
PERTAMA

270

RO I

: Memberikan tunjangan jabatan ................3) kepada :
Nama :
NIP
Tempaat Tanggal Lahir
Pangkat/Golongan ruang S NS 8)
Jabatan :
Satuan Organisasi/Unit Kerja : 2 9)
Instansi :

. bahwa dengan Keputusan....1) Nomor.... Tanggal... 4},

Sdraccnne. 5) telah diangkat dalam jabatan......... 3

. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan murtu, prestasi,

pengabdian, semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil
yang diangkar dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat
wrereene3) dipandang perlu menetapkan pemberian
tunjangan jabatan fungsional .........3} sebagaimana
diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-

undang Nomor 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo.
Peraruran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003

Peraturan Pemerintab Nomor 16 Tahun 1994
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999,
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003;

. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 16/KEP/M. PAN/3/2001;

Kepurusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
32 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

KEDUA . Tunjangan jabatan e 3) sebagal tersebut kepada

diktum PERTAMA diberikan sebesar RP coioinenn 110

N M bl
(oo creeermrnrenes y sebulan terhitung mulal tanggal ... 12

KETIGA . Keputasan 1ni disampaikan kepada vang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana meunya.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkarn.

Ditetapkan di ......... 13)
Pada tanggal ... 14)

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/

BUPATI/WALIKOTA ... 1
(oot 15) )
Tembusan, Yth :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; B .
2. KepalaBadan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Info.rmasx Kepegawaian;
3.  Kepala Kantor Regional....Badan Kepegawaian Negara dx.-....‘.le) "
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Kepala Baglan
. Propinsi/Kabupaten/Kota di...17)
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
6. Dejabat lain yang dipandang perlu.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana
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PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN 1

!r Al NO.KODE i URAIAN
i N 3
1 ! T iislah nama jabatan dari Pejabat yang menetapkan pemberian
tunjangan jabatan.

2 2) Tulislah nomor Keputusan Pejabat yang menetapkan pemberian
tunjangan jabatan fungsional Perencana.

3 3) Tulislah nama jabatan fungsional Perencana PNS yang bersangkutan,

4 4} Tulislah nomor dan ranggal ditetapkannya keputusan pengangkatan
dalam jabatan fungsional.

5 5} Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan
jabatan.

6 6} Tulistah NIP dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebur pada angka 5.

7 7) Tulistah tempat dan tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

8 8) Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang
dimaksud dalam angka 5.

9 9) Tulislah satuan organisasi/unit tempar bekerja Pegawai Negeri Sipil
tersebut pada angka 5.

10 10) Tulislah instanst tempat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada
angka 5.

11 11) Tulistah dengan angka dan huruf besarnya runjangan jabatan funsional
Perencana yang menjadi hak Pegawai Negeri Sipil.

12 12) Tulislah tanggal mulai Pegawai Negeri Stpil berhak menerima tunjangan
dimaksud.

13 13) Tulislak tempar ditetapkannya keputusan pemberian tunjangan jabatan
fungsional perencana.

14 14} Tulislah tanggal ditetapkannya keputusan tersebur.

15 15) Tulislah nama pejabat dan NIP Pejabat yang menandatangani Keputusan
tersebut.

16 16) Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan
tugas.

17 17) Tulislah nama dan tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/
Kepala Biro/Bagian Keuangan dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut
diangkat menduduki jabatan fungsional.
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ANAKLAMPIRAN b KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAFIUN 20C3
TANGGAL 14 AGUSTUS 2535

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR......1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang
Jabatan

Unit Organisasi

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama e e 7)

NIP CHRRTOTUIORRR ie8)

Pangkat/golongan ruang e EURVRIUIOON 9)

Jabatan L et ee e e ae e 10)

 Unit Organisasi e 11

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/ Walikota......12)
Nomor ....... tanggal......... 13) telah nyata melaksanakan tugas tersebut terhitung
mulai tanggal ......... 14), dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun
2003, yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan ......... 10) sebasar Rp........ 15)
SO ) sebulan terhitung mulai tanggal ............ 16).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat
sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan
ini ternvata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maaka
saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampéikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan
Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dic.............. 17)

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 27:
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1)

Pejabat vane membuat pernvaiaaa,

Tembusan, Yth .
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informas: Kepegawaian;
Kepala Kantor Regional... Badan Kepegawaian Negara di .........20%

2
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

5

Pejabat lain yang dipandang perlu.

N
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PETUNIUR PENGISIAN ANAK LAMPIRAN Ik

URAFAT

R B

! ' T ubislak nomor surat pejabat vang membuat pernvataan melaksanakan
supas sebaga: Perencana.

2 : Tulislah nan:a pejabat vang membuat pernyvatass..

R Tulistal: NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.

4 2} Tulisiak pangkat dan golongan ruang dari pejabar yang membuat
pernyataan.

5 =3 Tulislah nama jabatan dari pejabar yang membuat pernyataan.

6 6) Tulisial unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang membuat pernyataan.

7 7) Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan
jabatan fungsional Perencana berdasarkan Keputusan Presiden Nomer
41 Tahun 2003.

8 8) Tulislah NIP dari PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 7 di atas.

9 9) Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS tersebut yang dimaksud
dalam angka 7.

10 10) Tulislah nama jenjang jabatan fungsional PNS yang bersangkatan.

11 i1 Tulislak unn: organisasi Pegawai Negart Sipii yang bersangkutan bekerja.

12 12) Tulisiah namaz jabatan dari penjabat yang menetapkan Surat Keputusan

j tentang pengangkatan PNS yany dimaksud daiam jabatau {ungsional.

13 i3} Tulislah nomor dan tanggai surat keputusan penyangkatan dalam jabatan
tungsional tersebut sebagaiman dimaksud dalam Pasl 1 Keputusan
Presider Nomor 41 Tahun 2003.

14 14) Tulislah tanggal, bulan dan tahun PNS sebagaiman tersebut dalam angka
7 di atas secara nyata mulai melaksanakan tugas.

15 15) Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang
dimaksud dengan angka 10 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor
41 Tahun 2003.

16 16) Tulislah tanggal mulai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan
dimaksud.

17 17) Tulislak nama tempat Kantor Perbendakaraan dan Kas Negara/Kepala
Biro/Bagian Keuangan dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut
melaksanakan rugas.

18 18} Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

19 19) Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat
pernyataan.

20 20) Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan
tugas.
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ANAK LAMPIRAN ¢ KEPUTUSAN KEPALA BADAN Asli surat peryataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan

KEPEGAWAIAN NEGARA Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Kcuangan Pemerintah Dacrah.. .. 17).
NOMOR 232 TAHUN 2203
TANGGAL - 14 AGUSTUS 2803 e e 18]

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN
NOMOR : ............ 1) (oo 2)

Tembusan Yth -
Yang bertanda tangan dibawah ini : Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawatan;
Nama et e enaenn D Kepala Kantor Regional..... Badan Kepegawatan Negara Ji . 19)
NIr
Pangkat/golongan ruang

Jabatan

Pejabat Pembuat Daftar Gaji vang bersangkutan;
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Wooda 1 Y e

Pejabar lain yang dipandang perlu.

Unit Organisasi

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
Nama :
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan

Unit organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan ......12) Nomor ....... tanggal ....... 13) telah
menduduki jabatan ....... 10) dan pada tanggal .........14) masih menduduki jabatan
tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003; Sdr ........ 7) berhak
menerima tunjangan jabatan ....... 10) sebesar Rp .........15) sebulan terhitung mulai
tanggal ..o 16). ) .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat
sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan
ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka
saya bersedia menaggung kerugian tersebut.
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PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN [-¢

R Y

ANAK LAMPIRAN d KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 32 TAHUN 22
TANGGAL

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDURI JABATAN
NOMOR:..........1}

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama TSR UPUURP PSP 2)
Pangkat/golongan ruang ¢ 4)
Jabatan 5)
Unit Organisast 1 e 6)

Dengan ini menvatakan dengan sesungguhnva, bahwa
Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang

H

i AGUYTUS 2288

Jabatan e e e 123
Unit Organisasi e 1
Berdasarkan Surat Keputusan .......12) Nomor ........ tanggal......13) diangkat
dalam jabatan ...... 10) dan pada ranggal 1 Januari ... 14) masth menduduki

jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003, Sdr ..... 7} berhak

menerima tunjangan jabatan ... 10} sebesar Rp.... 15) (...} sebulan, terhitung

mulal tanggal .......... 1)

T iokoDY | URAIAN
L 5
i 1 Tuiisiah nowmor surat pejabar vang membuat surat pernvataan telih
menduduki jabatan Perencana,
i 2 Tulisiah nama pejabat yang membuat pernyataan.
i 3 Tlisiah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4 ; Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabar yang membuat
pernyataan. ]
5 33 Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6 6} Tulislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang membuat pernvataan.
7 73 Tulis aama PINS yang berhak menerima tunjangan jabatan fungsional
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2005,
8 8} Tulislah NIP dari PNS ysng dimaksud dalam angka 7.
9 9} Tulislah pangkat dan goloagan ruang PNS yang dimaksud dilam angka
7 di atas.
16 0} Tulislah nama jenjang jabatan fungsional PNS yang bersangkutan.
11 11; Tutislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.
12 12} Tulislah nama jabatan dari penjabat yang menetapkan surat keputusan
tentang pengangkatan PNS vang dimaksud dalam angka 7.
13 13} Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan dalam
jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden
Nomor 41 Tahun 2003.
14 14) Tulislah ranggal, bulan dan tahun PNS sebagaimana tersebut dalam angka
7 secara nyata telah menduduki jabatan fungsional dan mulai
melaksanakan rugas.
15 15) Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang
dimaksud dalam angka 10 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor
41 Tahun 2003.
16 16} Tulislah ranggal mulai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan
dimaksud.
17 173 Tulislah nama tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala
Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri
Sipil tersebut melaksanakan tugas.
18 18] ‘Tulislah tempat dan tanggal dicetapkannya keputusan ini,
L 19; "1 T Giiskah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
: ! vang meliput wilayah kerja PNGS tersebut melaksanakan togas.
i 1
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Demikian surar pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan
mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila kemudian hari isi
surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugtan terhadap
negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut,

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbandaharaan
dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah ... 16)

it oy

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana 279


http:Peg;lw.li
http:perny;lt.l.ln
http:pernyat.an
http:pejab.lt
http:pernp,.an

NPT

I

NGES

Tenbusan Yth :

1.
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Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
Kepala Kantor Regional...... Badan Kepegawaian Negara di ............. 18)
Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Pejabat lain yang dipandang perlu.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-d

O NO.KODE CRAIAN
¢ 3 3 t
H 2
1 i Tulisial nomer surat pejaba ving MenioUA UL poe
menduduki jabatan Peranaan.
i - o N Ay l“‘.‘iil‘:"!i.li :JL].?(‘ RN
4 4_ STislak pangkat dan geionean peang dani poaba o ne mibat
5 5 Hslah nama jabatan dan pciaéa.t vang membuat pernyataan.
a ) “Fulislah unit organisasi Pegawai ?\'cger'i !;ipi] vang membaat pernyataan,
7 7 Tulislah nama PNS vang berhak menerima tuniangan jabatan
. berdasarkan Keputusan Prosider Nomor 41 Tahan 2005
3 s Tulislal N1P dari PNS vang dizaksud dalam angka ™.
9 95 fislah pangkat dan golongan ru.lule; PN vang, Jimaksud dalam
angka 7.
1 i Telisiah nama jemang abatan tungsiomal PNS wbagatmana dimaksud
dalam angka 7.
1i i Tulisiah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil vang bersanghuran bekeria,
iz 12 Pepgangkatan PNS vang dimaksud dafam angha 7 daben jabaian
fungsional tersebut,
i3 i3, Tutislah nomor dan tauggal surat p;;;,mgk.u.m dabans abatan fungsical
sebagaimana dimaksud dakim Kepurusan Presiden Nomaor 417
i 14y Tulislah tanggai. sulan, dan tahun PXNS sebagal tersrbu dalan angRa -
secara avata masih menduduki abatn.
is 13} Tulislah dengan angka dan hurud besarnva runjangan vang dunaksud dalams
anghka 13 di atrs menures Keputusan Presiden Nomor 41 Tabun 2223,
Tuiistah nama atau tempar Kantor Perbendabaraan dan Kas Negara/
i6 16} Kepala Bire/Bagian Revangan Pemerintah Daerah dimans Pegawai
Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
Tulishah tempat dan tanggal diterapkanaya surat pernvataan dimaksull.
17 17) Tulislah nama daa tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
18 18) yang meliputi wilayah kerja PNS rersebur melaksanakan tugas.
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ANAK LAMPIRAN e KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR $ 32 TAHUN 2022
TANGGAL 14 AGUSTUS 2003

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI
NOMORK:............1)

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama T et na e 2
NIP D verreneennrr oo snnaenas 3)
Pangkat/golongan ruang FEUUSSUPIUORINY. ) |
Jabatan 1 e e e 5)
Unit Organisasi SO R RRRR RO 6)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama D eeree e oo s 7}
NIP D eeneeene e s e e 8)
Pangkat/golongan ruang D e seressenensnnrsnnene )
Jabatan USRI 10)
Unit Organisasi T et 11)

telah melaksanakan tugas kembali dalam jabatan tersebut terhitung mulai tanggal

..................... 12) dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003,
LYs 7 S 7) berhak menerima tunjangan jabatan ............ 10) sebesar
Rp. cooveireierciinns 13) (e, } sebulan, terhitung mulai tanggal
.................. 14).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat
sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila kemudian hari isi surat pernyataan
ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia
menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepadé Kepala Kantor Perbendaharaan dan
Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah
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............. TSROSO § 1

Tenbusan Yth :

Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian,
Kepala Kantor Regional...... Badan Kepegawaian Negara di ............. 17)
Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

[E I AV I

Pejabat lain yang dipandang perlu.
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PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-¢

NO NO. KODE URAIAN

i 2 3

1 1} Tulislab nomor surat pefabat yang membuat surat pernvataan masih
melaksanakan wgas kembali sebagai Perencana.

2 2) Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataun. -

3 3) Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.

4 4j Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membun
pernyaan,

5 5) ‘Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuart pernyvataan.

6 6) Tulislah unit organisasi dari pejabat yang membuat pernyataan.

7 7} Tulislah nama PNS yang melaksanakan tugas kembali sebagai Perencana.
Tulislah NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 7 di mas.

8 8) Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS tersebut vang dimakoud
dalam angka 7.

9 9 Tulislah nama jenjang jabatan fungsional Perencana vang dipangku okeh
pejabat dimaksud dalam angka 7.

12 10) Tulislah unit organisasi PNS yang bersangkutan berkerp.

i1 i1y Tulislah tanggal, pejabat sebagai tersebut dalam angka 7 di atas secara
nyata telah melaksanakan tugas kembali.

12 i2) Tulislah dengan angka dan hurut besarnya tunjangan jabatan vang
Jdimaksud dalam angka 10 di avas menurut Keputusan Presiden Nomor
41 Tahun 2003,

i3 13) Tulisiah tanggal mulai PNS berhak menerima wenjungas dimaksud.

14 14} Tulislah nama tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negura/Kepala

5 15) Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil

tersebut melaksanakan tugas.

16 16) Tulislah tempat dan vanggal ditetapkannya keputusan ini.

17 17) Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
dimana PNS tersebut melaksanakan tugas.
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ANAK LAMPIRANILf KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHIUN 2003
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2003

KEPUTUSAN MENTERVKEPALA/GUBERNUR/BUPATY/WALIKOTA.......... Y]
NOMOR:........... 2)

TENTANG
PENGHENTIAN/PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN............ 3)
MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA............. 1)
Menimbang a. bahwa Sdr. ... 4) NIP ........ 5) berdasarkan

Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/ Walik ota
........... 6) Nomor ................. tanggal oo 7)
yang bersangkutan ditugaskan sebagai ........ dan diberikan

tunjangan sebesar Rp. .......... 8) (...

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

sebulan terhitung mulai tanggal

b. bahwa berdasarkan Keputusan ...... 10) Nomor
.......... tanggal .........11) Sdr. ........... 4) tersebut
dimutasi/dipindabkan/ .............. 12) terhitung
mulal tanggal.....cccoo... 13);

c. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan

oy

.Q\U?:&UJI\)

penghentian tunjangan jabatan fungsional......3);

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999;

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
. Peraturan Pemerintah Nomof 30 Tahun 198¢;

Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 2003,

- Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
32 Tahun 20C3;

MEMUTUSKAN:

Menghentikan tunjangan jabatan .........3} Saudara .
Nama : 4)

NIP ' L e 5

Jabatan : e 1Y
Satuan Organisast/Unit Kerja -
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KEDUA

RETIGA

Tembusan Yth -

Penghentian tunjangan jabatan ... 3) pada dikium
PERTAMA  adalab  terhitung  mulai bulan
........................... 16)

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan
kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yvang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya. .

Ditetapkan divccoocvvvrnenneea.
pada tanggal.....

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA......1)

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

2. Kepala Kantor Regional... Badan Kepegawaian Negara dicrnne 20);

3. Pejabatr Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;

4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/ Bagian
Keuangan Pemerintah Daerah di........., 21);

5. Pejabat lain yang dipandang perlu.
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PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-d

NO NO. KODE URAIAN
i 2 3
i 1} Tulislah nama jabatan vang berwenang menetapkan penghentan/
penghentian sementara tunjangan jabatan Perencana.
2 2y Tulislah nomor Surat Reputusan vang dimaksud dalum angha £,
3 3} Tulislah nama wunjangan jabatan fungsional tersebut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2023
4 11 Tulislah nama PNS vang dikenakan pengheniian, penghentian
sementara dari jabatan fungsional tersebut sebagatmana dimaksud dalam
angka 3.
5 3) Tulislah NIP dari PNS vang dimaksud dalam angka 4.
6 (3] Tulislah nama jabatan yang mengangkat PNS tersebur pada angha + ke
dalan jabatan fungsional.
7 73 Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkaian dalam
yabatan fungsional.
8 8} Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan vang
berhak diterima PNS tersebut pada angka 4.
9 9) Tulisiah tanggal mulai berlakunya Surat Keputusan pemberian tunjangan
jabatan.
10 10) Tulisah nama jabatan yang menetapkan mutasi kepegawaian bagi PNS
yang menduduki jabatan fungsional.
11 11} Tulislah nomor dan ranggal surat keputusan tersebut pada angka 1 C.
12 12) Tulislah mutasi kepegawaian yang dialami Pegawai Negeni Sipil tersebut
atau alasan lain sehingga PNS tidak berhak memperoleh tunjangan
| jabatan tersebut.
13 13) Tulislah tanggal mulai berlakunya Surat Keputusan tersebut pada angka
) 10.
4 14} Tulislah nama jabatan yang akan dihentikan tunjangan jabatan tersebut
| di atas.
15 15) Tulislab satuan organisasi/unit kerja dari PNS yang menduduki jabatan ]
e fungsional.
16 16} Tulislah ranggal mulai bertakunya penghentian/penghentian sementara
wunjangan jabatan tersebur di atas.
17 17) Tulislah tempat ditetapkannya Keputusan. i
18 18} Tulislah tanggal penetapan Keputusan.
| 2 19} Tuliskah nama dan NIP dari pejabat tersebut pada angka |
20 20) “Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
L yang meliputi wilayah kerja PNS tersebur melaksanakan rugas.
21 21} Tulislah nara dan rempar Kantor Perbendaharaan dan Kas Negira/|
Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana PNS tersebut
melaksanakan rugas. !
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ANAK LAMPIRANII  KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2003
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2003
TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Menimbang

Mengingat

288

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi,
pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil
yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan
Fungsional Perencana, dipandang perlu memberikan

‘Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana dengan Keputusan
Presiden;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawatan (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Neger: Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4263);

Porattiran.naratiwran Inhatmn Moo aio - s

Menetapkan

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 19?9’1§'ntang
. Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Neger! Sipil;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN ‘iE\T%;\;I\CI‘i
TUNJANGAN JABATAN FUNGStON
PERENCANA.

Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden inl yang dimaksu? d‘cu\éa?
Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana, yang s¢ -.m‘mm?x a
disebut dengan Tunjangan Perencana adalah tup)zl:lgar{
jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawal }::%ﬁn
Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara pcnu'h a a-m
Jabatan Fungsional Perencana sesual dengan ketentuan
peraturan pcrundang~undangan yang berlaku.

Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan dnt}lgazika\c
secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perencana, diberikar
Tunjangan Perencana setiap bulan.

Pasal 3
Besarnya Tunjangan Perencana sebagaimana dimaksud da-lan
Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampirat

Keputusan Presiden ini.

Pasal 4
Tunjangan Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diberikan terhitung mulai bulan Januari 2003.

Pasal 5
Pemberian Tunjangan Perencana dihentikan apabila Fjegawz
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pa‘sal 2, dl_;mgk-.
dalam jabatan struktural atau jabatan fungsn;)nal lax‘n ata
karena hal lain yang tnengakibatkan pemberian tunjanga
dthentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan

undangan yang berlaku.

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana
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Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/
atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-
sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya
masing-masing.

Pasal 7
, : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
: ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 10 Juni 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ted.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

290 Peraturan-peraturan Jabatan Funagsional Perencana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41 Tahun 2003

TANGGAL : 10 Juni2C03

NO‘L JABATAN BESAR TUNJANGAN |
1 ' Perencana Utama Rp. 1.118.000,00
2 ] Perencana Madya Rp. 994.500,00
3 | Perencana Muda Rp. 600.000.00
4 Perencana Pertama Rp. ~240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana
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Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEURNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-188/R/2003
TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN JRBATAN
FUNGSIONAL PERENCANA
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Peraturan-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Gedung Anggaran LeIV Telepon  : 34536547, 3842123, 3840315, )8‘30516
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 3864779, 3459619, 3524112, 34539617
Jakarta 10710 Telex ;457799

Kotak Pos 1139 Faximilie . (62-21) 3324026 (hunting 8 saluran)
Lampiran : Dua berkas 23 September 2003
Yih.

1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran
3. Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
3. Para Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran

1, s/d 3 diseluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor SE- 188/A/2003

TENTANG

PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA

Bersama ini disampaikan Keputusan Presiden (Keppres) R.1. Nomor 41
Tahun 2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana,
dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 32 Tahun 2003
tanggal 14 Agustus 2003 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan
Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.

Selanjutnya diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai bertkut:

No. Jabatan Fungsional Besarnya Tunjangan PerBulan
1. " Perencana Utama Rp. 1.118.000,-

2. Perencana Madya Rp. 994.500,-

3. Perencana Muda Rp. 600.000,-

4. Perencana Pertama Rp. 240.000,-

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak mendapat tunjangan jabhran
fungsional Perencana, yang selanjutnya disebut tunjangan fungsional
Perencana adalah PNS yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh
dalam jabatan fungsional Perencana, dengan surat keputusan pejabat yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Besarnyatunjangan fungsional Perencana terhitung mulai bulan Januari 2003
adalah sebagai berikut:
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Pemberian tunjangan Perencana, ditetapkan dengan surat keputusan pejabat
yang berwenang dan Pejabat yang berwenang dapat mehdelegasikun kepada

Pejabat lain dilingkungannnya untuk , menetapkan keputusan pemberian

tunjangan Perencana. Dalam surat keputusan pemberian tunjangan

Perencana, harus dicantumkan besarnya tunjangan yang bersangkutan.

Aslisurat keputusan pemberian tunjangan fungsional Perencana disampaikan

kepada PNS yang bersangkutan dan tembusannya kepada:

a  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

b.  Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Up. Deputi Bidang
Informasi Kepegawaian di Jakarta;

¢ Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;

d.  Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara /Kepala Biro/Bagian
Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

e Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;

f Pejabat lain yang dipandang perlu

Pembayaran tunjangan jabatan fungsional Perencana :

a  Tunjangan fungsional Perencana diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satv)
bulan berikutnya setelah PNS bersangkutan secara nyata, melaksanakan
tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
dari Pejabat yang berwenang,

b.  Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), tunjangan Perencama
dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.
¢ Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila bertepatan

dengan harilibur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal
berikutnya, pemberian tunjangan fungsional Perencana dibayar mulai bulan
itujuga.
Kepada PNS yang pada tanggal 1 Januari 2003 masih menduduki jabatan
fungsional Perencana, pembayaran tunjangan fungsional Perencana dilakukan
berdasarkan , Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan (SPTMJ) dari Pejabat
yang berwenang. '
Untuk kelancaran pembayaran tunjangan Perencana, maka setiap permulaan
tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat Surat Pernyataan Masih
Menduduki Jabatan (SPMM]) bagi para PNS di lingkungannya.
Pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada
Pejabat yang lain dalam lingkungannya untuk membuat SPMT, SPTMJ atau
SPMM] sebagaimana dimaksud pada angka 4.5 dan 6.
Asli Surat SPMT/SPTM]/SPMM] sebagaimana dimaksud pada angka 4,5 dan
6 disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kepala
Biro Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan
tembusannya kepada:
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Kepala BKN Up.Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;

PNS yang bersangkutan;

Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;

Pejabat lain yang dipandang perlu.

Permintaan pembayaran Tunjangan Perencana diajukan oleh Pejabar Pembua
Daflar Gaji (PDG) bersama-sama dengan permintaan gaji kepada Kepala Kanto:
Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala BiroBagian Keuangan Pemerintal
Daerah yang bersangkutan, dengan melampirkan surat keputusan dan sura

L A

pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4,5 dan 6.

Pembayaran Tunjangan Perencana dihentikan terhitung mulai bulan benkutnya PIN¢

yang bersangkutan:

a Dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Perencana;

b.  Diberhentikan dari jabatan fungsional Perencana;

¢ Berhenti sebagat PNS;

d Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan ringkat hukoman disiplin beras
dan telah mempunyati kekuatan hukum tetap, kecualt hukuman disiplir
berupa penurunan pangkat.

Tunjangan Perencana dihenukan tethitung mulai bulan berikutnya sejak PNS vang

bersangkutan dibebaskan sementara karena menjalani cuti besar atau cuti diluar

tanggungan negara.

Khusus bagi PNS yang menjalani cuti diluar tanggungan negara untuk persalinan

anak ke-4 {empat) clan seterusnya untuk paling lama 3 (tiga } bulan, maka sclama

menjalani cuti diluar tanggungan negara yang bersangkutan tidak dibebaskan dant
jabatannya, tetapi tidak menerima penghasilan (gaji dan tunjangan).

Gaji dan tunjangan jabatannya dibayackan kembali mwulai bulan benkutnya setelah

yang bersangkutan selesai menjalani cuti diluar tanggungan Negara unuk persalinan

anaknya.

Umpanya:

Seorang Perencana pada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah yang menjalani

cuti di fuar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 {empat) selama 2 (dua)

bulan terhitung mulai tanggal25 Nopember 2003 sampai dengan 25 Januari

2004. Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan

anak, 1a mulai bekerja kembali terhitung mulai tanggal 26 Januari 2004.

Dalam hal yang demikian :

a, Dihentikari pembayaran gaji dan tunjangan Perencana untuk bulan
Desember 2003 dan Januari 2004,

b.  Diberikan kembali gaji dan tunjangan Perencana untuk bulan Pebruari
2004 dan seterusnya.
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Apabila cuti di luar ranggungan negara bukan karena.persalinan, maka
tunjangan dibayarkan setelah diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil
dan diangkat dalam jabatan fungsional Percacana serta dinyatakan
melaksanakan tugas.

Pejabar fungsional Perencana yang diberhentikan dari jabatannya,
umpamanya berpergian ke Luar Negeri , tugas belajar untuk jangka wakrtu
6 {enam) bulan atau lebih, Tunjangan Fungsional Perencana dihentikan
terhitung mulai bulan ketujuh. Tunjangan Perencana dibayarkan kembali
setelah diangkat dalam jabatan fungsional Perencana dan dinyatakan telah
melaksanakan rugas kembali oleh pejabat yang berwenang.

Umpamanya:

Seorang Perencana ditugaskan mengikuti tugas belajar mulai tanggal 15 Nopember
2003 sampai dengan 15 Januari 2005. Perencana tersebut dinyatakan bekerja
kembali terhitung mulai tangga126 Januari 2005. Dalam hal demikian :

a Tunjangan Perencana untuk bulan Desember 2003 sampai dengan bulan
Mei 2004 tetap dibayarkan.

b.  Tunjangan Perencana dihentikan terhitung mulai bulan Juni 2004 sampai
Januar1 2005.

¢ Tunjangan Perencanadibayarkan kembali mulai bulan Pebruari 2005 dan
seterusnya, apabila telah diangkat kembali dalam jabatan fungsional
Perencana dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali telah diterima
oleh Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kepala Biro/Bagian
Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pejabar yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian /

pembebasan sementara dari jabatan dan pemberian surat izin cuti diluar tanggungan

negara/cutl.besar, serta surat tugas belajar, menyampaikan asli surat keputusan

atau ashi surat jjin avau surat tugas belajar tersebut kepada PNS yang bersangkutan

dan tembusannya kepada:

a Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informast Kepegawaian;

b.  Pimpinan Instansi yang bersangkutan;

c Kepala Kantor Regional BKIN;

d Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara /Kepala Biro/Bagian
Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

e.  Pejabat Pembuat Daftar Gayjj;

£ Pejabar lain yang dipandang perly;

Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatan PNS dalam

jabatan Fungsional Perencana yang ditetapkan sebelum dikeluarkannya Sural

Edaran 1ni, dinyatakan tetap berlaku.

Peraluran-peraturan Jabatan Fungsional Perencana

Kepala Kantor Wilayah Direktorat lenderal Anggaran diminta unt

mengawasi pelaksanaan Surat Edaran . ‘ ,
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestunya.

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 060027032

Tembusan:

Menteri Keuangan;

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
Kepala Badan Kepegawaian negara;

Sekretaris Meneg PPN/Sekut Bappenas;

Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Anggaran.

b

e
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